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ABSTRAK

A. Nama/NIM : Tavip Yulianto / 0906595491
B. Program studi : Kajian limu Kepolisian
C. Judul Tesis : Administrasi kepolisian Polres Métemgerang Kota

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengarskondisi administrasi
kepolisian Polres Metro Tangerang Kota sekarangg yeerkaitan dengan manajemen
operasional dan manajemen pembinaan dalam mentgpan tugas pokoknya pada
kondisi pembangunan kota Tangerang saat ini, sghindgermanfaat bagi
pengembangan ilmu kepolisian dan pembenahan kes&ohi khususnya Polres
sebagai komando operasional dasar (KOD) di wakig y&kan datang.

Perkembangan administrasi kepolisian dipengaolgh lingkungan. Oleh
karena itu dalam membahas administrasi kepolistdre® Metro Tangerang Kota harus
pula diperhatikan pula perkembangan lingkungangyterjadi di kota Tangerang.
Administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Koi@nsyaratkan bahwa pencapaian
tujuan tugas kepolisiannya ditentukan oleh manafewperasional yang menyangkut
tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang di ddlam undang-undang, yang
dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional (SabHatalkam, Polantas, Reserse,
Binmas), dan didukung oleh manajemen pembinaanksumiaya manusia, material,
anggaran dan pengawasan). Paradigma Polri yangidrgesi pada perlindungan dan
pelayanan, mengedepankan tugas-tugas pre-emtiprédentif sesuai dengan tuntutan
masyarakat, dijadikan kerangka berfikir di dalamngenalisis fenomena dan praktek
tugas kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota.

Penelitian ini dilakukan di Polres Metro Tangeradgta sebagai unit
analisisnya dengan metode kualitatif yang berfgkaga kedalaman mengungkap dan
mengekplorasi berbagai fenomena dan praktek tugasd operasional dan pembinaan
di Polres Metro Tangerang Kota. Oleh sebab ituikekengamatan terlibgtomplete
participant observation) dan wawancara mendalanindepth-interview) kepada
informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sdbagatrument penelitian
diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yehin komprehensif.
Triangulasi dan pemaknaan terhadap temuan peneltierupakan pendekatan yang
dikedepankan di dalam melakukan analisis.

Kata kunci : Administrasi kepolisian, manajemenragsnal , manajemen pembinaan.
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ABSTRACT

A. Name/NIM : Tavip Yulianto / 0906595491
B. Study Program Police Studies
C. Title : Metropolitan Tangerang Police Administration

This study aims to look at and analyze the stagtropolitan Tangerang
police administration now, relating to the managetna operational and management
guidance in achieving the main task in the condgi@f the current construction of
Tangerang city, making it beneficial for the deyetent of police science and the
improvement of the unity of the Police, especigiblice station as basic operational
command (cod) in the future.

The development of police administration is infloed by the environment. Therefore,
in discussing the metropolitan Tangerang police iathtnation should also be noted
also that the environmental developments happenimg the city of
Tangerang. Metropolitan Tangerang Police Adminigira requires that the
achievement of goals set by management dutiesipglaperations involving the main
tasks, duties and powers that be set in legislatimplemented by the operational
elements (Sabhara, Intelkam, Traffic Police, DétecBinmas), and supported by
management training (human resources, materiatigdivand supervision). Paradigm
Police protection and service-oriented, forwardksasand preventive pre-emtif
accordance with the demands of society, the framewsed in analyzing the
phenomenon of thinking and practice of police duiethe police station Metropolitan
Tangerang.

The research was conducted at the metropolitanerang police station as the unit of
analysis with qualitative methods that focused ateath of reveal and explore the
various phenomena and practices of operational fegld coaching duties at the

metropolitan Tangerang police station. Therefohne, abservation techniques involved
complete participant observation and in-depth inésvs to key informants, by relying

on the researcher as research instrument shoultbleeto explore the depths of the
more comprehensive data. Triangulation and intéapon of research findings are put
forward approach in conducting the analysis.

Keywords: Police Administration, operations managetnmanagement coaching
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah.

Keberadaan Polri sekarang ini merupakan perkemipadgsa perjalanan
panjang sejarah Kepolisian Negara Republik Ind@ndsiri masa lampau yang
meliputi masa penjajahan Hindia Belanda, masa mhidin Jepang, masa
revolusi dan masa kemerdekaan yang masing-masimgatbentuk kepolisian di
Indonesia dengan segala kekuatan-kekuatan dan &leterkelemahannya. Polri
akan terus mengalami perkembangan di masa depaai sEEngan harapan dan
tuntutan masyarakat yang semakin modern. Oleh &agenperiu diadakan usaha
pengembangan yang sistematis yang dilandasi agergacanaan pembangunan
dengan memperhitungkan sebanyak mungkin berbagaurkgkinan yang akan
terjadi di masa mendatang. Dengan kata lain makgargang modern
menghendaki kepolisian yang modern. Perkembangasyarekat dari segi
jumlah penduduk yang saat ini hasil sensus pendtatukn 2010 sudah mencapai
237.641.326 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010) yemgebar di berbagai daerah
di Indonesia dengan beragam kebudayaan yang bebeeda disamping pula
perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, pds&rgan politik,
pendidikan dan perkembangan lainnya sedikit banysmpengaruhi situasi
ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Polri sebagai alat negara yang berperan dalam nitereelkeamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta m@&abe perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalagkar terpeliharanya
keamanan dalam negeri menyelenggarakan bermacaam r&ggiatan dalam
usaha untuk menghadapi tantangan perkembangan mralketydan pembangunan.
Tuntutan masyarakat yang mendambakan terwujudnyan&ean, ketertiban,
keadilan dan kepastian hukum dalam tugas — tugaslik@n di Indonesia
menuntut Polri memiliki kemampuan teknis profesioklhas kepolisian yang
mantap dan sikap mental pengabdian serta rasawagggwab yang besar dari

setiap anggota Polri dari tingkat terendah sampgkat tertinggi tanpa terkecuali.
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Polres Metro Tangerang Kota merupakan bagian dstens Kepolisian
Nasional Republik Indonesia memiliki tugas dan deggung jawab untuk bisa
memberikan pelayanan kepolisian guna menjamin learggarannya kehidupan
masyarakat kota Tangerang yang aman dan tentrdentegaminnya kelancaran
terselenggaranya program-program pembangunan peaterkota Tangerang.
Sebuah tugas yang harus dikelola melalui prosesajeaen yang baik agar
menghasilkan pekerjaan yang baik mengingat untukgelela keamanan sebuah
kota besar seperti Tangerang yang sarat dengan l&ksitps masalah sosial
seperti jumlah penduduk yang terus meningkat, arignya lahan pertanian
menjadi pemukiman dan sentra ekonomi, kurangnyanigan pekerjaan serta
masalah kriminalitas tidaklah mudah. Sebagai sebkala besar yang
penduduknya sudah heterogen dengan jumlah mendaa?.590 jiwa (data
Pemkot Tangerang, 2009) memiliki potensi perbedsabedaan kebudayaan
tradisional terutama antara penduduk asli Tange(peggaruh Betawi) dengan
komunitas China Benteng yang apabila tidak terkettdngan baik akan menjadi
sumber  konflik baik horizontal maupun vertikal gardapat merugikan

masyarakat.

Perkembangan masyarakat kota Tangerang yang keéetajan budaya
religiusnya baik dalam bidang ekonomi, teknologilitik, pendidikan dan bidang
lainnya telah menghasilkan hasil pembangunan yaosifif bagi masyarakat,
akan tetapi sekaligus akan menimbulkan pula masakdalah baru sebagai
akibat sampingan dari pembangunan dan perkembamgagarakat itu sendiri
sehingga permasalahan keamanan dan ketertiban rmakatyaakan menjadi
bertambah komplek. Hal ini antara lain disebabkéeh dkemajuan teknologi
informasi dan perkembangan komunikasi yang dimadkdéaa pula oleh para
pelaku kejahatan, sehingga bentuk-bentuk kejahgteny akan dihadapi oleh
Polri mempunyai ruang lingkup antar daerah, rediolam bahkan internasional
dengan mobilitas yang tinggi dengan tumbuhnya pgmdatuk dan dimensi yang
baru seperti kriminalitas yang terorganisir, naat pemalsuan dokumen
berharga, terorisme, kriminalitas dengan pola tgklaku massa dalam

melancarkan aksinya di kota besar dan lain sebgagain
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Oleh karena itu dalam menghadapi perkembanganatipi@eamanan dan
ketertiban masyarakat ini, perlu diimbangi dengamgembangan kemampuan
Polri yang sepadan baik secara kuantitas mauputitdgjahal ini penting
mengingat yang dihadapi Polri adalah warga negaa drang lain yang
dilindungi oleh hukum dan hak-hak azasi manusiandae keterbatasan yang ada
pada Polres Metro Tangerang Kota saat ini, terutemaaalah jumlah personil
yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk kotagf@iamg dengan
perbandingan 1 ; 1200 , maka usaha peningkatan damikemahiran perorangan
anggota Polri merupakan hal yang menjadi perhattama, disamping perlunya
mengikutsertakan masyarakat dalam usaha menjagaakea dan ketertiban di

lingkungan masing-masing.

Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan sttdangan-
tantangan tersebut terutama menghadapi tahun 282@isrencana strategis Polri
dalam mencapai kesempurnaan dalam tugas pelaydn@tmive for excellent )
yang akan datang, maka pembangunan Polri hendaaissma dengan tuntutan
pembangunan di daerah pada umumnya, yang menu#nya peningkatan dan
pengembangan kemampuan Polri (Kepolisian PolresaVieingerang Kota) baik
dalam bidang manajemen operasional maupun bidangbipaan kepolisian

(administrasi kepolisian).

Pengembangan atau pembangunan organisasi Polrbakaangaruh pula
terhadap sistem administrasi, khususnya adminikegmlisian. Prof Awaloedin
(2010) mengatakan bahwa “Administrasi Kepolisianrupakan administrasi
negara yang secara khusus mengurus dan mengorgaarisiasalahan Kepolisian
Negara Republik Indonesia”. Mengurus dan mengosgapermasalahan yang
dihadapi Polri sehubungan dengan perubahan falikboif lingkungan baik statis
maupun dinamis seperti kependudukan , politik, ekan dan sosial budaya
dalam masyarakat. Dalam negara berkembang sepelbnésia administrasi
harus dapat mempengaruhi perkembangan lingkungdmimstrasi harus dapat
merupakan ¢hange of agent’atau ‘tevelopment agenttlalam negara yang
sedang membangun. Administrasi dan lingkungangatempengaruhi.
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Pada penelitian ini penulis akan melakukan peaalititentang
Administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang Kateengingat permasalahan
mendasar yang dihadapi Polri saat ini adalah tantuntuk selalu memantapkan
sistem administrasi kepolisian khususnya sistemirgdtrasi kepolisian di Polres
Metro Tangerang Kota yang dirasakan belum berjaaebagaimana yang di
harapkan, sementara perubahan faktor-faktor lingkaontersebut sangat cepat
terjadi di masyarakat dan perlu di antisipasi gigaaran Kepolisian Polres Metro

Tangerang Kota agar situasi kamtibmas tetap teedend
1.2. Masalah penelitian

Sejumlah pertanyaan penelitian untuk memahami raasdbn fokus
masalah tesis yang telah ditetapkan, termasuk nb@mumpeneliti untuk
menemukan dan memahami sejumlah gejala, fakta @mmalnaannya, serta
prinsip-prinsip mendasar yang berlaku umum dalamses penyelenggaraan
administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Ka@ag meliputi pertanyaan-

pertanyaan tentang :

a. Bagaimana pelaksanaan tugas unsur-unsur operagi8abhara, Intel,
Reserse, Polantas) di Polres Metro Tangerang Kadtardkaitannya tugas
pelayanan kepada masyarakat ?

b. Bagaimana peran fungsi pembinaan (sumber daya manus
material/dukungan tehnologi, anggaran dan pengayasdalam
mendukung fungsi operasional ?

c. Bagaimana pelaksanaan fungsi pembinaan masyar@kahds) dalam
membina kelompok-kelompok pengamanan swakarsa (Baakarsa)
untuk membantu tugas-tugas Polres Metro Tangerang K

d. Bagaimana administrasi kepolisian Polres Metro €amgg kedepan yang

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masy&odéaiangerang ?

Masalah penelitian ini di pilih karena dalam merdgm@ perkembangan
dan dinamika masyarakat yang berubah dengan cepatjon masyarakat kota
Tangerang yang modern dan demokratis. Mengingaerkelaan polisi dalam

masyarakat adalah untuk memnuhi tuntutan kebutuden masyarakat yang
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bersangkutan tentang adanya pelayanan polisi, ndikgerlukan institusi
kepolisian yang memiliki kemampuan untuk menangim mengatasi masalah

sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnyalatageamanan.

Untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dkak oleh polisi
sendiri, juga mustahil dapat dilakukan dengan cara- pemolisian yang
konvensional, dan mustahil terwujud melalui petrperintah yang terpusat
tanpa memperhatikan kondisi setempat yang berbebdada. Untuk mencapai
pemolisian yang efektif di kota Tangerang maka eérlykan pengelolaan
administrasi kepolisian yang baik dan benar sel@ngofesionalisme Polri dapat

memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat yangadilay kota Tangerang.

Ruang lingkup dalam masalah penelitian ini adalateis1 administrasi
kepolisian Polres Metro Tangerang Kota yang melippényelenggaraan
manajemen operasional, dan manajemen pembinaam datdaksanakan tugas
pokok Polri yaitu memelihara kamtibmas, penegakakum dan pelindung,

pengayom, pelayan masyarakat.

Maka fokus penelitian saya adalah: Bagaimana keadien masalah
Administrasi Kepolisian Polres Metro Tangerang &adalam menghadapi
perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat.

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadadministrasi
Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota saat ini dasalahnya, situasi dan
kondisi kota Tangerang dengan berbagai permasajarabangunan dan kondisi
dinamis masyarakatnya, serta administrasi Kepalistalres Metro Tangerang
Kota kedepan yang diharapkan agar mampu menghgakembangan yang
terjadi di masyarakat menjelang tahun 2020.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini di maksudkatuk memberikan
rekomendasi tindakan yang tepat yang dapat digunaleh kesatuan Polri pada
tingkat kewilayahan khususnya Polres Metro Tanggt@ota sebagai Komando

Operasional Dasar (KOD) yang langsung bersentuleagah masyarakat dalam
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pembinaan kamtibmas. Selain itu penelitian ini jug#harapkan dapat
memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ughya bagi
pengembangan ilmu kepolisian serta dapat bermanbeai pembenahan

organisasi Polri ke depan.
1.4. Metode pendlitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekataialitatif (
Suparlan, 2000) dengan metode deskripsif, yaitugalenmengamati gejala —
gejala yang terwujud dalam kegiatan pelayanan k&pol dari obyek penelitian
(Polores Metro Tangerang Kota) yang dilaksanakasumiionsur operasional
kepolisian yang ada serta kegiatan fungsi pembireak bidang sumber daya
manusia, material, anggaran dan pengawasan. Unéadapatkan pemahaman
yang mendalam terhadap obyek penelitian yang diamaka peneliti akan
mengumpulkan data dengan cara : 1. pengamatanerjamatan terlibat, 3.

wawancara dengan pedoman, 4. kajian dokumen.

Dengan medote pengamatan, peneliti akan mengareatras umum
daerah penelitian, kegiatan-kegiatan yang dilakukeh petugas yang melakukan
tugas — tugas operasional maupun pembinaan kepuliBiengan menggunakan
pengamatan dapat memperoleh gambaran lengkap naenpgala —gejala seperti
pola pembinaan kamtibmas, sumber ancaman dan keaawang dihadapi polisi

saat ini dan yang akan datang di kota Tangerang.

Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan diri dalamanajemen dalam
pengambilan keputusan dan pengendalian kegiatanajeman pembinaan
maupun operasional di Polres Metro Tangerang Kakand rangka pemeliharaaan
kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayodaa pelayanan kepada

masyarakat.

Wawancara dengan pedoman peneliti lakukan terhpali@pKabag, Kasat,
Kapolsek dan para Kanit serta anggota yang terldagsung didalam fungsi-
fungsi operasional dan pembinaan yang ada di PMetso Tangerang Kota dan
jajarannya, termasuk wawancara kepada pemerineali&ota Tangerang, serta
kepada masyarakat. Wawancara ini bertujuan menglampunformasi dari
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sumber informasi tersebut mengenai masalah — niagajaolisian berdasarkan
pedoman yang bertujuan untuk memperoleh respon pé¢guglapat mengenai

masalah tersebut.

Kajian dokumen juga peneliti lakukan untuk mengutk@o data — data
tentang keadaan dan masalah Administrasi KepoliBialnes Metro Tangerang
Kota saat ini dan yang akan datang. Adapun langkdfingkah yang peneliti
lakukan sebagai berikut:

Mengingat obyek penelitian adalah kesatuan Palgk&ét Polres Metro,
dimana peneliti sendiri terlibat didalamnya sebgmamgambil keputusan, maka
peneliti dapat langsung melakukan penelitian tampaninta ijin terlebih dahulu.
Peneliti menanggalkan atribut kedinasan dan tamspibagai peneliti yang
melakukan penelitian secara obyektif dalam menglkapuinformasi ataupun
data dari obyek penelitian. Menganalisis kelematelamahan atas pelaksanaan
tugas-tugas operasional maupun pembinaan baik yaemyimpang dari
ketentuan umum yang berlaku maupun yang tidak shla&kan karena suatu
sebab, kemudian menemukan solusi yang lebih bagngdmpulkan bahan —
bahan keterangan untuk mendukung penulisan pemeiiti antara lain dari :

- Para kepala satuan fungsi kepolisian bidang omerakiPolres Metro
Tangerang Kota.

- Para Kabag bidang pembinaan Polres Metro Tangétatay

- Para Kapolsek jajaran Polres Metro Tangerang Kota.

- Anggota Polsek, anggota satuan fungsi operasionaPares Metro
Tangerang Kota.

- Pejabat pemerintah kota Tangerang (Walikota, WMdlikota, Sekretaris
Daerah, Kepala Dinas Sat Pol PP, Kepala Dinas TEeiagja, Kepala
Humas Pemerintah Kota.)

- Pejabat Dandim 0506 Tangerang.

- Instansi yang terlibat dalanCriminal Justice Systen{CJS) di Kota
Tangerang. (Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, KA daewasa dan

Pemuda Tangerang.)
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- Masyarakat (Mahasiswa, Kelompok Ormas, Swasta, fokgama,
Tokoh Masyarakat.)

Melakukan pengamatan umum terhadap administragpolisgan di Polres

Metro Tangerang Kota, antara lain :

- Pelaksanaan tugas unsur-unsur operasional (Sabh#@ed, Reserse,
Polantas).

- Pelaksanaan tugas operasional lainnya dalam pearbimaasyarakat
(Satpam, Polsus, Sispamwakarsa lainnya).

- Pelaksanaan fungsi-fungsi pembinaan bidang sumlaga dnanusia,
material, anggaran dan pengawasan.

- Membuat catatan — catatan hasil pengamatan darupgndan data serta
informasi lapangan.

- Melakukan wawancara dengan berpedoman terhadajniafokunci.

- Membuat dokumentasi berupa foto atau rekaman video.

- Mengumpulkan buku — buku referensi sebagai pendykeori ilmiah
dalam penulisan hasil penelitian.

- Menyusun laporan hasil penelitian lapangan danadgkan dalam
penulisan tesis.

1.5. Tataurut penulisan

Tata urut penulisan tesis tentang analisis organis2olres Metro
Tangerang Kota untuk mendukung fungsi pelayanamkean dan ketertiban di
Tangerang (Administrasi Kepolisian Polres Metro Jerang Kota) di susun

sebagai berikut :
BAB |: PENDAHULUAN

Bab pertama, memberikan gambaran latar belakangalata penelitian,
tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitiartagata urut penulisan.
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BAB Il : LANDASAN TEORI

Bab kedua, memberikan landasan teori dan proseelelipan sebagai
pertanggung jawaban dari proses penelitian yangkuldan dengan

metode ilmiah.
BAB Ill : METODE PENELITIAN

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelittang yeneliti gunakan
terhadap sasaran penelitian yang meliputi gambanamnm wilayah kota
Tangerang, sistem administrasi kepolisian meliputhanajemen
operasional dan manajemen pembinaan di Polres Meingerang Kota

berikut permasalahan-permasalahannya.
BAB IV : ANALISIS HASIL TEMUAN PENELITIAN

Bab empat berisi analisis terhadap temuan temuaelipan baik tentang
perkembangan kota Tangerang dan masalahnya, seeiatdn
administrasi kepolisian di Polres Metro TangerangteKyang meliputi
manajemen operasional dan manajemen pembinaan irsaabaupun

rencana pembenahannya yang akan datang.
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab lima berisi kesimpulan yang dapat ditarik dakta-fakta (data) yang
telah dianalisis berdasarkan teori-teori yang dagam untuk mendukung
penelitian, serta rekomendasi yang peneliti berge&ragai masukan untuk

pembenahan organisasi Polri ke depan.
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BAB |1
LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti membahas teori - teori teptadministrasi yang

mendasari teori administrasi kepolisian sehuburigangan judul tesis ini.
21  Administras

Konsep administrasi menurut Siagian (1989) adalah proses
penyelenggaraan serangkaian kegiatan oleh sekelomamusia yang bekerja
bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentus@oelumnya dengan
pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu. Dasefdersebut terlihat bahwa
administrasi memiliki lima unsur yaitu, adanya suptoses, adanya serangkaian
kegiatan, adanya sekelompok manusia, adanya sdemnprasarana serta adanya
tujuan. Unsur proses, menunjukan bahwa adanya setiarlangsungan dan
kesinambungan sesuatu sejak dimulai hingga akhebeKangsungan dan
kesinambungan sesuatu berkaitan dengan erat déwgarbatasan kemampuan
manusia yang tidak memungkinkan mencapai kesemanrgang mutlak dari
hasil karyanya dengan sertamerta. Oleh karena ribsep biasanya dilakukan
melalui tahap-tahap tertentu, berdasarkan atamkwaktu, sasaran, ketersediaan
dana, atau kriteria lainnya. Setiap tahap diusahalea diharapkan menentukan
dalam pencapaian tujuan, maka hubungan atau isteaakar manusia yang ada
didalamnya perlu diarahkan dan diatur oleh sepé&atngturan yang berorientasi
pada pencapaian tujuan. Menurut Weber (dalam Alprd®89) memandang
kenyataan bahwa tingkah laku manusia biasanyaedi@sikan pada seperangkat
aturan @rdnung yang berdasarkan analisis sosiologis, adanya raeglat
peraturan yang berbeda yang mengarahkan tingkahalddiah merupakan konsep
yang hakiki {(ntrinsik) bagi konsep organisasi. Namun Djamin (1995) juga
melihat bahwa unsur lingkungan sangat penting pehgga terhadap
administrasi. Oleh karena itu dalam mengadakangpelibgan administrasi harus
pula diperhatikan perbedaan lingkungan dari adrmass tersebut. Lingkungan
ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya hasetalu diperhitungkan dalam

mempelajari administrasi.
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Djamin (1995) menegaskan bahwa administrasi negeetgputi produk
barang-barang dan jasa yang direncanakan untuk muin&ebutuhan warga
negara yang menjadi konsumennya yang memilikiatirj-antara lain (1) tidak
berpihak dan adil, (2) orientasi pada pelayanaratepnasyarakat, (3) keuangan
dari anggaran pendapatan negara, (4) bersifat kerltarhadap masyarakat,
kecuali dalam hal-hal yang bersifat rahasia, (3)apeai dipilih secara selekiif,
dan (6) mempunyai heirarki. Sedangkan adminisjpadia sektor privatpfivate
administratior) mempunyai ciri-ciri: (1) dimiliki oleh swasta, (Reuangan diatur
oleh harga pasar, (3) keuntungan sebagai insetdiha) (4) bersaing dengan
perusahaan lain, dan (5) bebas menerima dan meemidkdn pegawai, dalam

batas peraturan perundangan.

Karena kepolisian merupakan bagian dari aparatorepatahan negara,
maka administrasi kepolisian merupakan bagian d@dministrasi negara, yang
dibedakan dengan beberapa organisasi dalam adasinmstgara seperfililitary
Administration, Police Administration, University déinistration, Hospital

Administration,dan lain sebagainya.
2.2. Administrasi kepolisian.

Administrasi kepolisian dalam arti yang luas adaladeluruh aktivitas -
aktivitas dari pemerintah baik pusat maupun daedehm melaksanakan fungsi
kepolisian. Oleh karena itu dalam pelaksanaannyashsegera dibentuk yang
terutama adalah organisasi, personil, praktek-pkaktan prosedur-prosedur yang
esensinya untuk efektifias kinerja dan penegakkaekumm dan fungsi-fungsi
tradisional kepolisian lainnya, dan sebagai pegangjawaban atas kepercayaan
yang diberikan (Kenney, 1975). Administrasi kepgalismerupakan administrasi
negara yang secara khusus mengurus dan mengorgaarisiasalahan Kepolisian
Republik Indonesia (Djamin, 1995). Bailey (1995:16)enjelaskan bahwa
administrasi polisi adalah segmen dari jaringanrapa pemerintah yang
menangani pelaksanaan tugas eksekutif didalam tepan kepolisian dan
pelaksanaan kebijakan tertentu pemerintah. Kebijkiedbijakan tersebut
berkaitan dengan tindak kriminal dan mencakup hukemtang pelarangan atas
berbagai tindakan, prosedur yang berkaitan dengelanggaran hukum,
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pendekatan umum terhadap masalah kriminal (peneegaketidakmampuan,
rehabilitasi) dan ekspresi sentimen publik terhadegbagai tipe kejahatan yang
berbeda.

Leonhard Fuld (1909) dalam More (1979: 13) yang lv&mas berbagai
permasalahan denganPdlice administration” menekankan tentang prinsip-

prinsip dari“Police administration”, yaitu:

“(1) the elimination of politics from police admstration, (2)

specialization of studies, (3) duties clearly de§in (4) constant

supervision by supervisor, (5) strong chief exeeutleadership, (6)

constant audit by inspectors, (7) maintenance o$cidline, (8)

comprehensive training of patrolmen, (9) selectp@rsonnel, and (10)

elimination of non-police duties”.

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Fuld difokarsipada kontrol pada
proses manajemen, dan dititik beratkan bahwa manhanya dapat bekerja
secara efektif apabila dilakukan pengawasan yang teenerus dan ketat. Oleh
karena itu, berbagai permasalahan dalam adminidteglisian dapat diatasi
melalui kepemimpinan yang kuat dan mekanisme kbp#iog ketat.

Prinsip sejalan dengan bentuk kepolisian yang bm@si pada
masyarakat tampaknya akan menggantikan atau patlag mengubah model
profesional administrasi kepolisian di masa depModel orientasi pada
masyarakat menekankan kebutuhan bagi polisi uneugikap responsif terhadap
kepentingan masyarakat dan kenyataannya untuk atledibb masyarakat dalam
mengendalikan kejahatan dan ketertiban. Kebijakangyberorientasi pada
masyarakat lebih menekankan efektifitas jangka granjdalam pemecahan
masalah yang terjadi dalam masyarakat, alih-algiegfsi jangka pendek seperti
patroli bermotor dan respons seketika atas suatoggian. Administrasi
kepolisian profesional bila diubah dengan prinsipny berorientasi pada
masyarakat akan membawa kebijakan kepolisian AmeBi&rikat menjadi lebih
dekat dengan prinsip yang dirumuskan Sir Robertl RBgamin, 2010).
Selanjutnya Prof.Awaloedin Djamin, menjelaskan bsatkan pendapat
Hoover,1992 tentang ruang lingkup tugas dan bidadigninistrasi kepolisian,
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bahwa petugas polisi harus memperhatikan berbageorf yang mencakup
tujuan, tugas, sumber daya, struktur, budaya, rearen), dan lingkungan yang

dijelaskan di bawah ini sebagai berikut :
- Tujuan (Objektif)

Tujuan utama departemen kepolisian adalah melindyng,
properti, dan menjaga ketertiban umum. salah satgast dasar
administrator polisi adalah menjamin bahwa berbagtivitas diarahkan
untuk mencapai tujuan tersebut. Prinsip itu haritandmkan dalam

organisasi semangat tujuan yang dirasakan oiehaanggota kepolisian.
- Tugas (Tasks)

Administrator harus merancang tugas khusus untukicapai
tujuan tersebut. secara tradisional, 3 (tiga) katetygas polisi adalah:
operasi, administrasi, dan pelayanan. Tugas opesaperti patroli,
investigasi kriminal, dan urusan lalu lintas, dikgn secara langsung
sistem administrasi Kepolisian Negara Republik hea kepada publik.
Tugas administrasi yang mencakup pelatihan, pelisgrdan anggaran,
dilakukan setiap hari di dalam penyelenggaraanstuggoolisian. Tugas
pelayanan, seperti penangkapan, komunikasi, dan d@k®hol juga
dilakukan di dalam organisasi, tetapi lebih berkpltan dibandingkan
tugas administrasi. Tugas administrasi dan pelayanandukung tugas

operasi.
- Sumber daya (Resources)

Administrator polisi harus mampu sekaligus meng§anasecara
bijaksana berbagai sumber daya yang dibutuhkarkuménjalankan tugas
demi pencapaian tujuan. Hal itu mengharuskan adtnator polisi untuk
berpartisipasi dalam proses pembuatan anggaran ripgghe yang
menentukan besarnya anggaran tahunan departemelsieap kemudian
menggunakannya secara terampil. Sebagian besaarangdepartemen

kepolisian dihabiskan untuk gaji dan kesejahteradar, kebanyakan
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sumber dayanya adalah manusia. Dengan demikiaim sala tugas utama
administrator adalah memperoleh dan menggunakanbeundaya

manusia.
- Struktur (Structure)

Dengan adanya kerawan yang ditempatkan dalam tagas
rnernberikan kontribusi dalarn pencapaian tujuagaoisasi kepolisian
sehingga dibutuhkan struktur untuk memandu pela@antugas itu.
Struktur mencakup hierarki, distribusi kewenangaeskripsi tugas,
kebijakan, prosedur, aturan, dan peraturan. Admnaits polisi harus
menciptakan suatu kerangka kerja yang mengarahkarktis dan
organisasi ke berbagai tugas yang harus dilakukanbagi para petugas

polisi yang bekerja baik dalam bidang pembinaanpuawperasional.
- Budaya (Culture)

Tiap organisasi mengembangkan budaya berdasarkamandan
nilai-nilai yang memandu karyawan dalam Dberpikirn daertindak.
Administrator polisi harus membentuk budaya orgasiisya untuk
menumbuhkan perilaku yang patut dan menghilanglkaitagu yang tidak
patut. Norma dan nilai-nilai yang konsisten denggonan organisasi dan
prinsip demokratis harus didukung dengan segalaa cyang

memungkinkan.

Sistem administrasi kepolisian yang berlaku saat nrelingkupi

kegiatan yang dipengaruhi beberapa faktor antama la
- Manajemen (Management)

Administrator polisi juga harus menyediakan suatantbk
manajemen dalam kepolisian. Tidak peduli seberagapetinci
strukturnya, seberapa mendukung budayanya, damagebgelas tujuan,
masalah pertanyaan akan selalu muncul dalam pelaksatugas polisi,
berbeda dalam hal bakat dan komitmen. Manajemeuatutikan untuk
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menjawab pertanyaan, mengawasi karyawan, dan segawmn untuk

menjaga organisasi pada garis haluannya.
- Lingkungan (Environment)

Organisasi kepolisian tidak berfungsi dalam ruaagpa, tetapi
dipengaruhi oleh berbagai kekuatan dan perkembaygag berasal dari
luar organisasi. Tujuan organisasi kepolisian semaglitentukan oleh
komunitas dan proses politis, anggaran bagi organiditentukan oleh
proses politis, karyawan, direktur dari dan di loeganisasi, pelaksanaan
tugas dilakukan dalam masyarakat, sejumlah proseldur peraturan
dibebankan oleh pengadilan dan biro administrasi than seterusnya.
Konsekuensinya, salah satu tugas penting admitgstiaolisi adalah
mengatur interaksi organisasi kepolisian dengagklingan sekitarnya.
Upayanya dapat berupa mewakili organisasi berjudargi sumber daya,
menolak ancaman, dan mendidik komunitas mengermgstyolisi dan
kejahatan. Aspek orientasi luar dari administgdisi ini sangat krusial,

namun sering diabaikan.
2.3. Organisasi.

Administrasi diperlukan untuk menata serangkaiagidéan agar tercipta
mekanisme kerja yang sistematik, adanya keteratlmarkepastian. Dalam proses
penataan tersebut diperlukan suatu cara dan wandfak melakukan berbagai
kegiatan dan sebagai proses interaksi dalam meinttgpan. Wadah dan proses
untuk melakukan berbagai kegiatan disebut denggandsasi dan cara yang

diperlukan untuk menata serangkaian kegiatan y&agjpdt dengan manajemen.

Sehingga menurut Woodrow Wilson (1887), organisiagiat diibaratkan
sebagai anatomi administrasi dan manajemen adalafofinya (Djamin, 1995
dan lihat juga 2007). Siagian (1987) dan Bayley9g)9nenyebutnya dengan tiga
pilar komponen utama yang saling berhubungan dandokeing satu dengan
lainnya yang membangun administrasi yaitu manajemeganisasi dan kegiatan-
kegiatan operasional.
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Organisasi sebagai anatomi administrasi diperlus@magai wadah dari
proses interaksi manusia-manusia yang terdapaladidga, dimana aktivitas-
aktivitas dari manusia-manusia tersebut secaraangidakukan dalam bentuk
kegiatan-kegiatan operasional. Sebuah organisasipakan satu kesatuan sosial
dari sekelompok manusia, yang saling berinteraksnurut suatu pola tertentu
(pola kerjasama) sehingga setiap anggota orgamsamsiliki fungsi dan tugasnya
masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempbatas-batas yang jelas,
sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari liggkunya (Lubis, 1987; Robbins
1990; Wexley dan Yukl 1984 dalam Kasim 1993). Wel{dalam Albrow, 1996)
bahwa konsep hakiki dari sebuah organisasi adalanya seperangkat aturan-
aturan yang mengarahkan tingkah laku dari orangepesgar berorientasi kepada
tujuan yang disebut dengan tatanan administradijngga setiap anggota
organisasi berada pada posisi menerima atau merdianan organisasi, ada
yang memerintah dan ada yang diperintah, karensaratdiciptakan untuk
menjamin adanya keteraturan dan kepastian dalancapen tujuan. Dengan
demikian sebuah organisasi adalah sekelompok oyamg bekerjasama dan
terikat secara formal dalam hubungan atasan damalzaw ada memerintah dan

ada yang diperintah dalam mencapai tujuan bersaitaa p

Hakekat organisasi sebagai salah satu komponenautsministrasi
adalah sebagai sebagai wadah yaitu tempat dimahbadae kegiatan administrasi
dan manajemen dijalankan, serta sebagai prosesksialari berbagai kegiatan
sekelompok orang yang terikat secara formal dalarbuhgan atasan dan
bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuaarbarpula. Sebagai wadah,
maka organisasi bersifat relatif statis karena gabaadah, organisasi harus
memiliki pola dan struktur yang relatif permanenukndijadikan landasan dalam
pelaksanaan tugas, meskipun dalam perkembanganmyeertis semakin
kompleksnya tugas-tugas, berubahnya pimpinan,ibeya kegiatan, tumbuh dan
berkembangnya organisasi, perubahan pola dan strdeipat saja terjadi oleh
karena itu sebagai wadah, organisasi dapat ditlaat 3 (tiga) sudut pandang
yaitu: (I) organisasi sebagai struktur, (2) tipauabentuk dari struktur organisasi,

dan (3) prinsip-prinsip organisasi (Siagian, 2(@104).
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Analisis permasalahan organisasi dapat dilihat @denmemperhatikan
karakteristik organisasi melalui dimensi-dimensganisasi. Dimensi organisasi
terdiri dari dimensi strukturalir{ternal) organisasi dan dimensi kontekstual
(eksternal organisasi. Pada dimensi struktural, menggambatarakteristik
internal organisasi yang menunjukkan (1) formaljsgaitu tingkat penggunaan
dokumen tertulis yang menggambarkan perilaku dagiaken organisasi, (2)
spesialisasi, yaitu menunjukkan derajat pembagenak(3) standarisasi, yaitu
menggambarkan derajat kesamaan pelaksanaan kdjjase(tralisasi, yaitu
menunjukkan pembagian kekuasaan menurut tingkd&nheirarki (otoritas),
yaitu menggambarkan pola pembagian kekuasaan semtang kendali, (6)
kompleksitas, yaitu menunjukkan banyaknya kegiayang terdiri kompleksitas
vertikal yang menunjukkan jumlah tingkatan dan ktekgitas horisontal yang
menunjukkan banyaknya pembagian tugas, (7) profeisme, vyaitu
menunjukkan tingkat pendidikan, dan (8) konfiguragaitu menunjukkan

kompleksitas vertikal dan horisontal.

Pada dimensi kontekstual, menggambarkan karakkerigigkungan
organisasi, yang terdiri: (1) ukuran organisasituyanenunjukkan jumlah anggota
organisasi, (2) teknologi organisasi, yaitu menkkgn jenis dan tingkat
penggunaan teknologi, dan (3) lingkungan, yaitu ggambarkan semua elemen
lingkungan yang mempengaruhi organisadrganization as on interplay of
technology, social structure, culture, and physistiducture embedded in and

contributing to an environmeiiHatch, 1997).

Hal ini tercermin dalam hubungan antara masyardé&agan polisi adalah
saling mempengaruhi, atau lebih tepatnya keberagaési dalam masyarakat
adalah fungsional dalam struktur kehidupan. Peraibdtingsi-fungsi atau tugas-
tugas polisi terus berlangsung, karena keberadahsi pdalah hasil tanggapan
dari masyarakat yang bersangkutan dan untuk keygamti masyarakat tersebut.
Pada masyarakat pedesaan corak administrasi dakrdsir polisi akan lebih
santai terutama dalam hubungan dengan kegiataatkegsesama polisi dan
masyarakatnya (Suparlan, 1997:67). Administrasi dargkungan saling

mempengaruhi, keadaan lingkungan mempengaruhi &trasi (Djamin, 1995).
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2.4. Manajemen dan fungsi-fungs manajerial.

“Management, then involves planning, organizing,ad|mg, and
controlling the people working in an organizationdathe ongoing set of taslcs
and activities they perform (Hellriegel, 1996:5).aNMagement is the process of
planning, organizing, leading, and controlling te&ort of organzation members
and of using oll other organizational resourcesaithieve stated organizational
goals (Stoner,|982:7).”

Manajemen sebagai fisiologi dan salah satu kompontama dari
administrasi dapat diartikan sebagai kemampuarkumtemperoleh hasil melalui
kegiatan-kegiatan orang lain untuk mencapai tujyamg menunjukkan dalam
manajemen terdapat kelompok orang yang mendudukiabai tingkat jabatan
untuk menggerakan orang lain agar melakukan a&gsaktivitas dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemega giapat dilihat sebagai
proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam ap&@nd¢ujuan yang telah
ditentukan, dengan demikian dalam manajemen terdeggaatan-kegiatan yang
harus dilakukan melalui fungsi-fungsi dalam mencapguan yang telah
ditentukan (Siagian, 1989, 2007; Kartono, 2003;r{;e2006; Stoner, 1996;
Robbin, 1992; Purwanto, 2007). Kelompok orang men#u berbagai tingkat
jabatan dalam manajemen disebut dengan manajerakiatas-aktivitas yang
dilakukan merupakan fungsi-fungsi manajerial (Saagi 1989, 2007,
Kartono,2003; Terry, 2006).

Konsep fungsi selalu dikaitkan dengan konsep sistgaitu dalam
kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistegiberada dalam hubungan
fungsional, saling mendukung dan menghidupi, yaegasa bersama-sama
memproses masukan untuk menjadi keluaran (Supa2@dQ). Fungsi-fungsi
manajerial dapat digolongkan kepada dua jenis utamtu fungsi organik dan
fungsi penunjang (Siagian, 1989,2007). Fungsi akgadalah keseluruhan fungsi
utama yang merupakan penjabaran kebijakan dasarsattegi organisasi yang
telah ditetapkan dan mutlak digunakan sebagai bariandak untuk mencapai
berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelun@®gangkan fungsi penunjang
merupakan berbagai kegiatan yang diselenggaralednooing-orang atau satuan-
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satuan kerja dalam organisasi dan dimaksudkan uneddukung semua fungsi

organik para manajer.

Terdapat berbagai pendapat mengenai fungsi-funggiank dari
manajerial, tergantung dari sudut pandang ilmuwargymenjelaskannya, sebagai

berikut dibawabh ini.

Siagian (1996) memberikan definisi manajemenaddakni memperoleh
hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan otehng lain. Definisi ini
memberikan empat sudut pandang, masing-masingetajpapun berhasilnya para
IImuwan mengembangkan teori tentang manajemen, wawara lain berakibat
pada pengakuan bahwa manajemen merupakan salah cabiang ilmu
pengetahuan sosial, nhamun penerapan berbagai meanajemen itu tetap
berdasarkan pendekatan situasional, artinya pemeréerbagai teori tersebut
masih harus dibarengi oleh seni menggerakkan deingagar mau dan mampu
berkarya demi kepentingan organisasi. (2) manajesgd@lu berkaitan dengan
kehidupan organisasional dimana terdapat sekelongpakg yang menduduki
berbagai jenjang tingkat kepemimpinan dan sekeléngpang lain yang tanggurg
jawab utamanya adalah menyelenggarakan berbagaiat&eg operasional.
Pandangan ini sangat mendasar karena keberhassaorang yang menduduki
jabatan manajerial tidak lagi diukur dari keteralammnya menyelenggarakan
kegiatan operasional, melainkan dari kemahiran dkemampuannya
menggerakkan orang lain. (3) keberhasilan organszsingguhnya merupakan
gabungan antara kemahiran manajerial dan keterampéhnis para pelaksana
kegiatan operasional. (4) kelompok manajerial daglorkpok pelaksana,
mempunyai bidang tanggung jawab masing-masing yg&cgra konseptual dan
teoritikal dapat dipisahkan, akan tetapi secararagpenal menyatu dalam
berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaiaartuyang telah ditetapkan

sebelumnya.

Selanjutnya menurut Siagian (1996) faktor kemampdan kelompok
manajerial merupakan faktor yang paling dominanamal menggerakkan
kehidupan organisasi, hal ini disebabkan karena W{&)apapun tingginya
keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana kegiaterasional, mereka masih

Universitas Indonesia

Administrasi kepolisian..., Tavip Yulianto, Pascasarjana Ul, 2011.



20

tetap memerlukan pengarahan, bimbingan, dan peragegah, (2) kemampuan
manajerial untuk memperoleh sejumlah dana sesuautlkan organisasi dan
mengatur penggunaannya, (3) kemampuan manajeriperigdkan untuk

pengelolaan sarana dan prasarana dihadapkan deedsagai keterbatasan dana
agar tidak terjadi pemborosan yang dimulai darigaelaan, pendistribusian,
pemanfaatan dan pemeliharaan, penyusutan dan gersgimoya, (4) kemampuan
manajerial diperlukan dalam menyusun “aturan peamardi yang harus ditaati

oleh anggota organisasi, (5) menciptakan iklim piggsi, dan (6) beradaptasi

dengan lingkungannya.
2.5. Hubungan Tata Cara Kerja dalam organisasi.

Hubungan tatacara kerja formal dalam organisaskdi@an dengan
struktur organisasi atawrganigramme atau organization chart Struktur
organisasi digambarkan pada peta atau skema oagarysng memberikan
gambaran mengenai keseluruhan kegiatan serta pyes@sterjadi pada suatu
organisasi. Terdapat empat komponen dasar yangpaiean kerangka dalam
memberikan definisi dari struktur organisasi, yaitll) struktur organisasi
memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tsgda, tanggung jawab
individu maupun bagian-bagian pada suatu organi€smemberikan gambaran
hubungan pelaporan yang resmi dalam organisasi, (@¢netapkan
pengelompokkan individu menjadi bagian dari orgasiislan pengelompokkan
bagian-bagian itu menjadi bagian suatu organisasg ywtuh, dan (4) menetapkan
sistem hubungan dalam organisasi yang memungkitécaapainya komunikasi,
koordinasi dan pengintegrasian segenap kegiateanisasi, baik kearah vertikal
maupun horizontal. Tiga komponen pertama merupaiamen-elemen yang
bersifat statis yang tampak pada struktur, dan korap yang ke empat bersifat
dinamis (Lubis, 1987).

Struktur organisasi dapat diumpamakan dengan anatmbersifat statis,
sedangkan personil sesuai dengan jabatannya harbsibdnngan kerja secara
vertikal, horizontal, diagonal baik dengan interRalri maupun dengan pihak luar
(eksternal). Pejabat dalam hubungan kerja memhngginsasi menjadi dinamis
atau diibaratkan dengan fisiologi. Hubungan tatadaerja juga dikenal dengan
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istilah methods and procedur@saucommunication in managemeitarena yang
berhubungan adalah manusia dalam jabatannya, mgkagp pimpinan Polri,
baik di pusat ataupun di daerah seharusnya menpékigetahuan dasar dalam
human behavioudanhuman relationsDi Indonesia yang multi etnis dan multi
kultural, pengetahuan dasar tersebut benar-bemerlagkan. Dalam organisasi
Polri dengan tugas-tugas dan wewenangnya yangriugsa hubungan-hubungan
tersebut harus ditata sebaik mungkin demi efesidasi efektifitas dan sedapat
mungkin dibuatkan pedoman secara tertulis (Djar@®Q7). Hubungan yang
terjadi didalam organisasi merupakan kewajiban darmpinan untuk
menciptakan dan membina, hubungan internal disgdngarnuman relationdan
hubungan dengan eksternal disebut denmaoilic relation Hubungan yang yang

terjadi dapat dibedakan atas hubungan yang foraralidormal. (Siagian, 2004).

Hubungan tata cara kerja organisasi dapat dibedatas hubungan
internal secara vertikal, horizontal, dan diagosatta hubungan eksternal secara
lintas fungsional dan sektoral. Hubungan vertikaipedukan untuk
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan Harbagai tingkatan
heirarki dalam suatu organisasi. Hubungan horizordgerlukan untuk
mengkoordinasikan kegiatan individu ataupun bagiganisasi yang berada pada
tingkatan heirarki yang sama. Disamping itu hubundalalam organisasi juga
dapat terjadi dan berlangsung secara diagonal id¢as |sektoral atau secara
eksternal. Hubungan tata cara kerja secara diagoealpakan hubungan antar
bagian atau fungsi-fungsi yang berbeda tingkatamiayaberbeda unsurnya dalam
organisasi. Hubungan tata cara kerja secara diagdi@eriukan untuk
mengkoordinasikan kegiatan anggota maupun bagiariigkatan heirarki yang
berbeda. Hubungan eksternal merupakan hubunganaffcaintara bagian atau
fungsi-fungsi didalam struktur organisasi dengastansi lain diluar struktur

organisasi.
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2.6. Polisi, fungs dan perannya dalam masyar akat.
2.6.1. Konsep polisi.

Dalam sejarah, istilah polisi berasal dari bahasanari vyaitu
“Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota.a Paiohd
sebelum masehi negara Yunani kuno dan Romawi nrastiupakan kota-
kota yang setiap kotanya dinamaK#&mwlis” . Setiap polis memiliki Politeia
tersendiri yang demikian luas pengertiannya malipaturuh pemerintahan
negara kota, termasuk didalamnya urusan-urusan akesan seperti
penyembahan terhadap dewa-dewanya, karena saaisélkesatuan dalam
masyarakat masih sangat kuat sehingga urusan agammasuk dalam
tanggung jawab pengaturannya oleh pemerintahan.uNasetelah agama
Nasrani masuk, maka urusan keagamaan dipisahkantas@gung jawab
pemerintahan, sehingga arti dari Politeia atau sPohanya urusan
pemerintahan negara kota dikurangi urusan agamalarie 1994;
Muhammad; Utomo, 2005). Namun dalam perkembangantugms-tugas
pemerintahan semakin kompleks terutama setelahkserbarkembangnya
hubungan dengan luar negeri, sehingga diperlukeredisiasi tugas-tugas
pemerintahan yang semakin tidak dapat dihindarlRada abad ke-16 di
Eropa, khususnya di Perancis, berkembang suatikpamuntuk melakukan
pembagian kekuasaan pemerintahan dalam lima bagdn, bidang defensi
yang mengatur masalah pertahanan negara, bidalogndig yang mengatur
masalah hubungan luar negeri, bidang finansial yarepgatur masalah
keuangan negara, bidang justisi yang mengatur ataspéradilan, dan
bidang polisi yang mengatur masalah kesejahtekeamanan dan kegiatan
penolakan bahaya bagi rakyat. Polisi sebagai salathbidang pemerintahan,
saat itu masih memiliki pengertian yang luas, ydiukan bagian dari
keempat bidang pemerintahan lainnya, akan tetapgatar seluruh urusan
yang tidak termasuk dalam keempat bidang lainnyepersi urusan
kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan (Kelanal; I®®todiredjo,
1997 ; Utomo, 2005).
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Pada perkembangan selanjutnya penggunaan istilahada polisi
semakin bervariasi sesuai dengan kebutuhan, peaggurbahasa dan
kebudayaan dari masing-masing negara. Di Inggiairsalikenal dengan
sebutan “police” juga biasa dikenal dengan istildltonstable” yang
mengandung dua pengertian tertentu bagi polisitaper sebagai sebutan
untuk pangkat terendah dikalangan kepolisigoli¢e constablpdan kedua
berarti kantor polisi dffice of constable Ada juga yang menyebut dengan
panggilan “bobby” untuk petugas polisi di Metro London. Di Amerika
Serikat selain digunakan istilgdolice juga dikenal dengan sebut&heriff’
dan “cop”, di Jerman saat ini dikenal dengan sebutpalizei”, yang
sebelumnya menggunakan sebutaschutzstaffel” sebagai polisi khusus
pengawal pribadi Adolf Hitler pada tahun 1925, drahcis disebut dengan
“‘gendarmerie”, di Arab Saudi disebut dengdmutawa'een’, di Belanda
disebut dengafipolitie” yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia

baku dengan sebutan polisi.

Istilah atau kata polisi dalam kamus besar bahadankesia dijelaskan
sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihaeandnan dan
ketertiban umum (menangkap manusia yang melangg#ang-undang dan
sebagainya), dan sebagai badan pemerintah (pegegara yang bertugas
menjaga keamanan). Pengertian dari istilah ataminefogi polisi dapat
dipandang sebagai kata benda, yaitu baik sebaggnomaupun para
petugas/pejabat, dan sebagai kata kerja atau fuSgbiagai organ, maka
polisi merupakan pranata dalam sistem pemerintafzary melaksanakan
fungsi kepolisian, sedangkan sebagai pejabat ae getugas, maka istilah
polisi melekat pada individu-individu yang dibenikatoritas secara legal
untuk melaksanakan fungsi kepolisian dalam orggoligan, dan sebagai
fungsi, maka polisi melaksanakan pekerjaan dalamgka@ memberikan
perlindungan to protec} dan pelayanan kepada masyarakat gerve

disamping juga sebagai penegak hukiaw enforcement

Definisi yang diberikan oleh Klockars (1985) tergapolisi adalah

sebagai institusi dan individu yang diberikan dawiatau kewenangan yang
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umum oleh negara untuk menggunakan paksaan ataerdsalk dalam
lingkup permasalahan dalam negeri suatu negaraniBieklockars tersebut
secara umum dapat digunakan untuk menjelaskan gemgeolisi saat ini,
sebagai suatu lembaga dan individu yang diberik@mekangan secara sah
oleh negara untuk melaksanakan tugas yang berkd#agan penegakan
hukum dan pemeliharaan keteraturan sosial dalartu suegara (masalah-
masalah domestik). Untuk melaksanakan tugas tersebka polisi secara
sah dapat menggunakan kewenangannya untuk memedaarang (dengan
atau tanpa kekerasan) agar mentaati perintahnyadaaat pula melakukan
aktivitas-aktivitas lainnya dalam lingkup tugasnyduk bersama masyarakat
melakukan tugas pemeliharaan keteraturan sosiakelangan sah polisi
diperoleh secara legal atau berdasarkan hukumneégara sehingga setiap

tindakan polisi selalu harus berdasarkan hukum.

Oleh karena itu hukum yang mengatur tentang hahlihwengenai
polisi yang meliputi tugas-tugas, organ dan meng#&tatang bagaimana
organ polisi melaksanakan tugasnya disebut dengarkum Kepolisian”
(Kelana, 1994; Brotodiredjo, 1997; Utomo, 2005)gas+tugas polisi dalam
hukum kepolisian mengatur tentang batas-batas joelkepekerjaan polisi,
pekerjaan polisi dalam arti luas melakukan pengatumtuk menjamin tata
tertib dan keamanan, secara khusus polisi juga kuiedd tugas preventif
atau melakukan pencegahan dan tugas represif atsmegakkan hukum.
Hukum Kepolisian juga mengatur tentang organ mela&kan kewenangan
polisi baik secara umum yang disebut dengan palisium, maupun
wewenang khusus yang disebut dengan polisi khudukum kepolisian
mengatur organ polisi sebagai sebuah organisasiolikgm dalam
melaksanakan tugas-tugasnya, dengan titik berah paanusia atau para

pejabat polisi yang melaksanakan tugas-tugas phtlalam organ polisi.

Sifat dari hukum kepolisian tidak berbeda dengdat siukum pada
umumnya Yyaitu bersifat memaksawingen recht dan mengaturrégelend
rech) (Utomo, 2005:58). Bersifat memaksa artinya petugalisi dalam

melakukan tindakannya harus selalu berdasarkannmukeraturan hukum
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tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan apapga, jperaturan hukum
memberikan paksaan mutlak, dan bersifat mengatumbegkan aturan
hukum sebagai pedoman tentang bagaimana tindakag lyarus diambil

oleh petugas polisi sebaiknya sesuai dengan tugakaelvenangannya.

Sehingga yang dijadikan acuan dalam pelaksanaaas tudpn
wewenang petugas polisi dalam menciptakan keamal®am ketertiban,
sekaligus menegakkan hukum, didalam hukum kepaolidigenal azas-azas
yang mendasari pelaksanaan wewenang kepolisiaty (Bi azadegalitas
yaitu setiap tindakan kepolisian harus didasarkastapundang-undang yang
tertulis, dan jika tidak mendasarkan kepada pematymang tertulis, maka
tindakan kepolisian dianggap tidak sah atau melawakum, (2) azas
opportunitasmerupakan kebalikan dari azas legalitas, disampatigi harus
melaksanakan namun polisi juga harus tidak melasanhukum, (3) azas
plichmatigheidyaitu tindakan polisi sah apabila didasarkan peslaiasaan
dan kewenangan umum, polisi diberikan kekuasaanaiifiuntuk melakukan
atau tidak melakukan sebuah tindakan dengan bakedasan sebagai
berikut (a) azas keperluamdodzakeliik)secara objektif menurut pendapat
umum perlu dilakukan tindakan, tidak boleh kuraragm didak boleh lebih,
misalnya dalam pemasangan papan reklame, polisatdapemberikan
tindakan agar tidak mengganggu rambu-rambu latadin(b) azas masalah
sebagai patokan zékelijR tindakan yang diambil benar-benar untuk
menyelesaikan masalah, bukan berdasarkan pribadi tadak terikat
kepentingan perorangan, (c) azas tujuan sebagaamwk@doelmatig yaitu
tindakan yang paling tepat untuk mengelakkan gaaggualing tepat
menghindarkan kerugian yang lebih besar atau mebijamdakan demi
kepentingan umum, (d) azas keseimbangaverfrediny tindakan yang
diambil polisi harus sesuai dengan berat ringankgsalahan, tidak
menghambur-hamburkan atau tidak berlebihan tendggkuatan atau
peralatan, misalnya pengendara sepeda motor ydaly gdan tidak perlu
dilakukan penahanan kendaraan dan penindakan yarigbihan, cukup

diberikan petunjuk dan peringatan.
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2.6.2. Fungsi dan peran Polisi.

Konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya aenkonsep
sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-undandaebuah sistem yang
berada dalam hubungan fungsional atau saling memduk dan
menghidupkan yang secara bersama-sama memproseskamasintuk
menjadi keluaran. Sedangkan konsep peranan selélat dlalam kaitannya
dengan posisi-posisi yang dipunyai individu-individalam sebuah struktur
yang satu dengan lainnya berada dalam satu ikafamnigan peranan sesuai
dengan norma-norna yang berlaku dalam struktuelets Sebuah struktur
yang merupakan sebuah satuan yang terdiri ataegreferanan sebenarnya
adalah sebuah sistem pada waktu peranan-perarsgbuerdilihat sebagai
unsur-unsur yang masing-masing berada dalam hubufugeysional untuk
memproses masukan menjadi keluaran (Suparlan, 2d®&anan juga
dinyatakan sebagai perilaku yang diharapkan dae@ang yang memiliki
suatu status atau posisi. Sementara status adasdin geringkat atau posisi
seseorang dalam suatu kelompok atau posisi sualbmpek dalam

hubungannya dengan kelompok lainnya (Horton dart,Hi291).

Dengan demikian untuk melihat efektifitas dari peknaan fungsi
dan peranan polisi, haruslah melihat penjelasargerai konsep fungsi dan
peranan sebagai suatu sistem yang saling menghiBopsi harus dilihat
fungsi dan peranannya didalam masyarakat dan umagyarakat dalam
sistem ketatanegaraan suatu negara. Polisi hdibatdiebagai pranata atau
institusi yang ada dalam masyarakat suatu negamapéaanan haruslah
dilihat sebagai peranan dari petugas petugas pidlaim masyarakat negara
tersebut. Sehingga sebenarnya efektifitas darkpatean fungsi kepolisian
tergantung dari kemampuan para individu-individulakgana tugas
kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. semakiktifefeara petugas
kepolisian melaksanakan tugasnya masing-masing,anadan semakin
efektif pula fungsi kepolisian tersebut.

Fungsi polisi adalah fungsional dalam kehidupan us&n dalam
bermasyarakat dan bernegara (Suparlan, 1999). Fpodsi harus dilihat
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dalam perspektif bahwa individu, masyarakat danarsegnasing-masing

merupakan sebuah sistem yang secara keseluruhamprosas masukan-
masukan program pembangunan untuk menghasilkanarkelu berupa

kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Dalam grdsenikian maka

fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluarangydiharapkan sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai dan menjaga agkvidu, masyarakat, dan
negara merupakan unsur-unsur utama dan sakral dala®es-proses

tersebut tidak terganggu atau dirugikan. Sebalaseangguan hanya akan
mengakibatkan tidak dapat dicapainya hasil kelugeary diharapkan.

Sebagai perwujudan otoritas negara dalam melakaanaémolisian
secara sah, maka fungsi kepolisian dilaksanakam @etugas-petugas
kepolisian didasari dengan undang-undang dalanksst@aannya. Undang-
undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegRia yang
merumuskan fungsi kepolisian Rl dalam pasal 2 nt&sigan bahwa fungsi
kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintalmegara dibidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakaggakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaana&sy’. Sedangkan
peran Polri, dirumuskan dalam pasal 5 yang berbufiepolisian Negara
Republik Indonesia merupakan alat negara yang karmalam memelihara
keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukertga memberikan
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada rakayalalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Fungsi k&pol sebagaimana
rumusan pasal 2 kemudian menjadi tugas pokok Pskbhagaimana
dirumuskan dalam pasal 13 kemudian dirinci dalanbebspa tugas

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 14 yaitu:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalapadiah terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengaituken;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjaminmdean,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
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c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasisyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warggyarakat
terhadap hukum dan peraturan perundangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan; Mdédaku
koordinasi, pengawasan dan pembinaan tehnis tgsh&dpolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentektbk pengamanan
swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikamagap semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidananpdeaturan
perundang-undangan lainnya;

f. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokber&epolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untiepentingan
tugas kepolisian;

g. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, arakat dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bBencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menmirjoggi hak
asasi manusia.

h. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk semsergabelum
ditangani oleh instansi dan atau para pihak yangdieng;

I. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuaim&egantingan
dalam lingkup tugas kepolisian; serta

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturangsergan.

Selanjutnya untuk mengoperasionalkan tugas-tugaehet, maka
Polri diberi kewenangan yaitu kewenangan umum kejaol, kewenangan
yang diberikan berdasarkan peraturan perundangarkel@enangan dalam
proses pidana. Kewenangan yang dimiliki ini mer@makandasan bagi
peran para petugas-petugas polisi untuk bekerjdoypgsi kepolisian.
Kewenangan umum kepolisian ini diatur dalam pa%ahkgat (I) Undang-

undang nomor 2 tahun 2002, yaitu:

a. Menerima laporan dan pengaduan warga masyarakat;
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Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyayakey dapat
mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;

. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecalsau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup iadnasi
kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tidaiakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, sertamotret seseorang;

Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangamg ydiperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dafam
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instamisnyb serta

kegiatan masyarakat.

Pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 2 t2008, Polri
sesuai dengan perundang-undangan lainnya berweimnduny

Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaianuramdan
kegiatan masyarakat lainnya;

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi keadarbermotor;
Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata laghan
peledak dan senjata tajam;

Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawaeshadap

badan usaha di bidang jasa pengamanan;
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g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih apargtoksian khusus
dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang kelisian;
h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negaradalam menyidik
dan memberantas kejahatan intemasional;
Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadapusia asing
yang berada diwilayah Indonesia dengan koordimssansi terkait;
Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam oigasi kepolisian
internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalagkup tugas
kepolisian.
Kewenangan lain yang diberikan kepada Polri ada&kaitan
dengan kewenangan dalam perkara pidana yang dikamugalam

pasal 16 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 3G0®R;:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahlmpedgitaan;

b. Melarang setiap manusia meninggalkan atau memaseikipat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan manusia kepada penyidik dangka
penyidikan;

d. Menyuruh berhenti manusia yang dicurigai dan meakay serta
memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Memanggil manusia untuk didengar dan diperiksa gabgersangka

atau saksi;

g. Mendatangkan manusia ahli yang diperlukan dalamuhgénnya
dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Mengajukan permintaan secara langsung kepada péjaigaasi yang

berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam leadaendesak

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal maryasig

disangka melakukan tindak pidana;
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k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada idgnpegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pelkygegawai negeri
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

|.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begang jawa;

Dengan demikian Undang-undang Nomor 2 tahun 2002bed
amanat kepada Polri sebanyak 15 tugas-tugas (pasidn 14) dan untuk

melaksanakan tugas-tugasnya diberi 37 kewenangasal(d5 dan 16)

untuk menjalankan fungsi kepolisian diseluruh walay Republik

Indonesia (pasal 17), serta dapat melakukan tindakskresi menurut

penilaiannya sendiri (pasal 18), dan untuk melakikan tugas dan

wewenangnya harus senantiasa berdasar kepada mukoan, agama,
kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hakiawsanusia, serta

mengutamakan tindakan pencegahan (pasal 19).

Berdasarkan tugas pokok, tugas-tugas dan wewenary Yy
dijelaskan diatas, maka ruang lingkup fungsi, tygaleok, tugas-tugas dan
wewenang Polri pada hakekatnya menyelenggarakagsifiungsi utama
kepolisian yaitu fungsi pre-emtif (pembinaan maakat), preventif dan
represif. Fungsi utama kepolisian tersebut bersifaversal dan menjadi
ciri  khas kepolisian, dimana dalam pelaksanaannyari Plebih
mengutamakan preventif daripada represif, sejargan falsafah yang
dianut dalam dunia kedokteran yang menegaskan bahnexsention is
better than curéDjamin, 1980).

Fungsi pre-emtif atau pembinaan masyarakat mermpakgala
usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk gkatikan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta tdetaaarga
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundatajgan. Tugas
Polri dalam bidang ini hanya 20%, sedangkan 80%jadéetugas instansi
lain, organisasi kemasyarakatan, para tokoh agamaebagainya. Dalam

rangka inilah Polri mengutamakaommunity policing

Fungsi preventif merupakan segala usaha dan kegdtaidang
kepolisian preventif untuk memelihara keamanan degtertiban
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masyarakat, memelihara keselamatan orang, bendd&gatang termasuk
memberikan perlindungan dan pertolongan, khususmyancegah
terjadinya pelanggaran hukum. pelaksanaan fungsveptif dilakukan

dengan teknik pengaturan, penjagaan, pengawalapatesii. Tugas Polri
pada bidang ini adalah lebih kurang 50% dan 50%aldglah instansi lain,
seperti Siskamling, Satpam, Polisi Pamong Praja Tamtib, dalam

keadaan tertentu, Polri dibantu oleh TNI, dan fumgpresif merupakan
fungsi penindakan hukum yang terbagi atas repnesii justisil dan

justisil. Represif non justisitlilaksanakan berdasarkan apighmatigheid

yaitu merupakan wewenang diskresi yang diatur datasal | ayat 1
Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan pasal 7 KUHR@épresif

justisiil dilaksanakan berdasarkan azas legali@sama unsur criminal
justice system lainnya (Djamin, 1980, 2007). Dengkemikian dalam
melaksanakan fungsi utama kepolisian, tidak befRwotri melaksanakan
sendiri seluruh fungsi kepolisian dan bertangguagap atas seluruh
fungsi pre-emitif, preventif dan represif, namunadalmengemban fungsi
kepolisian selain dibantu oleh masyarakat, berétasatJndang-undang
Nomor 2 tahun 2002 pasal 3, Polri juga dibantu rseéangsional oleh
Kepolisian Khusus (Polsus), PPNS dan bentuk-bentekgamanan
swakarsa. Oleh karena itu Polri wajib memberikamigieaan teknis,
koordinasi dan pengawasan terhadap instansi attanh@emerintah yang

membantu polri dalam mengemban fungsi kepolisian.
2.7. Palri.

Polri merupakan akronim dari Kepolisian Negara Rdigu Indonesia
merupakan salah satu pranata dari sistem pemeaimtaggara Republik Indonesia
yang mengemban fungsi kepolisian. Sebagai sebuataa, maka Polri harus
merupakan sistem antar hubungan dan peranan-pesaman dibutuhkan oleh
masyarakat untuk melaksanakan fungsi kepolisiang&iu peran dan tugas Polri
diatur dalam Undang undang Nomor 2 tahun 2002 ngntéepolisian Negara
Republik Indonesia. Berturut turut, fungsi kepdarsidiatur dalam pasal 2 bahwa

fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi penedrart negara dibidang
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pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakahegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaana&sy. Selanjutnya dalam
pasal 4 dijelaskan bahwa Polri bertujuan untuk medkan keamanan dalam
negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan ddartiean masyarakat, tertib
dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindumngamgayoman, dan pelayanan
masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyatekaan menjunjung tinggi

hak asasi manusia. Peran Polri selanjutnya dijataglkalam pasal 5 yaitu alat
negara dalam memelihara keamanan dan ketertibayanatat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, gklayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanamdakgeri. Selanjutnya
tugas pokok Polri dijelaskan pada pasal 13 Undamgng nomor 2 tahun 2002
yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyamal@ategakkan hukum, dan

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayeg@ada masyarakat.

Polri merupakan kepolisian nasional yang merupan kesatuan dalam
melaksanakan perannya selaku alat negara diselualyah negara Republik
Indonesia, sehingga setiap pejabat Polri dapat keefekan tugas dan
kewenangannya diseluruh wilayah negara Republi&riedia, terutama diwilayah
dimana dia ditugaskan. Dalam rangka efektifitagginaan peran dan fungsinya
tersebut, satuan kepolisian dibagi dalam daerahblistggm yang diusahakan serasi
dengan pembagian wilayah administratif pemerintadaerah dan perangkat

sistem peradilan pidana terpadu.

Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Rdpundonesia atau
Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Pmasiddengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat, oleh karena kedudukan i Pd&dlam sistem
pemerintahan berada dibawah Presiden, maka Kdpatanggung jawab kepada

Presiden.
2.8. Diskresi.

Diskresi merupakan kewenangan polisi dalam melasan pemolisian
Diskresi merupakan tindakan yang diambil untuk Kidaelakukan tindakan

hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, keniamous memberikan
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pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat.KEindhskresi bisa dilakukan
oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas atamangani suatu kasus atau
permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangaihgm@aurut Davis (dalam
Bailey (ed), 1995police dicretion maybe defined as the capacityadice fficers

to select from among a number of legal and ilegalrses of action or inaction

while performing their duties.

Tindakan diskresi juga harus didasari dengan hatm, etika dan moral
untuk kepentingan umum, bersifat mendesak dan tidakuk memenuhi
kepentingan pribadi atau kelompok atau organigasif. Satjipto Rahardjo (2000)
mengatakan : ".... dalam melaksanakan tugasnyai g@ndaknya menggunakan
O2H yaitu otot, otak dan hati nurani". Menurut $fml (2000) dan Utomo
(2005) untuk melaksanakan tindakan diskresi bekaataerhadap empat azas

yaitu :

a. Asas keperluan, adalah yang memberi pedoman bahdakan polisi
hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu behdtul untuk meniadakan
atau mencegah suatu gangguan

b. Asas masalah, merupakan patokan memberi pedontamab@ndakan
yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkasengan
permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh pogyai motif pribadi

c. Asas tujuan, menghendaki agar tindakdrsigmetul-betul tepat mencapai
sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah gaagguan yang

merugikan.

d. Asas keseimbangan, memberikan pedoman kepadgagepolisi agar
tindakan yang diambil, seimbang dengan alat yamgrdikan dengan

ancaman yang dihadapi.

Sejumlah manfaat diskresi yang berguna dalam pemamgpermasalahan
tersebut antara lain adalah sebagai salah satupeanaangunan moral petugas
kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektuatugas dalam serta
menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengesa keadilan bukannya

dengan kesewenang-wenangan ataupun semangat yéatgHazen.
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Tindakan diskresi harus dipagari dengan norma-norprafesional,
norma-norma dalam masyarakat, norma hukum dan nidisitresi bukan hanya
perlu tetapi juga penting untuk dilakukan oleh gioldalam melaksanakan
tugasnya. Karena polisi bekerja dalam penegakamrhulangsung berhadapan
dengan masyarakat dan dalam mengambil kebijaksaddapangan juga di
pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adaétof lingkungan. Selain pantas
untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yangtipg bagi pelaksanaan tugas
polisi karena: (1) undang-undang ditulis dalam kahgang terlalu umum untuk
bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detl petugas dilapangan, (2)
hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keaditan menjaga ketertiban
dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalarkungncapai hal tersebut, dan

(3) pertimbangan sumber daya dan kemampuan daigaekepolisian.

Kewenangan melakukan diskresi secara implisitudidalam beberapa
pasal di Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentamgoksian Negara
Republik Indonesia, arrtara lain terdapat dalanap&3 Undang-undang Nomor 2
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik ledan ayat (1) yang
menjelaskan untuk kepentingan umum pejabat KepaolidNegara Republik
Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenaugpg bertindak menurut
penilaiannya sendiri, dan selanjutnya dalam ayat difelaskan pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hdenyat dilakukan dalam
keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikatuergerundang-undangan
serta kode etik profesi Kepolisian Negara Repubiitonesia. Pasal 18 dalam
undang-undang ini memberikan kewenangan diskrgsde pejabat Polri untuk
melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya seyatig didasarkan kepada: (1)
untuk kepentingan umum, (2) memperhatikan peratpemndangan serta kode
etik profesi, (3) dilakukan dalam keadaan yang atngerlu, dan (4)
mempertimbangkan manfaat dan resiko yang akan dierj&erta dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat PefranBasa bertindak
berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma aag&esopanan,
kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi mandsn mengutamakan
tindakan pencegahan (pasal 18 ayat 1 dan 2). 38tign) dalam
menyelenggarakan tugas pokok Polri dibidang prpgkma, penyidik juga diberi
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kewenangan diskresi berupa tindakan lain menurkuinuyang bertanggung
jawab seperti dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 hudridang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dasap16 ayat t huruf 1.
Kewenangan melakukan tindakan lain menurut hukungy@ertanggung jawab
adalah merupakan tindakan dalam penyelidikan damyigi&an yang
dilaksanakan jika memenuhi persyaratan yang dikamtulalam Pasal 16 ayat (2)
Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dan pasal 5 ayaturuf a angka 4 dan
pasal 7 ayat (1) huruf j dalam penjelasannya, ydijuidak bertentangan dengan
suatu aturan hukum, (2) selaras dengan kewajib&nnhuwang mengharuskan
tindakan tersebut dilakukan, (3) harus patut, masked, dan termasuk dalam
lingkungan jabatannya, (4) pertimbangan yang ladyaidasarkan keadaan yang

memaksa, dan (5) menghormati hak asasi manusia.

Azasplichmatigheiddalam hukum kepolisian juga sangat dekat kaitannya
dengan pembatasan kewenangan polisi dalam kons&pesli yaitu membatasi
kewenangan polisi dalam melaksanakan kekuasaan ummiok melakukan
tindakan yang diserahkan kepada inisiatif petugasiptu sendiri. Batas-batas
kewajiban dan sekaligus membatasi kewenangan dazas plichmatigheid
adalah: (1) azas keperluamopdzakelijk yaitu secara obyektif menurut pendapat
umum tindakan polisi harus dilakukan, tidak boleinakhg dan tidak boleh lebih,
misalnya memerintahkan pemindahan pemasangan palame yang menutupi
rambu lalu lintas, meskipun pemasangan tersebah teiendapatkan ijin dari
instansi yang berwenang, (2) azas masalah sebagekgm fakelijk yaitu
tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingaasyarakat, untuk
kepentingan umum bukan kepentingan pribadi anggotsi, (3) azas tujuan
(doelmatig yaitu tindakan yang diambil benar-benar untuk getakkan
gangguan dan memperkecil kerugian serta korban,(damzas keseimbangan
(evenrediny yaitu tindakan yang diambil polisi harus sesuataea tindakan
dengan berat ringannya masalah.
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BAB |11

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis pendlitian.

Jenis penelitian ini adalah suatu analisis unteknathami fenomena kegiatan
pelayanan unsur-unsur operasioanal dan pembinagoligian di Polres Metro
Tangerang Kota dalam dengan pendekatan kuali@ghgan perkataan lain,
penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan fen@nmeyata dan alamiah dari
implementasi adminstrasi kepolisian di tingkat Bslr Studi kualitatif ini
berkaitan erat dengan penyelidikan alamiah selsagan satu tradisi yang berlaku
dalam ilmu pengetahuan sosial. Suatu penyelidikangysecara mendasar
menggantungkan pengamatannya pada manusia, bagkn daspek wawasan
maupun peristilahan (Miller and Kirk, 1986).

Ada beberapa prinsip dasar penelitian kualita@ng dipegang dalam
rangkaian upaya memahami pokok permasalahan yamgjitidi Pertama,
mengkonstruksikan realitas makna sosial dan budégdua, memusatkan fokus
pada interaksi peristiwva dan proses. Ketiga, suatdable dipahami secara
kompleks karena saling terkait dan sulit untuk diukkeempat, otentitas atau
originalitas sebagai nilai kunci yang harus ada lolensifat eksplisit. Kelima, studi
ini bersifat kontekstual. Keenam, studi mengangbata beberapa kasus atau
subjek. Ketujuh, mengutamakan perspeétiiic. Kedelapan, analisisnya bersifat
tematis. Kesembilan, pengumpulan data memerlukarsipasi atau keterlibatan
peneliti (Bogdan, 1982; Creswell, 1994; Denzin dmdcoln, 1994; Suparlan,
1994; Spradley, 1997; Moleong, 1999; Sugiyono, 2007

Penelitian kualitatif antara lain mempunyai kaeaistik sebagai berikut : (1)
data diambil dari setting ilmiah, (2) peneliti aglalinstrument pokok penelitian,
(3) penetuan sampel dilakukan secpraposive,(4) analisis data untuk jenis
penelitian ini dilakukan lebih sebagai pedoman iedaduktif, dan (5) hasil
penelitian ini lebih mengutamakan makmaeg@ning dibalik data dan informasi
yang diperoleh (Bogdan, 1982; Sugiyono, 2007).
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Tesis ini bermaksud mengungkap fenomena dibasteisi administrasi di
tingkat Polres dengan menyelidiki kegiatan pelagankepolisian yang
dilaksanakan oleh unsur-unsur operasional kepaoli§gabahara, Reserse, Intel,
Lalu lintas, fungsi pembinaan masyarakat) dan fupgsnbinaan yang ada di
Polres Metro Tangerang Kota.

Penekanan pada aspek organisasi dan individu @udaya manusia) yang
didasarkan pada premis bahwa pencapaian tujuanigeposangat ditentukan
oleh manajemen operasional yang didukung manajepe@mbinaan serta
teknologi kepolisian. Oleh karena itu secara khusosik memahami masalah
penelitian ini, saya akan melihat Polres Metro Taagg Kota sebagai KOD yang
merupakan satuan administrasi kepolisian di tingkaitamadya dalam
melaksanakan pelayanan masyarakat melalui berlzdgifitas yang mencakup
kegiatan manajemen operasional yang meliputi pengelaraan fungsi-fungsi
pre-emtif, preventif dan represif.

Pada fungsi-fungsi kepolisian itu yang akan dipahamplementasi dan
interprestasi proses penyelenggaraan perencaneagpnganisasian, pelaksana,
pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan umauwperasional.
Perencanaan-perencanaan manajerial yang meliputengeaan bidang
operasional dan pembinaan.

Fungsi pre-emtif dan preventif yang di laksanakaglalui kegiatan patroli
Sabhara, yang dapat menyentuh semua warga dan rilagbe lokasi yang
dianggap rawan memberikan dampak untuk mencegatenfi@nya niat dan
kesempatan sehingga tidak terjadi kejahatan. Demilkialnya pemberdayaan
kekuatan pengamanan swakarsa sebagai kekuatandggadg membantu tugas
Polri baik untuk pengamanan di lingkungan pemukimanga, industri maupun
instansi/perkantoran pemerintah dan swasta mengakomperan serta
masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertuengsi represif dalam
penegakkan hukum yang cukup luas kerjasama dengdansi yang terlibat
dalam criminal justice sistendan pembinaan dan koordinasi dengan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil meningkatkan proses penyelasperkara pidana yang
terjadi.
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Sebagai satuan administrasi yang dipengaruhi lodgkungannya, maka
secara khusus juga akan dipahami penyelenggaragrat&e administrasi
kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota yang uig@euhi oleh corak
masyarakat dan kebudayaannya, dalam memberikanyapela kepada

masyarakat, melalui interaksi, menghadapi masalatatah sosial dan upaya

upaya penyelesaiannya agar terpeliharanya ketaraswsial dalam masyarakat.

3.2. Lokas dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi unit analisis pé#iael ini adalah Polres
Metro Tangerang Kota yang terdiri dari Markas Pxlr&larkas Polsek dan
gambaran wilayah serta corak masyarakat dan kebadayasyarakat di wilayah
Polres Metro Tangerang Kota.

Pengamatan dan analisis dilakukan dalam tiga taRepgama, melakukan
pengamatan dan analisis terhadap gambaran umunyawil#@olres Metro
Tangerang Kota, corak masyarakat dan kebudayaaaggai faktor lingkungan
yang memiliki hubungan fungsional dengan corak pdmmam dan kegiatan
kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota. Kedualakukan pengamatan dan
analisis terhadap deskripsi Polres Metro Tangekang sebagai satuan kepolisian
dibawah Polda Metro Jaya yang melaksanakan funggolisian ditingkat
kotamadya yang mengacu pada peraturan perundakefaijgkan-kebijakan dan
berbagai aturan tertulis dari satuan atas. Ketrgalakukan pengamatan dan
analisis terhadap potret kegiatan administrasi k&pa melalui proses
penyelenggaraan manajemen operasional yang melipetiyelenggaraan
pelayanan unsur-unsur operasional Polri dan pengglgaan manajemen
pembinaan.

3.2.1. Sumber data dan tehnik pengumpulan data.

Sumber dan tehnik pengumpulan data dalam perelitni
disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitianaMiepenelitian kualitatif,
maka sumber data dipilih secafpurposive dab snowbadll berdasarkan
pendekatanemic yaitu memperoleh data bukan “sebagaimana mestinya”
bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliBtapi harus
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sebagaimana adanya yang terjadi, yang dialamisakem, dan difikirkan
oleh sumber data (Sugiyono, 2007)

Melalui sumber data purposive, pengambilan sundaga dipilih
berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data merupaleeka yang
menguasai, memahami, dan terlibat langsung selpaimlsana atas sasaran
kajian yang sedang diteliti, seperti para pimpigiam petugas pelaksana di
Polres Metro Tangerang Kota, tokoh masyarakat, toagama dan lain
sebagainya. Penggalian sumber data juga dapauskter melalui teknik
snowball untuk mendapatkan data yang lebih mendklgndari orang-orang
yang dapat memberikan penjelasan atas fenomenategad;.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode
pengamatan, wawancara, kajian dokumen dan triasigalau gabungan.
Melalui metode pengamatan, peneliti mengamidly informan dalam
melaksanakan tugas dan wewenangannya, aktifitéfgastdan hubungan-
hubungan yang terjadi antara atasan yang memberleimtah kepada
bawahannya, antara para pejabat yang setingkanhdaklalukan koordinasi,
antara sesama bawahan dalam melakukan interaksil, sastara petugas
polisi dengan aparat pemerintahan daerah dan nasyatalam memberikan
pelayanan kepolisian. Termasuk melakukan pengantethadap gejala dan
fakta yang berlangsung dilingkungan masyarakat gaertingkah laku,
kegiatan, peristiwa dan benda-benda yang diprodolkesi masyarakat yang
menunjukan kekhususan dari corak masyarakat danudeghan di
Tangerang. Teknik wawancara dimanfaatkan ketikaeber dengan para
pejabat Polres, petugas polisi dibidang administlas petugas pelaksana
operasional lapangan dalam kesempatan-kesempatanal folan informal,
serta terhadap warga masyarakat di dalam kota madpyinggiran kota
sebagai para pelaku kebudayaan masyarakat Tangerang

Wawancara dengan pedoman atau petunjuk umum uédak
dengan unsur pimpinan Polres, perwira staff, dajundah petugas
kepolisian, juga dengan pejabat pemerintahan dasgtdmpat, warga dan
tokoh masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksafhaeagsi kepolisian.

Wawancara dengan pedoman ini digunakan untuk mer@beinformasi
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mengenai kedekatan hubungan polisi dangan masyayakg dilayani dan

sikap masyarakat terhadap tugas-tugas Polri ydahg tklaksanakan sehari-

hari yang dapat dirasakan oleh warga dan dampaterhadap rasa aman
masyarakat, tentunya dalam kaitannya dengan pelakea pelayanan
kepolisian.

Kajian dokumen dilakukan untuk mengumpulkan dampelajari
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan berbagaitumn dan
kebijakan pimpinan kepolisian dari tingkat pusatpai tingkat Polres,
arahan-arahan, instruksi-instruksi, dan prosedosquur tertulis dari pejabat
di Polres san satuan kepolisian diatasnya (Poldamasuk kajian dokumen
pemerintah yang menunjukan kekhususan dari coralsyanakat dan
kebudayaan di Tangerang.

Triangulasi atau penggabungan teknik pengumpulata dan
sumber data digunakan untuk meningkatkan pemahagraasliti terhadap
temuan hasil penelitian. Melalui triangulasi tekntigunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapdsita dari sumber
yang sama, dan melalui triangulasi sumber, peneindapatkan data dari
sumber yang berbeda dengan menggunakan tekniksygang.

Sesuai dengan focus penelitian, maka yang &aadsumber dan
tehnik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Untuk mendapatkan data dan memahami tentang adrasii&epolisian
di Polres Metro Tangerang Kota dan implementasswaber data yang
diperlukan adalah data primer dan sekunder mendmrhagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur kepolisian sepedang-undang
Nomor 2 tahun 2002 dan produk perundang-undangamyia yang
menjadi landasan tugas Polri serta menjadi lingkeprenangan Polri
bertugas. Termasuk produk-produk Keputusan Presydery mengatur
tentang organisasi Polri serta Keputusan Kapokeputusan Kapolda
yang mengatur tentang pelaksanaan tugas-tugas sapwah dan
pembinaan Polri. Sumber data juga diperoleh mefadunigamatan terlibat
penuh dan wawancara kepada informan yang dipitarsepusposive dan

snowball kepada para pejabat manajerial dalam gprosgnajerial yaitu
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meliputi bidang operasional dan pembinaan yang aaénjanggung

jawabnya.

b. Untuk mendapatkan data dan memahami corak masyardka
kebudayaannya, sumber data diperoleh melalui p@agkalokumen
primer dan sekunder tentang intelijen dasar Pdlteso Tangerang Kota,
data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dgyemerintah kota
Tangerang. Sumber data juga diperoleh dari hasijg®matan terhadap
kehidupan, cara berfikir, peristiwa-peristiwva, ilagn-kegiatan
masyarakat, dan benda-benda yang digunakan untuighadapi dan
memanfaatkan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhiapriya.
Wawancara dengan masyarakat sebagai pelaku yangh dgecara
purposive dari masyarakat di kota, termasuk wawandangan pejabat
Muspida kota Tangerang.

c. Untuk memahami data tentang strategi yang sesuapase corak
masyarakat dan kebudayaan melalui pengkajian barbegyi dan konsep
strategi pemolisian serta corak masyarakat dan degfmannya yang
diperoleh melalui pengamatan dan wawancara terhadspdupan,
kegiatan, kenyataan-kenyataan serta nilai-nilaigyaligunakan dalam
penyelesaian masalah-masalah sosial yang mengaadkékebudayaan
masyarakat kota Tangerang.

3.2.2. Instrumen pendlitian.

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yantama adalah
peneliti sendiri, namun untuk mempertajam hasilgtigan dikembangkan
dengan menggunakakey informanuntuk menggali data wawancara yang
lebih mendalam dan objektif, terutama dalam menggkta tentang
kepemimpinan, pengambilan keputusan dan hubun¢mcdsa kerja.

3.2.3. Informan kunci.

Penentuan informan kuncKéy informan dilakukan secarasnowball
untuk mengejar kedalam data, tetapi langkah awbétaga informan kunci
telah ditentukan terlebih dahulu. Sejumlah infornyang telah dipilih untuk
menjadi narasumber dalam penelitian adalah (1) bpejdolres Metro

Tangerang Kota, yang terdiri dari Wakapolres, pgéabag, Kasat fungsi dan
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Kapolsek (2) para anggota pelaksana yang dipildarsgourposivemeliputi
Kasubbag Minpers, Kasubbag Sarpras dan kaurbiradparsfungsi Intelkam,
Reskrim, Kanit Patroli Sabhara, dan para anggotandasing-masing satuan
fungsi dan Polsek, (3) Pejabat Muspida yang teddiri Walikota, Sekretaris
Daerah, Kabag Aset, dan Kajari Kota TangerangT(Koh agama dan warga
masyarakat kota Tangerang.

Wawancara dan pengamatan dilakukan ditempat ma#or bekerja,
melakukan aktifitas sehari-hari dan diluar temp#briman bekerja seperti
dirumah. Wawancara secara sendiri-sendiri dan jegeara bersamaan,
melakukan diskusi yang dilakukan berkali-kali sesiengan kebutuhan dan
ketersediaan waktu dari para informan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduavarwara atau
melakukan diskusi dengan topik yang bebas yangdipieh para informan.
Kegiatan wawancara ini dicatat oleh peneliti damadtu oleh seorang asisten
termasuk direkam dengan menggunakbgital voice recorderyang telah
disiapkan peneliti sejak awal dan hal itu dibeutedn kepada informan.
Sebelum direkam proses wawancara terlebih dahtémydikan atau diminta
kepada informan kesediaannya untuk direkam pendacaya dan dituliskan
apa yang dibicarakannya selama wawancara untukaiiegan ilmiah.

Selain itu untuk memastikan bahwa data dan indginyang diperoleh
akurat dilakukan triangulasi. Triangulasi dilakuk#&rhadap sumber data
untuk memperkaya kedalaman data dan menguji kigdshidata yang
diperoleh dari informan dengan mengecek data yalad tdiperoleh melalui
beberapa sumber, misalnya data tentang kepemimdiparoleh dari perlaku
informan sebagai atasan, maka dilakukan pengkajaianyang diperoleh dari
sumber informan sesama pejabat dan anggota. Tiasgueknik
pengumpulan data juga dilakukan kepada sumber yhig sama, namun
menggunakan dua teknik, misalnya untuk mendapatkéen hubungan atasan
dan bawahan menggunakan teknik wawancara dan peteam
3.2.4. Teknik dan analissdata

Untuk menggali makna corak birokrasi kepolisiarPolres Metro

Tangerang Kota dilakukan dengan asumsi kenyataapirigm(birokrasi
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kepolisian) merupakan sesuatu yang didasarkan natdvasi individu dan
tindakannya yang penuh dengan makna. Dalam korie&krasi dipahami
sebagai suatu konsep yang menunjuk kepada sejupd@bat sebagai
individu. Jadi individu dengan berbagai tindakardéikannya merupakan
sebuah kenyataan yang harus diberikan mgkreaning).Sejumlah pejabat
yang melakukan tindakan dalam sebuah model biroki@am membangun
dan mengoperasionalkan hubungan, mengambil keputdsa perintah-
perintah sebagai pejabat manajerial di tingkat d2olPeneliti, sebagaimana
halnya individu, tidak akan puas dengan penjelasarg berkenaan dengan
sebutan kolektif, karena kolektifitas hanyalah moalestrak yang didesain
untuk menafsirkan fakta-fakta mengenai pengalamatividual. Dengan
demikian, studi empirik yang dilakukan berupayaultntnemahami motivasi
individual yang menentukan tindakannya dalam cdmaskrasi kepolisian di
Polres Metro Tangerang Kota.

Hasil wawancara mendalam dan observasi di uraflalam catatan
lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu bagiaskriptif dan bagian
reflektif. Bagian deskriptif merupakan catatan lesm dan obyektif dari
semua peristiwa yang dilihat, didengar dan diasediangkan bagian reflektif
merupakan catatan yang berisi renungan refleks#s aperistiva dan
pengalaman di lapangan dan dikaitkan dengan sikggktif peneliti atas ide,
penjelasan, prasangka, dan sebagainya.

Untuk memotret realitas corak birokrasi kepohsidi Polres Metro
Tangerang Kota melalui proses penyelenggaraan evaadayang meliputi
penyelenggaraan fungsi-fungsi organik manajemerperkémpinan dan
pengambilan keputusan dan hubungan tata cara ls&jga pengaruh dari
corak masyarakat dan kebudayaannya, maka anadfisasdilakukan dengan
tahapan :

a. Pengumpulan data mentah melalui wawancara, pengant&n kajian
terhadap dokumen.
b. Transkip data yaitu proses mendeskripsikan datd hasvancara dan

pengamatan di lapangan.
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Pembuatan koding adalah proses membaca ulang Iseldamta dan
memilah hal-hal penting dan relevan untuk diberdta(koding)
. Kategorisasi data, yaitu proses penyederhanaan diigan mengikat
konsep-konsep kunci dalam kategori.
. Penyimpulan sementara adalah proses pengambilamgkdan secara
sementara.
Triangulasi adalah prosebeck and recheakelalui triangulasi teknik dan
sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengamangakan hal yang
sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dari wawanodsevasi dan
dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengaa nzenanyakan hal
yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam haumber adalah
pimpinan atau pejabat manajerial seperti Wakapoabag, Kasat fungsi
dan Kapolsek yang kemudian dilakukan penggaliara daing sama
kepada sumber dari rekan sejawat dan anggota bamygda
. Penyimpulan akhir adalah proses pengambilan kedanpuakhir
penelitian. (Irawan, 2006).

Bagan 1 : Tahap analisis data penelitian

pengumpulan . Pembuatan Kategorisasi
- ~

Penyimpulan : . Penyimpulan
’ Triangulasi sementara

3.2.5. Pengujian dan kredibilitas data.

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas datitakukan dengan
cara pengulangan pengamatan dan wawancara, metkiagkeecermatan,
triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat dember checkSugiyono,
2007):

a. Pengulangan pengamatan dan wawancara
Pengulangan pengamatan dalam waktu yang tidakoduer

diharapkan mendapatkan data kredibel, terutamdabket@eneliti tidak
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menjadi Kapolres, pengamatan menjadi lebih bebasngitangan
pengamatan untuk meyakinkan data yang diperolahhdai pengamatan
dan wawancara menjadi lebih meyakinkan. Misalnya lakugan

pengulangan pengamatan dalam kegiatan masyarakigsgeen dalam
menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan meaiggukebudayaan
seperti pengaturan sengketa pembagian air, per&elalan pencurian
kedalam pondok pesantren, kegiatan pengamananrkonggk dan lain
sebagainya.

b. Meningkatkan kecermatan.

Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan keceamdilakukan
dengan cara peneliti membaca kembali seluruh data chtatan hasil
penelitian secara cermat, sehingga dapat diketdmsalahan dan
kekurangannya. Demikian juga dengan meningkatkaerkeatan, peneliti
dapat memberikan deskripsi data yang akurat ddensais tentang apa
yang diamati. Meningkatkan kecermatan juga harukikding dengan
memperkaya pengetahuan atas konsep-konsep dan dedd hasil
penelitian yang telah ada sebelumnya.

c. Triangulasi.

Proses triangulasi selain digunakan dalam teknikatalisis data,
juga berlaku dan digunakan peneliti untuk melakukpangujian
kredibilitas data yang diperoleh. Teknik triangulgang digunakan oleh
peneliti meliputi triangulasi teknik dan triangulasimber pengumpulan
data.

d. Diskusikan dengan teman sejawat.

Diskusi dengan teman sejawat juga dilakukan sebsajah satu
cara menguji keakuratan data melalui diskusi dengeaihasiswa dan
alumni. Melalui diskusi ini banyak pertanyaan daras.

e. Member check.

Pengujian dengan kredibilitas data juga dilakukangan member
check, yaitu dengan cara mendiskusikan hasil perelkepada sumber-
sumber data yang telah memberikan data, misalnylakoiean diskusi

satu masalah dengan para Wakapolres, Kapolselaatgmota pelaksana.
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BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisis terhadap administrasi kepolisian PolrestrMérangerang Kota
saat ini diharapkan dapat memberikan perubaharbpkan terhadap administrasi
kepolisian Polres Metro Tangerang Kota pada walktngyakan datang, yang
sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyardkl tersebut mengacu
pada pendapat Ennis (1974) dan Richardson (1970) yaengatakan bahwa
corak dari fungsi-fungsi polisi bisa berbeda antaeiu masyarkat dengan
masyarakat lainnya tergantung kepada corak masstagdn corak kerawanan
yang menjadi ciri-ciri masing-masing. Dengan deamkadministrasi kepolisian
Polres Metro Tangerang Kota tentu akan berbedaateadministrasi kepolisian
di Polres lain. Menurut Prof. Parsudi Suparlan Beelaan corak dari fungsi-
fungsi polisi juga di pengaruhi pada perubahan dgaibbentuk perubahan sosial
dan budaya yang di alami masyarakat Indonesia padeannya (kota Tangerang
khususnya) sebagai dampak dari program-program g@egoiman, proses-proses
reformasi, globalisasi dan informasi terbuka, sangihat bahwa keberadaan dan
fungsi polisi adalah hasil tanggapan dari masydngkiag bersangkutan dan untuk
kepentingan tersebut” (Suparlan, 1997).

Prof. Awaloedin Djamin dalam bukunya "Sistem Admtrasi Kepolisian
Negara Republik Indonesia” menggunakan istilah adstrasi kepolisian di
artikan lebih luas dan mencakup manajemen opemsidan manajemen
pembinaan. Lebih lanjut Prof. Awaloedin Djamin nedagkan bahwa
memperlajari sistem administrasi kepolisian suatgana secara lengkap harus
dipelajari sejarah negara tersebut, sistem ketgsmaan dan tata pemerintahan
(apakah Oriter atau Demokrasi), sejarah kepoligianrundang-undang yang
melandasainya, juga mengenai geografi, demografidkan sosial ekonomi dan
sebagainya. Dengan demikian untuk mempelajari adtrasi kepolisian Polres
Metro Tangerang Kota maka penulis menganalisisdsamttan hal-hal tersebut di

atas sesuai dengan apa yang ada di kota Tang&tamgin secara ringkas penulis
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akan membahas sistem administrasi kepolisiaulai dari sejarah keberada
kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, manajemgerasional, manajeme

pembinaan dan manajemen dukungan tehnologi kegol

Bagan 2: Administrasi Kepolisian

ADMINISTRASI KEPOLISIAN

A
[ 1

MANAJEMEN
MANAJEMEN PEMBINAAN OPERASIONAL

UNSUR
OPERASIONAL
-SABHARA
-POLANTAS
-RESERSE
-INTERPOL
-BRIMOB
-POL AIR
-POL UDARA
- SATWA
POLISI

TEHNOLOGI
KEPOLISIAN

4.1. Gambaran umum kota Tangeran(
4.1.1.Sejarah kota Tangerang

Nama Tangerang menurut sumber berita tidak teterasal dai
kata "Tangeran”, kata "Tangeran” dalam bahasa Sumemiliki arti
“tanda”. Tangeran di sini berupa tugu yang didmilsgbagai tanda bat
wilayah kekuasaan Banten dan VOC, padktu itu. Tangeran tersebi
berlokasi dibagian barat Sungai Cisadane (Kampumgndgng ata
tepatnya di ujung jalan Otto Iskandar Dinata sekgyaTugu tersebt
dibangun oleh Pangeran Soegiri, salah satu putrdarSuAgeng
Tirtayasa. Pada tugu tersebutertulis prasasti dalam huruf Arab gun
dengan dialek Banten, yang isinya sebagai ber

Bismillah peget Ingkang Gusti
Diningsun juput parenah kala Sabtu
Ping Gasal Sapar Tahun Wau
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Rengsena Perang nelek Nangeran
Bungas wetan Cipamugas kilen Cidurian
Sakebeh Angraksa Stingsung Parahyang-Titi

Artinya terjemahan dalam bahasa Indonesia :
Dengan nama Allah tetap Maha Kuasa
Dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu
Tanggal 5 Sapar Tahun Wau
Sesudah perang kita memancangkan Tugu
Untuk mempertahankan batas Timur Cipamugas
(Cisadane) dan Barat yaitu Cidurian

Semua menjaga tanah kaum Parahyang

Kemudian kata "Tangeran"” berubah menjadi "Tangeérang
disebabkan pengaruh ucapan dan dialek dari tektangeni yang berasal
dari Makasar. Orang-orang Makasar tidak mengenalfhmati, akhirnya
kata "Tangeran" berubah menjadi "Tangerang”. Mantbwajian buku
"Sejarah Kabupaten Tangerang" yang diterbitkan Pemé Kabupaten
Daerah Tingkat |l Tangerang bekerjasama dengan LPBMIS
Tangerang, daerah Tangerang sejak dulu telah mahgemerintahan.
Cerita pemerintahan ini telah berkembang di ma&gdra Cerita itu
berawal dari tiga maulana yang diangkat oleh pesgyuBanten pada
waktu itu. Tiga Maulana kemudian mendirikan kotanderang itu adalah
Yudhanegara, Wangsakara dan Santika. Pangkat Kdagdana tersebut
adalah Aria. Pemerintahan kemaulanaan yang mepjgiit perlawanan
terhadap penjajah di Tigaraksa (artinya pemimpimgndirikan benteng
disepanjang tepi Sungai Cisadane. Kata "Bentenigkeémudian menjadi
sebutan kota Tangerang. Dalam pertempuran melavz@®, Vhaulana ini
berturut-turut gugur satu persatu. Dengan gugupara maulana, maka
berakhirlah pemerintahan kemaulanaan di Tangerakigsyarakat
mengangap pemerintahan kemaulanaan ini sebagail diakal

pemerintahan di Tangerang.
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Berdasarkan perkembangannya Kabupaten Daerah Tinlgka
Tangerang yang berbatasan dengan DKI Jakarta memipo@ban cukup
berat, karena sebagian penyangga Ibukota menjadikaeberapa
kecamatan yang berbatasan langsung menjadi pugaldeegiatan baik
pemerintahan, ekonomi/perdagangan, politik, sdmidhaya, demikian juga
kecamatan lainnya yang mulai padat dengan berhage industri dan

permukiman penduduk.

Dengan sangat pesatnya perkembangan diwilayaéntermaka
pemerintah memandang perlu untuk mengatur penygdeagn
pemerintahan secara khusus, maka pada tanggall®28aFe1981 keluar
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1981 tentang &®okan Kota
Administratif Tangerang, dengan demikian Kecamatdangerang,
Kecamatan Batuceper, Kecamatan Cipondoh, Kecamdaidadug,
Kecamatan Neglasari, Kecamatan Benda, Kecamataawedar, dan
Kecamatan Jatiuwung masuk kedalam wilayah Kota Adstratif
Tangerang.

Dalam perjalanan kurang waktu 12 tahun Kota Adstiatif
Tangerang menunjukan perkembangan dan pertumbublamp cbesar
segala bidang, baik dalam penyelenggaraan penmegimtgpelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakat maupun gegdasantuan.
Perkembangan ini di tandai dengan berkembangnyaaafdin unit-unit
usaha dan perdagangan termasuk pertumbuhan junelatiuguk yang
mencapai 1.700.334 Jiwa, dengan laju pertumbuharcapai 1,17% atau
mengalami kenaikan 19.703 jiwa dari tahun sebelan(data Pemkot
Tangerang, 2011) yang diakibatkan derasnya arusrasiligserta
berpengaruh bagi kehidupan politik, budaya, dan ekm@romian

masyarakat.

Perkembangan tersebut sejalan dengan PeraturaratDéPerda)
Kabupaten Daerah Tingkat Il Tangerang Nomor : 4ufah985 Tentang

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang peruntukannyagaelmlaerah
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industri, perumahan, perdagangan, dan jasa dalaa $kkal, regional,

nasional dan internasional.

Melihat situasi dan kondisi maupun potensi yamgsderkembang
dengan berpedoman Kepala Surat Keputusan Guberepal& Daerah
Tingkat | Jawa Barat nomor : 31 Tahun 1990 tent&aja Induk
Pengembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | JBasat dalam
jangka panjang (25-30 tahun) maka setelah ditindajuti dengan surat
usulan maupun surat keputusan lainnya maka prodwama Walikota
Administratif Drs. H Djakaria Macmud dibantu olemtperumus terdiri
Drs. H. ES. Eddya Noor, Drs. H. A. Rachmat Hadir. $afs. H. Harry
Mulya Zein dan Sdr. Drs. Soewadjono, BE menuntaskancana
pembentukan Kotamadya.

Dengan tekad dan semangat yang kuat serta dukusmg@rasi
masyarakat maupun pejabat yang diiringi dengararalmn rahmat Allah
SWT dan melalui proses perjalanan yang cukup pgnpada akhirnya
Kota Administratif terwujud menjadi daerah otonoandnengatur rumah
tangganya sendiri, dituntaskan dalam kurun waktalin 11 bulan 22
hari sedangkan proses pembentukan Kotamadya Da€nragkat I
Tangerang secara keseluruhan berlangsung selaahai 8 bulan 27 hari,
yaitu sejak tanggal 1 Juni 1987 sampai 28 Febi998.

Sejak periode tahun 2003-sekarang H. Wahidin Haletah
menjadi Walikota Tangerang selama 2 periode. Padaamni kota
Tangerang mengalami berbagai perkembangan dan pgonen yang
sangat pesat diantaranya pembangunan bidang pkendidibidang
kesehatan dan bidang infrastruktur. Sehingga ticegherankan jika
pemerintah pusat menganugerahkan prestasi sebageahd berprestasi
tingkat nasional berdasarkan kinerja keuangan, @kodan kesejahteraan
rakyat.

Jadi sebagai sebuah kota yang otonom mengaturyaisendiri

usia kotamadya Tangerang relatif masih baru 8 ntahunamun
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perkembangan pembangunannya sangat pesat dibege&gai kehidupan
masyarakat, sebagai ciri kota yang sedang menujagse kota besar
(metropolitan) selalu ditandai dengan makin menatigika masalah sosial,
dan jika diabaikan akan muncul banyak ruang-ruagptive dalam kota
(urban black spot) yang akhirnya memicu terjadinya kegiatan illedgah
meningkatkan angka kriminalitas. Ujung-ujungnya aérat seluruh
warga kota yang terbebani dan kota tidak produkidgi
(Herlambang,2006).

4.1.2. Letak dan luas wilayah kota Tangerang

Letak Kota Tangerang secara geografis terletak padesi 106°
42’ Bujur Timur (BT) dan 6° 6’ - 6° Lintang SelatdhS), letak tersebut
sangat strategis karena berada di antara Ibukegmifd DKI Jakarta dan
Kabupaten Tangerang, sesuai dengan instruksi Rrediomor 13 Tahun
1976 tentang pengembangan Jabodetabek (Jakartagr,Baxepok,
Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan sskth daerah
penyangga ibukota negara. Secara administratifs k@ta Tangerang
sekitar 18.378 Ha (termasuk Kawasan Bandara Iriensd Soekarno
Hatta 1.969 Ha), merupakan wilayah dataran rendaigah ketinggian
rata-rata 30 m dpl. Kota Tangerang memiliki akdsbtsis dan
konektifitas secara nasional dan internasional y@ail. Kota Tangerang
memiliki akses yang sangat bagus ke Bandara Irtena Soekarno

Hatta and Pelabuhan International Tanjung Priok.
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Peta 1IPETAWILAYAH ADMINISTRASI KOTA TANGERANG

13 ({iga bela) Kecamatan, 104 (seratus empagiahal

(Sumber : www.tangerangkota.go

Denganposisi yang strategis sebagai pintu gerbang Indarmkzs
sebagai daerah penyangga ibu , maka kota Tangerang akan men
lokasi strategis bagi persembunyian atau daeratigpan bagi para pelal
kejahatan yang akan mengganggu situasi keamanadakirta dan

sekitarnya.

4.1.3. Visi, misi dan kebijakan Pemerintah kota Tangeranc

4.13.1. Visi

Visi dari suatu daerah selalu mengalami proses
panjang dan telaahan yang mendalam dari berbalyak perkait
(stakeholders). Sedangkan visi itu sendiri merupakan suatu
pandang ke masa depan yang mengilhami setiap aindsé&car:

emosional dan memotivasi secara positif untuk mgeickondisi
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yang diinginkan di masa mendatang. Pengembangana Kot
Tangerang dengan melihat kondisi dan potensi-potgrsy ada
maka diformulasikan visi Kota Tangerang periode 2602013

adalah :

‘MEMBANGUN PERADABAN BARU DITENGAH KOTA
INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA, PEMUKIMAN
DAN PENDIDIKAN YANG AHKLAKUL KHARIMAH”

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, Pemerkth
Tangerang pada 5 Tahun kedepan bercita-cita mewajud
masyarakat yang maju, berbudaya, bermoral, dan dalera
(masyarakat madaniyyah), dengan prioritas pembargyrada

industri, perdagangan dan jasa, pemukiman seridigikan.
4.1.3.2. Misi

Secara umum, misi kota Tangerang dapat diartikbagai
sesuatu hal yang harus dilaksanakan agar visilkartgerang dapat
direalisasikan dengan baik. Bertolak dari rumusasi kota
Tangerang tahun 2009-2013 tersebut, maka misi yakan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi kota Tangeratajadn :

Mewujudkan dan menguatkan tata pemerintahan yaikg ba

(Good Governance).

- Mendorong pertumbuhan ekonomi.

- Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan sosial.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktuand

pelayanan publik.

- Mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelamjuta
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4.1.3.3. Tujuan

Untuk menwujudkan visi dan misi pemerintah tahu@20
2013, maka telah dirumuskan 6 (enam) tujuan pembery
daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersefaitu :

- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transpara
akuntabel, dan partisipatif

- Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien

- Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis
sumberdaya lokal

- Pengembangan pertanian sebagai sektor penyeimbang
dalam perekonomian

- Perkembangan sektor perdagangan dan pariwisata

4.1.4 Aspek Ipoleksosbud dan Keamanan Kota Tangergn
4.1.4.1. Aspek ideologi dan politik

Masih adanya upaya - upaya yang mendeskreditkan
pemerintah / pejabat terutama dari kelompok ekskanan dan
ekstrim Kiri serta yang golongan tidak puas atalorggan frustasi
lainnya. Belum tertangani secara tuntas oleh petadri dalam
menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa,imtetkan
hambatan dalam program pembangunan. Masih adampedaan
taraf hidup yang tajam dikalangan masyarakat méampaotensi
tumbuhnya rasa antipati terhadap pemerintah yam@ @&khirnya
dapat mengarah pada rentannya rasa persatuan slnde bangsa.

Demikian pula belum konsistennya dan belum adanya
kebijakan pemerintah yang masih dirasa belum bakpipbada
kepentingan karyawan/buruh cenderung menimbulkarmegr atas
pemberlakuan Undang — Undang Ketenagakerjaan db&tragai

bentuk unjuk rasa oleh para karyawan/buruh.
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4.1.4.2. Aspek ekonomi

Industri  merupakan  kontributor  terbesar  dalam
perekonomian kota Tangerang. Namun dalam kurun uwvhita
tahun terakhir, perkembangannya semakin menuruaga@bana
tercermin dari menurunnya kontribusi industri dalRDRB, yaitu
tahun 2000 sebesar 54,28% menurun menjadi 51,18 fa&un
2004, dan semakin menurun hingga menjadi 50% p@dé-2007.
Penurunan kontribusi tersebut berbading terbalikngda
peningkatan jumlah industri selama 5 tahun teraKrarcatat pada
tahun 2008 jumlah industri di kota Tangerang sab&%il9 unit,
sedangkan pada tahun 2004 adalah 489 unit dengan la
pertumbuhan rata-ratanya sebesar 10% per tahurdis{darsebut
mengindikasikan bahwa produktifitas industri di &ofangerang
semakin menurun meskipun jumlah industrinya merahgk

Data jumlah industri di kota Tangerang 2006-2010

Tahun
Jenis Industri

2006 2007| 2008 2009 2010

Skala Kecil 1.156 | 1.215| 1.251 1.298 1.312
Skala Menengah 141 164 195 24p 358
Skala Besar 166 219 275 338 386

Tabel. 1 Sumber : Perda Kota Tangerang Nomor 1Taba0

Akibat menurunnya kontribusi sektor pertanian tdgm
perekonomian di kota Tangerang adalah terjadingastormasi
struktural, dimana perekonomian kota mulai berggesela sektor
sekunder-tersier. Hal ini tercermin dari terjadinpg@nurunan
jumlah lahan pertanian di kota Tangerang sebe€#i0tHa sejak
tahun 2004 hingga 2008 , yakni dari sebesar 1.62patla tahun
2004 menjadi 1.101 Ha pada tahun 2008. Penurumalaljulahan
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pertanian tersebut adalah sebagai akibat dari faligsi lahan
menjadi pemukiman dan industri serta sarana pengdgga

Terkait dengan masalah ekonomi, jumlah pengangguran
terbuka di kota Tangerang cenderung meningkat cengia-rata
pertumbuhan sebesar 1,2% per tahun, tahun 2007mlahu
pengangguran terbuka sebesar 125.531 Jiwa, dengafah
pencari kerja sebesar 29.024 Jiwa. Jumlah pencania kini
cenderung stagnan dari tahun ke tahun, dengan-regta jumlah
pencari kerja sebanyak 28.000 per tahun. Apabiterdiingkan
antara jumlah kesempatan kerja dengan rata — mdankpatan
kerja yang ditawarkan per tahun sekitar 9.000 |layaor, maka
terlihat ketidakseimbangan antara jumlah pencarjakeengan
jumlah lowongan kerja yang tersedia di kota Tanggradal ini
cukup mengindikasikan betapa sulitnya mencari pa&erdi kota
Tangerang, sebagaimana perbandingan berdasarkana mat
pencaharian di bawabh ini :

Pegawai negeri : 6.166 (0,4%)
Swasta / karyawan : 59.738 (4%)
Petani ? 10.247 (0,7%)
Industri : 124.037 (8,5%)
TNI / Polri : 2.465 (0,17%)
Pengangguran : 1.269.924 (86,23%)

4.1.4.3. Aspek sosial budaya

Penduduk kota Tangerang pada tahun 2011 berjumlah
1.700.334 jiwa, dari jumlah tersebut perbandingamigh
penduduk berdasarkan agama dan keyakinannya sddsagait :
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Islam :1.078.101 Jiwa (85,1%)
Kristen : 136.821 Jiwa (10,8%)
Budha . 40.539 Jiwa (3,2%)
Hindu :10.134 Jiwa (0,8%)
Kepercayaan : 1.267 Jiwa (0,2%)

Bagi pemeluk agama Islam di Tangerang ada kelompok
Islam Ahmadiyah yang berjumlah sekitar 3.000 kepadhiarga
tersebar pada 8 masjid di Kecamatan Ciledug danaridatan
Cipondoh, mereka menjalankan ajaran Islam namuak tgesuali
dengan kaidah — kaidah agama Islam yang di anht sgéagian
besar umat Islam pada umumnya. Keberadaan pendsiant
Ahmadiyah ini, merupakan penduduk asli di dua kextam
tersebut, mereka sudah turun — temurun bertempggal dan

menjalankan keyakinannya secara damai.

Tangerang juga memiliki jumlah komunitas Tiongheay
cukup signifikan, komunitas mereka biasa di seb@@ina
Benteng. Mereka didatangkan sebagai  buruh  oleh
kolonial Belanda pada abad ke 18 dan 19, dan kelbanydari
mereka tetap berprofesi sebagai buruh dan petawiaya mereka
berbeda dengan komunitas Tionghoa lainnya di Tamgeketika
hampir tidak satupun dari mereka yang berbicaragaeraksen
Mandarin, mereka adalah pemeluk Taoisme yang kaattdtap
menjaga tempat-tempat ibadah dan pusat-pusat kétesumiereka.
Secara etnis, mereka tercampur dengan penduduK asljerang,
namun menyebut dirinya sebagai Tionghd€ina Benteng).
Banyak makam Tionghoa yang berlokasi di Tangeraagab
gocap, tanah cepe, dan rawa kucing), kawasan pegiaagerang
berlokasi di Pasar Lama, Benteng Makassar, Kaplfagawaci
(bukan Lippo Village), dan sepanjang bantaran su@gadane di
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kampung Sewan, di tempat ini orang-orang dapat makan
makanan dan barang-barang berciri khas China Bgnteada
waktu — waktu tertentu atau hari besar keagamaamghba,
masyarakat dapat menyaksikan atraksi budaya Cheyerts
Barong Sai, Kirab Joly dan lomba perahu nfggkcun) di sungai
Cisadane.

4.1.4.4. Aspek kemanan

Dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dandhya
yang sudah di uraikan di atas sangat terkait dengjuasi
keamanan di kota Tangerang. Gambaran situasi keamkota

Tangerang 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Data kejadian kriminalitas di kota Tangerang

TAHUN 2008 | TAHUN 2009 T';E']%JON
NO JENIS PERISTIWA
CT CcC CT CcC CT CcC
1 PEMBUNUHAN 5 3 5 3 2 3
2 ANIRAT 152 129 140 114 104 | 63
3 CURAT 389 | 213 391 217 239 | 110
4 CURAS 40 22 39 22 46 13
5 CURANMOR 470 121 | 467 121 319 22
6 CURI BIASA 110 60 29 29 13 12
7 PERJUDIAN 52 65 46 61 33 29
8 PEMERASAN 28 19 27 18 22 3
9 PERKOSAAN 19 8 16 10 2 4
10 PEMALSUAN 21 12 20 13 20 13
11 PENCULIKAN 2 1 2 1 2 0
12 ANIAYA RINGAN 50 36 47 35 20 17
13 CURI BIASA 110 60 114 59 58 34
14 PENGGELAPAN 160 74 172 96 155 | 69
15 PENIPUAN 247 85 305 112 244 | 71
16 PENGRUSAKAN 27 14 27 14 23 13
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17 PENGGELAPAN JABATAN 23 23 25 26 43 23
18 PEMALSUAN SURAT 9 7 9 7 9 6
19 LINGKUNGAN HIDUP 4 0 3 0 0 0
20 SUMPAH & KET PALSU 5 2 5 2 4 2
JUMLAH 1160 595 1358 269

Tabel. 2 Sumber : Bag Ops Polres Metro Tangerarig, K911
Dapat dilihat dari angka-angka data diatas makanka
angka pengangguran di kota Tangerang cukup tinggika bentuk
kejahatan yang berkaitan dengan mengambil hak roiigng lain
secara melawan hukum (pencurian, penggelapan, usenip
mempunyai prosentase tertinggi dari jumlah totaltble kejahatan
lainnya yakni 63% (untuk crime total tahun 2010).
Dengan posisi sebagai kota yang sangat strategisbut
diatas, maka kejahatan dibidang narkotika dan obat-berbahaya
juga marak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari d&&sus-kasus Narkoba

di kota Tangerang tiga tahun terakhir sebagai

No | Tahun| Jumlah kasus Jumlah tersangka Jumlah & &rii

1 2008 337 kasus 389 tersangka 67883.15 gram daun
ganja + 4 pohon

12.3 gram heroin

18.84 gram sabu

987 butir pil lexotan

29 butir pil ectasy

1 tabung urine

2 2009 238 kasus 325 tersangka 49763.68 gram ganja
136.5 gram heroin
19.33 gram sabu
63 butir pil lexotan
1098 butir ectasy

3 2010 188 kasus 231 tersangka 76209 gram ganj
121.1 gram sabu
5.9 gram heroin

D

Tabel. 3 Sumber : Sat Narkoba Polres Metro Tangeanta, 2011

Maraknya kasus narkoba selain didukung dengamligon
wilayah yang sebagian besar terdapat industri, yolenggan dan
pabrik dan lapangan pekerjaan yang sulit, maka arepengahsilan

dengan memproduksi atau menjual narkoba akan badiyaikati
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masyarakat karena sangat menjanjikan selain bah&n mudah
didapatkan didalam negeri, proses produksinyanyak tsulit, dan
harga pemasarannya cukup tinggi. Oleh karena itnbpeantasan
terhadap kejahatan narkoba cukup berat, tidakddedaPolri sendiri
tetapi perlu keterlibatan Pemda (BNK) dan selurulemen
masyarakat.

Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk di kota
Tangerang baik karena faktor kelahiran maupun akilbbanisasi,
maka berdampak pada makin padatnya arus lalu Iditgdan raya.
Karena volume kendaraan tidak sesuai lagi dengadigopanjang
jalan yang lambat pembangunannya maka kasus-kasiedakaan
lalu lintas juga semakin meningkat dari tahun ketahMeskipun
Polri telah berupaya mencegah terjadinya kecelakesritu tidak
dapat menghilangkan sama sekali terjadinya kecatakau lintas.
Data kejadian kecelakaan lalu lintas di kota Taaggrselama 5
(lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Data kejadian kecelakaan lalu lintas di kota Taager

No Tahun Jml Korban Kerugian
laka | MD | LB LR | Benda Materi / Rp

1 2006 348 66| 267 276 575 916.650.000
2 2007 351 69 17y 335 561 770.775.000
3 2008 411 52 113 50( 704 1.078.940.000
4 2009 470 35 189 507 749 624.400.000
5 2010 524 61 231 514 853 899.823.000
6 2011 162 5 36 186 251 220.450.000

Jan s/d Mei)

Tabel. 4 Sumber : Sat Lantas Polres Metro Tangafanta, 2011

Dari data diatas dapat di analisis bahwa selam&ugas-
tugas polisi lalu lintas lebih memfocuskan padaatugeamanan,
ketertiban, kelancaran lalu lintas ( Kamtibcar &)t akibatnya
angka kematian manusia pengguna jalan raya cukggitiNamun
setelah Direktorat Lalu lintas mencangkan pentiagrprogram

keselamatan “traffic safety” pada tahun 2006 angkaatian akibat

Universitas Indonesia

Administrasi kepolisian..., Tavip Yulianto, Pascasarjana Ul, 2011.



62

kecelakaan berangsur-angsur menurun. Diseluruhadoremang
mengakui bahwa taffic safety merupakan tugas yagiqg bagi
polisi lalu lintas, untuk itu Polri sekarang mempansemboyan
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancarkn lilstas

(Kamseltibcar lantas).

Salah satu penyebab timbulnya kecelakaan laltasin
adalah faktor kesadaran hukum para pengemudi kamdayang
masih mempunyai mental menerabas, dengan melanggasu-
rambu lalu lintas yang ada. Pelanggaran terhadaptedib berlalu
lintas ini tetap tinggi meskipun Polri telah mel&kn kegiatan rutin
maupun operasi kepolisian “Patuh Jaya” atau “opefabra” dan
bahkan melakukan operasi “Simpatik”, namun hake&lum mampu
menurunkan jumla angka pelanggaran, tanpa didukdeggan
peningkatan kesadaran hukum masyarakat itu semhta jumlah

pelanggaran lalu lintas di kota Tangerang 5 (lineagkhir sebagai

berikut:
Data pelanggaran lalu lintas di kota Taaggr

No Tahun Jumlah pelanggar lalu lintas Keterangan
1 2006 63.079 Di tilang

2 2007 59.871 Di tilang

3 2008 63.244 Di tilang

4 2009 80.182 Di tilang

5 2010 72.175 Di tilang

6 2011 38.077 Jan s/d Mei

Tabel. 5 Sumber : Sat Lantas Polres Metro Tangefara, 2011

Sebagai kota industri maka kota Tangerang tiddlegas
dari persoalan unjuk rasa buruh yang secara rutaksdnakan
tanggal 1 Mei (Mayday) yang dilaksanakan secaradmea-sama
gabungan dari beberapa kelompok organisasi bunug) gda, namun
pada hari-hari biasa unjuk rasa buruh lebih sertegjadi
dibandingkan dengan unjuk rasa lainnya biasanya yamgkut

tuntutan normative kaum buruh . Umumnya aksi-akgiki rasa di
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kota Tangerang di picu dengan adanya kebijakan pEmerintah
atau pihak perusahaan yang kurang mengakomodirraaspi
masyarakat. Data kejadian unjuk rasa di kota Tamgedalam 3

(tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

Data kasus unjuk rasa di kota Eaangg

Kelompok unras 2008 2009 2010 Isu
Karyawan perusahaan 109 kali62 kali | 105 kali Hak buruh
Warga 16 kali| 12 kalij 17 kali Hak hidup
Sopir angkot 6 kali 4 kali 8 kali Trayek
LSM 16 kali 8 kali 14 kali Kebijakan
Pemkot
Pelajar / Mahasiswa 2 kali 11 kali 7 kal Politik
Parpol - 3 kali 1 kali Politik
Wartawan - 2 kali 1 kali Hak pers
Jumlah 149 102 | 153 kali
kali kali

Tabel. 6 Sumber : Sat Intelkam Polres Metro TamggKota, 2011

Sebagai kota besar yang heterogen maka benturan-
benturan budaya dan kepentingan antar suku bangsakamuniti
sering terjadi, hal itu terjadi karena di dalam komi ada sejumlah
tokoh yang saling bersaing dan berada dalam keddaghk untuk
akumulasi kepemilikan sumber daya alam dan untudispposisi
sosial kunci yang terbatas di dalam komunitas yaegangkutan.
(Suparlan,1998). Oleh karena itu kasus tawuranr akgbompok,
maupun aksi kekerasan massa juga berpotensi tedadiota
Tangerang. Sebagai contoh kasus-kasus konflik akeéompok

yang terjadi di Tangerang sebagai berikut :
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Data kejadian tawuran / anarkis massa tahun 2040 s

sekarang

No Kasus Keterangan

1 | Tawuran supporter Persita/Persikota denggaktor
warga di dalam kota Tangerang Fanatisme
setiap  jadwal

pertandingan

2 | Penggusuran pemukiman Cina Benteng | Benyerangan
kampung Sewan bantaran sungai Cisadane | terhadap  Sat
Pol PP

Tabel. 7 Sumber : Sat Intelkam Polres Metro TaaugKota, 2011

Sejalan dengan semakin menyempitnya lahan-lahaarnpen
atau lahan terbuka sebagai resapan air di kota €fang yang
banyak beralih fungsi menjadi pemukiman dan pedokdan mall,
mengakibatkan bencana banjir semakin meningkat,rfiaerlihat
dengan semakin luasnya lokasi, ketinggian air, damanya
genangan air. Pada tahun 2008 terdapat 62 lokagir bgang
tersebar di 13 Kecamatan, bencana banjir tersebuwkitbatkan
makin berkurangnya daerah resapan air karena sudahjadi
pemukiman penduduk, hal itu di perburuk lagi dendamdisi
saluran drainase di kota Tangerang yang saat ifb Saluran

drainase sekunder dalam kondisi tidak layak ataukou

Permasalahan lain yang juga semakin meningkat ikejaga
adalah masalah kebakaran, data menunjukan tahuhtafjadi 163
kali kebakaran atau sekitar 14 kali kejadian sebajpan dengan
kerugian mencapai 38 milyar. Kebakaran banyak diskdn karena
faktor kelalaian warga untuk mengamankan sumbemtgui listrik

yang sering menjadi pemicu terjadinya kebakaran.
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Data kebakaran di kota Tangerang tahun 2006-2010

. 200 | 201
No Jenis Data 2006 2007 2008 9 0
1 Frekuensi kebakaran 136 116 206 128 163
Jumlah kerugian
33. | 38.
Harta (dalam Jutaan 11.564 11.264 11.600,3
057 | 522
2
Orang (luka-luka) - 2 2 -
Orang (Meninggal) - 4 4 2

Tabel. 8 Sumber : Dinas Kebakaran kota Targgr2010

Untuk menjaga agar situasi kota Tangerang tetapndal
kondisi yang kondusif, maka keberadaan markas-rakesatuan
TNI dan Polri yang ada di wilayah kota Tangeranggsé penting.
Berbagai gangguan keamanan yang muncul ditangaoarase
bersama-sama namun bila berkaitan dengan masalalmhdan
kriminalitas -~ maka Polri di kedepankan, namun teapad
permasalahan sosial lainnya yang dapat menggareggudnan Polri
selalu berkoordinasi dengan aparat territorial /1 D yang ada,
kesatuan-kesatuan yang berkontribusi mengamankanTiemgerang

antara lain :

Polres Metro Tangerang Kota dan 8 Polsek jajaranny

Batalyon 203 Arya Kemuning Jatake

Kodim 0506 Tangerang
- Sub Detasemen Polisi Militer/ TNI Jatake

Bila ditinjau lagi awal sejarah terbentuknya kotngerang
yang mula-mula dirintis atau dibangun oleh 3 (tigeggng Maulana
dari Banten , maka budaya Banten sangat besarn gekejaruhnya
dalam kehidupan masyarakat di kota Tangerang. Buday

masyarakat yang bernuansa religius (islam) tubuh bakembang

Universitas Indonesia

Administrasi kepolisian..., Tavip Yulianto, Pascasarjana Ul, 2011.



66

pada semua sisi kehidupan masyarakat Tangerang.digfon
kehidupan itu semakin menguat dengan dibuatnya omktita
Tangerang ” Kota yang berahlakul kharimah” yang gasmung
maksud dan tujuan agar kehidupan masyarakat sagsanti
mencerminkan ahlak yang baik atau berahlak mulidanda
kehidupan keseharian masyarakat. Bahkan untuk rgahceasuk
dan berkembangnya nilai-nilai yang tidak sesuaigdeanajaran
agama islam seperti perbuatan minum-minuman kexragdlacuran
pemerintah kota Tangerang telah membuat Peratuagnab nomor
7 tahun 2005 tentang larangan menjual minuman ldemaderaturan
Daerah nomor 8 tahun 2005 tentang larangan praéticuran.
Kedua peraturan daerah itu sangat mendapat dukungagarakat

sehingga sangat efektif dalam memberantas penyasyarakat.

Bagi tugas-tugas kepolisian keberadaan kedua Perda
tersebut dan ditunjang oleh kondisi masyarakat yahgius, sangat
mendukung tugas-tugas kepolisian dalam pembinaantitkaas.
Kondisi demikian harus di imbangi dengan perilakggota Polri
yang tidak bertentangan dengan budaya setempat.uriten
Prof.Satjipto Rahardjo "sosok polisi yang ideal laapolisi yang
cocok dengan masyarakat’(Rahardjo, Diskusi panembaga
Penelitian dan Pengkajian penegakan hukum
Indonesia,Semarang,2000). Maka petugas Polri yakgrfa di kota
Tangerang seharusnya mereka yang berahlak baik bésgoadah
dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang berkembangntasyarakat

kota Tangerang.

Perkembangan yang pesat di kota Tangerang mentgu ko
modern bila dilihat dari sisi keamanan menganduraernsi
kerawanan yang dapat mengganggu stabilitas keamadian
masyarakat, dan sudah barang tentu akan menjadingan tugas
bagi Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanannlenurut

Prof.Parsudi Suparlan bahwa ” dalam masyarakat emotugas
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polisi adalah menjaga jangan sampai jalannya pdylang
mensejahterakan masyarakat tersebut terganggueasteenti karena

adanya tindakan kejahatan atau kerusuhan sosslgaflan, 1999).

Sumber-sumber masalah sosial di kota Tangerang yang
berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan iketert

masyarakat antara lain :

a. Masalah kependudukan dengan semakin terbukanya akses jalan
keluar masuk kota Tangerang dan meningkatnya lagiat
pembangunan mengundang semakin banyak terjadibgaigasi ke
kota Tangerang. Jumlah penduduk kota Tangerang kisema
meningkat baik karena faktor kelahiran maupun sémak
bertambahnya kaum pendatang yang mencari pekegagiota
Tangerang. Kondisi demikian menimbulkan persoalaagi b
pemerintah kota terutama masalah pemukiman, korsikgketa
lahan meningkat, maupun persoalan pengelolaan kiatia yang
sering terhambat oleh kepentingan warga.

Tujuan kaum pendatang di kota Tangerang sebagtaarb
adalah mencari sumber kehidupan atau mencari lapapekerjaan,
sedangkan data menunjukan meskipun jumlah indostusahaan di
kota Tangerang dari tahun 2006 — 2010 mengalamingkatan ,
namun yang terjadi justru produktifitas mengalaemygrunan akibat
krisis ekonomi global maupun krisis ekonomi di dalanegeri.
Kondisi ini menyebabkan penyerapan tenaga kerjajaderkecil
sehingga jumlah pengangguran di kota Tangerang lseniesar
(86,23%) dengan pertumbuhan 1,2% pertahun. Saafjumlah
pengangguran yang ada sebanyak 1.269.924 jiwa jdarlah
penduduk kota Tangerang 1.700.334 jiwa. Jika junmesyarakat
yang menganggur dan tidak memiliki sumber pengaaslebih
besar dari yang bekerja, sedangkan kebutuhannya Hgvenuhi hal

ini akan memicu seseorang untuk berbuat apa sajaasek
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melanggar hukum asalkan kebutuhannya terpenuhitatasu
kebutuhan dasarnya.

Menurut teori Maslow bahwa ”motivasi manusia sangat
dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu ndipe
Selanjutnya menurut Maslow bahwa kebutuhan yangsh@irpenuhi
mulai dari kebutuhan yang paling penting dahulu béian
meningkat ke yang tidak terlalu penting. Ada 5 @)nkebutuhan
dasar menurut Maslow, disusun berdasarkan kebutyduag paling

penting hingga yang tidak terlalu krusial sebagaikut :

1. Kebutuhan fisiologis, contohnya adalah : sandangakaian,
pangan / makanan, papan / rumah, dan kebutuhavgisdeperti
buang air besar, buang air kecil, bernafas, danskelbagainya.

2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan, contoh sepebias dari
penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari ragalstias dari
teror, dan lain sebagainya.

3. Kebutuhan sosial, misalnya adalah : memiliki temaemiliki
keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dam-lan.

4. Kebutuhan penghargaan, contoh : pujian, piagangatgasa,
hadiah, dan banyak lagi lainnya.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, adalah kebutuhan damgkean untuk

bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat danngaat
Jika kebutuhan dasar dari masyarakat kota Tangerang

yang menjadi pengangguran itu tidak dapat dipemadia dapat
menjadi sumber gangguan kamtibmas antara lainmitkalitas
dengan kekerasan akan naik, konflik antar komunviga untuk
mempertahankan kepentingannya akan sering tejatlkan bisa
menimbulkan kerusuhan massal jika orang-orang hatseli
provokasi atau dimanfaatkan oleh oknum tertentgdernmbalan

untuk melakukan kerusuhan.

b.  Masalah sosial budayamasyarakat kota Tangerang sangat

heterogen berbagai suku bangsa dan budayanya atssyarakat
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kota Tangerang. Keberagaman suku bangsa dan bydagaada
sangat berpotensi timbulnya benturan-benturan  &kiba
kepentingan dari masing-masing kelompok. Masyardkata
Tangerang sebagian besar 85,1% menganut agama tkam
nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupasyarakat
kota Tangerang sesuai ajaran agama Islam . Olemn&atu isue
agama paling mudah dimanfaatkan oleh oknum tertentuk
memprofokasi massa melakukan tindak kekerasan dapha
kelompok minoritas. Sejalan dengan era demokrabela@san
menyampaikan pendapat yang sedang melanda kehidupan
masyarakat Indonesia saat ini, tidak jarang kors#isiacam ini di
manfaatkan oleh kelompok ormas tertentu melakuké&si a
intimidasi dan kekerasan terhadap pihak lain dengangatas

namakan agama.

Keberadaan komunitas "Cina Benteng” yang sebagian
besar menguasai pusat-pusat perdagangan / ekonohwtal
Tangerang disamping ikut mendorong laju perputaonomi
kota, juga mengundang kerawanan sosial terutamikSARA.

Hal ini bisa dimungkinkan terjadi akibat kecemburudingkat
kesejahteraan penduduk asli yang rendah dengam Kaina
Benteng di kota yang kaya. Potensi konflik ini dapaja dipicu
dengan memanfaatkan isue penggusuran pemukiman Cina
Benteng di bantaran sungai Cisadane di kampung rSewa
Neglasari. Pemukiman Cina Benteng di kampung Seshaumni
oleh komunitas Cina Benteng kurang lebih sebanyaB®kepala
keluarga, yang rata-rata rendah taraf kehidupannakoya
(buruh/tani) dan sebagian besar penganut agamasnacatau
Budha. Dalam beberapa kali upaya pemerintah kotakulean
penggusuran pemukiman itu mendapat perlawanan vaanga
sehingga sampai saat ini belum dapat dilaksanakhmuginya.
Dengan adanya isue-isue yang dihembuskan oleh okexiemtu
bahwa penggusuran itu ditujukan untuk menertibkandeng-
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kandang peternakan babi yang ada disepanjang tepgas
Cisadane milik warga Cina Benteng yang mencemambgr air
minum warga kota Tangerang yang sebagian besagdmaea
muslim.Hal ini sangat sensitif menimbulkan konfiikassa yang

mengarah pada SARA.

Permasalahan sosial lainnya yang menonjol di kota
Tangerang adalah keberadaan aliran Ahmaddiyah jyamighnya
cukup banyak kurang lebih 3000 orang. Komunitas Atidiyah
ini  merupakan komunitas penduduk asli khususnyagyan
bermukim di kecamatan Cileduk dan di Cipondoh Taagg.
Mereka memiliki 8 Masjid tempat mereka menjalanikzdahnya
sehari-hari, salah satu diantara masjid itu bexiddalam kota.
Sebagaimana diketahui bahwa aliran Ahmaddiyah ini
menimbulkan polemik di masyarakat luas yang menalak
menuntut supaya aliran Ahmaddiyah ini di bubarkan dilarang
kegiatannya di seluruh Indonesia karena di anggapatannya
menyimpang dari agidah Islam yang di anut oleh gi@elbabesar
umat muslim di Indonesia. Bahkan puncak dari tuamtut
masyarakat kepada pemerintah untuk membubarkaranalir
Ahmaddiyah dengan terjadinya peristiwa Cikuesik tBanpada
tanggal 6 Februari 2011 yang lalu dan menimbulkam&n jiwa
3 orang dan harta benda, salah satu dari korbaebuetr di

makamkan di wilayah Cipondoh kota Tangerang.

Meskipun secara umum aksi-aksi penentangan aliran
Ahmaddiyah yang terjadi di kota Tangerang relatfak ada,
namun ancaman penentangan dari kelompok Islamyaijustru
datang dari luar kota Tangerang khususnya datarigndayah
Jakarta mengingat wilayah kecamatan Ciledug daroriph
berbatasan langsung dengan Jakarta. Hal ini mepgdiatian
khusus bagi petugas kepolisian dan pemerintah Kateyerang

untuk terus memantau perkembangan yang terjadiadiyarakat
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khususnya kegiatan dari komunitas Ahmaddiyah itmdse
maupun upaya pencegahan dari kelompok-kelompolentert
yang ingin melakukan tindakan main hakim sendirhaedap

komunitas Ahmaddiyah yang ada di kota Tangerang.

C. Masalah keamanan Berbagai kasus kejahatan yang terjadi
lebih disebabkan karena banyaknya angka penganggiea
sulitnya mencari lapangan pekerjaan di kota Tamger&asus-
kasus pencurian pada dasarnya terjadi karena aata dain
kesempatan, oleh karena itu peran masyarakat disi potuk
menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan  asang

diperlukan.

Masih lemahnya peran pengamanan swakarsa untuk
mengamankan diri dan lingkungannya, serta masilargmnya
pelaksanaan tugas polisi dalam bentuk patroli dambinaan
terhadap masyarakat menyebabkan sistem keamargkuinigan
di masyarakat menjadi kendor. Menurut Prof.Parstuparlan
bahwa :"Fungsi utama dari polisi adalah mencegajadimya
kejahatan, yaitu memelihara keteraturan dan kbtertsosial agar
kehidupan masyarakat ini beradap”.(Suparlan,2008)) karena
itu Kepolisian Metro Tangerang Kota dituntut untakenjalankan
fungsinya di masyarakat dengan mengajak dan mietibat
masyarakat untuk berperan serta dalam mencegahditef

kejahatan.

Perkembangan tehnologi informasi dan komunikaspya
demikian pesatnya juga telah merubah gaya hidupyanaisat
kota Tangerang, gaya hidup masyarakat modern d@értibngan
makin meluasnya penggunaan sarana komunikasi tedphuer
dari anak-anak sampai orang tua. Akibat semakin amoyh
mengakses informasi melalui internet dari telponlulee
(handphone) masyarakat semakin mudah mendapatkan
terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidakus¢siengan
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norma dan budaya Tangerang, dampaknya kasus-kegisatan
penyalahgunaan narkoba meluas di masyarakat, disgmp
kejahatan-kejahatan kekerasan lainnya yang pengpagkya
membutuhkan dukungan tehnologi yang canggih. Plersoga
Polri khususnya di tingkat Polres belum memilikirgegkat
tehnologi yang dapat membantu mengungkap kasus kgesg

terkait dengan tehnologi informasi dan komunikasi.
4.2.Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota
4.2.1 Sejarah Polres Metro Tangerang Kota

Sejarah Kepolisian di Tangerang tidak terlepas sigdarah panjang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini dédmakan bentuk
Kepolisian di Indonesia berupa polisi nasiornational police). Didalam
sebuah kelompok masyarakat senantiasa diperlukeysifeepolisian yang
mempunyai tugas untuk menjaga keteraturan dantiketerdalam tata
kehidupan warganya. Sebagaimana keberadaan Pok&® Wangerang
Kota di Kotamadya Tangerang yang masuk dalam adirasi
pemerintahan propinsi Banten berfungsi menjaga r&etan dan
ketertiban dalam kehidupan masyarakat di kota Tramge

Awalnya Polres Tangerang adalah sebuah kesatuam yRwolg
memiliki 23 wilayah Polsek di Tangerang dengan Kegsopertama Letkol
Pol Drs. Moch Sapuan. Namun setelah terjadi peraekatilayah antara
kabupaten dan kotamadya, maka Polres Tangerangalikam menjadi 2
(dua) wilayah yakni Polres Metro Tangerang (kota) €olres Tangerang
Kabupaten berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol: /3@&p1/2004
tanggal 30 Juni 2004 dengan Kapolres Metro Tangerdata yang
pertama Kombes Pol Drs. Ketut Untung Yoga, SH, MoH&ebanyak 17
Polsek masuk menjadi wilayah hukum Polres Kabupayakni Polsek
Balaraja, Mauk, Serpong, Curug, Teluk Naga, TigsaalKresek, Kronjo,
Rajeg, Sepatan, Pasar Kemis, Cikupa, Legok, Cideaadok Aren, dan
Paku Haji. Sedangkan 8 Polsek lainnya masuk wilayakum Polres
Metro Tangerang Kota yakni; Polsek Tangerang k&an{eng), Batu
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ceper, Benda, Neglasari, Cipondoh, Ciledug, Jathgrdan Karawaci, dan
satu Polsek lagi yaitu Polsek Bandara Soekarno ttaHf tingkatkan
statusnya menjadi Polres Bandara Soekarno — Hatta.

Selanjutnya dengan Keputusan Kapolri No.Pol: Kefy282008
tanggal 27 Agustus 2008, status Polres Metro Tamgedi tingkatkan dari
Polres tipe A2 menjadi Polres tipe A1K. Peningkatdatus tersebut
dengan pertimbangan untuk peningkatan organisasrs&ewilayah Polri
guna mempersiapkan kekuatan dan kemampuan intkesatuan guna
menghadapi hakekat ancaman dan perkembangan lliggkustrategis,
dan guna optimalisasi hasil pelaksanaan tugas pBkdik sesuai tuntutan
dan harapan masyarakat.

Organisasi Polres Metro Tangerang kembali mengabemibahan
tipe berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/892010 tanggal 25
Juni 2010 dari tipe lama A1lK menjadi tipe “Metropah”, dan
nomenklatur penyebutannya pun diganti berdasarkeputisan Kapolri
Nomor: Kep/397/V1/2010 tanggal 25 Juni 2010, dawir®s Metro
Tangerang menjadi “Polres Metro Tangerang Kotai’.allalah landasan
hukum yang paling terbaru sehubungan dengan pesubadrubahan
organisasi Polres yang ada di Tangerang kota. Dehgatuk organisasi
Polres yang baru ini diharapkan pelayanan kepalidiaTangerang kota
dapat menjawab harapan masyarakat sesuai perkearbamagg terjadi
dalam masyarakat.

Wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota berada di
Kotamadya Tangerang yang masuk wilayah PropinsitédanBatas
wilayahnya di utara dengan Kabupaten Tangerangmdir dengan DKI
Jakarta, di selatan dengan Kota Tangerang seldtandi barat dengan
Kabupaten Tangerang. Terdapat 13 kecamatan, 102akein, 659 RW,
dan 3.250 RT. Meskipun ada 13 kecamatan tetapijuriablseknya hanya
ada 8, artinya ada beberapa Polsek yang wilayameyabawahi lebih dari

satu Kecamatan yakni :

No Polsek Jumlah Kecamatan Keterangan
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» Kecamatan Karawaci
1 Polsek Karawaci 2
» Kecamatan Priuk
] » Kecamatan Cipondoh
2 Polsek Cipondoh 2 .
» Kecamatan Pinang
e Kecamatan Ciledug
. » Kecamatan Karang
3 Polsek Ciledug 3
Tengah
e Kecamatan Larangan
_ » Kecamatan Jatiuwung
4 Polsek Jatiuwung 2
» Kecamatan Cibodas
5 | Polsek Tangerang/Benteng 1 « Kecamatan Tangerang
6 Polsek Neglasari 1 » Kecamatan Neglasari
7 Polsek Batuceper 1 o Kecamatan Batuceper
8 Polsek Benda 1 » Kecamatan Benda

Tabel. 9 Sumber : Bag Ops Polres Metro Tangerarig,Kk911

Menurut lokasi keberadaan Polres Metro Tangeranta isecara
administrasi pemerintahan masuk pada Provinsi Ban@mun secara
organisasi kepolisian keberadaan Polres Metro TangeKota bukan
dibawah kendali Polda Banten melainkan dibawah &&mahgsung Polda
Metro Jaya. Pembagian wilayah kepolisian menumatf. PAwaloedin
Djamin berpendapat bahwa : "pembagian wilayah Badda, Polres dan
Polsek bila keadaan personil, dana dan pelengkegbaim memadai perlu
di arahkan pada pembagian wilayah administrasi petaé di daerah,
mengingat Polri harus bekerja sama yang erat dratdaelan aparat
penegak hukum lainnya yang pada pokoknya mengiketinbagian

wilayah administratif pemerintah daerah.” (Djan1i895)

Sejauh ini hubungan Polres Metro Tangerang Kotagalen
pemerintah daerah baik Provinsi Banten maupun W@ikrangerang
serta dengan aparat penegak hukum lainnya telgddredengan baik dan
tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan operasibbhapangan, justru
yang terjadi dari sisi keamanan keberadaan PolretsoM angerang Kota
secara langsung dapat menguntungkan 2 kedua wilagdh jakarta

maupun Banten/Tangerang yakni : ikut membantu nreagian ibukota
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negara (Jakarta) dan sekaligus mengamankan wil&gén Tangerang

yang merupakan bagian dari Provinsi Banten.

Polsek-Polsek adalah sebagai ujung tombak pelakranzgas
Polri di kewilayahan yang langsung bersentuhan aenmasyarakat.
Mengingat kerawanan dan luasnya wilayah di kotag&esng maka
terhadap Polsek-Polsek yang masih membawahi 2 atildgecamatan
perlu secara bertahap segera di bentuk untuk mepc#mua kecamatan
yang ada dengan perbandingan 1 Polsek membawahiildyatv
kecamatan. Polsek-Polsek yang perlu segera di baagiara lain: Polsek
untuk kecamatan Priuk (saat ini masuk Polsek KacgwRolsek untuk
kecamatan Pinang (saat ini masuk Polsek CipondBlo)sek untuk
kecamatan Karang Tengah dan kecamatan Larangah i(sasnasuk
Polsek Ciledug), Polsek untuk kecamatan Cibodeat (samasuk Polsek

Jatiuwung).
4.2.2. Struktur organisasi.

Kesatuan Polres Metro Tangerang Kota beradawab&endali Polda
Metro Jaya berdasarkan Keputusan Kapolri NomorsPadkep/23/1X/2010
tanggal 30 September 2010 tentang Organisasi denKlexja Satuan-satuan
Organisasi Polri pada Tingkat kewilayahan, pada pieen "C" Polres

struktur organisasi Polres Metro Tangerang Kotageiberikut :

Bagan 3. Struktur organisasi Polres Metro Tangekatg.

STRUKTUR ORGANISASIPOLRES

KAPOLRES
WAKAPOLRES
UNSUR PIMPINAN
I | 1 1
| SIWAS | | SIPROPAM | SIKEU | | SiuM |
BAGOFRS BAGREN BAGSUMDA
1 I 1
I SUBBAGBINOPS ” SUBBAGDALOPS ” SUBBAGHUMAS I I SUBBAGPROGAR | I SUBBAGDALGAR || SUBBAGPERS ” SUBBAGSARPRAS ” SUBBAGKUM

UNSUR PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN

f I
SENTRA PELAYANAN
KEPOL ISIAN TERPADL SATINTELKAM | SATRESKRIM SATRESNARKOBA

I I I I S ———  E— 1
| SATEINMAS || SATSABHARA || SATLANTAS | :_SATFAMOBWT: | SATPOLAR 1 SATTAHTI
e UNSURPELAKSANATUGASPOKOK _
ooomsnemsre s e
mpolL. UNSUR PENDUKUNG
| POLSEK |

UNSUR PELAKSANATUGAS KEWILAYAHAN
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Struktur organisasi Polres disusun berdasarkanaparan tugas
Polres kedalam fungsi-fungsi, yang disusun dalagiababagian sebagai
berikut.

a. Unsur pimpinansfrategic apex)

Unsur pimpinan terdiri dari seorang Kapolres ydregpangkat
Komisaris Besar Polisi (KOMBES) dan seorang Wakagsolyang
berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). UntRolres Metro
jabatan Wakapolres diisi oleh pangkat Ajun KomsaBesar Polisi
(AKBP) yang sudah pernah menjabat sebagai Kapdipes B dan
sudah mengikuti Pendidikan Sekolah Staf dan Pinmpialri (SESPIM
POL)

b. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana saetir{ostructure).

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf tediiri tiga
jabatan Kepala Bagian (Kabag) yang diisi dengarrasep Perwira
berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yaitu Kalsagerasi (Kabag
Ops), Kabag Perencanaan dan Anggaran (Kabag Ren)Kdaag
Sumber Daya (Kabag Sumda).

c. Unsur pelaksana utamapérating core)

Unsur pelaksana utama terdiri dari Kepala Satudaelilen dan
Keamanan (Kasat Intelkam), Kepala Satuan Resersriré&l (Kasat
Reskrim), Kepala Satuan Narkoba (Kasat Narkoba)pake Satuan
Bimbingan Masyarakat (Kasat Binmas), Kepala Sataphara (Kasat
Sabhara), dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatasaryang diisi oleh
seorang Perwira Menengah berpangkat Ajun Komidaesar Polisi
(AKBP).

d. Unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Unsur pelaksana tugas kewilayahan di Polres M&angerang

Kota terdiri dari 8 Polsek dengan tipeban yang dipimpin oleh Kapolsek
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dengan pangkat Komisaris Polisi (KOMPOL). Strukbuganisasi Polse

Metro dapat digambarkan sebagai beri

Bagan 4 Struktur organisasi Polsek Metropoli

BERDASARKAN KEP. KAPOLRI NOMOR : KEP/366/V1/2010 TGL : 16 JUNI 2010

KAPOLSEK
(KOMPOL)
WAKAPOLSEKTA
(AKP)
1
UNIT PROVOS /TP
BA:3
1 1 |
) UNIT KUM )
UNIT STUM UNIT HUMAS
BA:2
I 1 BA:2
| 1]
URREN MIN / UR TAUD/ UR TAHTI
BA BA BA :2,PNS1I/1:2
1 1 1 1 1 |
qll KT A ! ! : L !
SP UNIT INTELKAM - UNIT BINMAS UNIT .
UNIT RESKRIM T ARA UNIT LANTAS
SPKT B
SPKT C PANIT INTEL PANIT RESKRIM 1 PANIT TBINMAS PANII SEHR PANIT LANTAS
— —
PANIT INTEL PANIT RESKRIM IT PANIT 11 BINMAS PANIT 1I SBHR PANIT LANTAS
BA: 6 ” BA: 6 ” BA :10 I I BA: 4 I I BA: 18 I | BA:8

POSPOL

Dengan struktur organisasi yang baru ini organiBadies Metrc
Tangerang akan lebih meningkat lagi baik kuantitesipun kualitas
Dari sisi kekuatan jumlah personil akan bertambah dari kualita:
kemampuan para manajernya akan meningkat sejalan idejode
kepangkatan baru bagi kabag dan Kasat berpangkBPAKedangka
untuk para Kapolsek dijabat oleh personil yang &egiat Kompol
Disamping itu organisasi yang baru telah menghidapkembali uni
pembinaan masyarakat (Binmas) yang selama ini hildiganti
dengan sebutaBinamitra, dan bahkan di tingkat Polsek dihapus
Oleh karena itu struktur organisasi yang baru eviypdi ikuti dengar
penjabaran akan tugas dan kewenangan m-masing fungsi,

sehingga mudah dilaksakan oleh unsur pelaksanandidyahar
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4.2.3. Personil

Dengan struktur organisasi sesuai deng@eputusan Kapolri Nomor
Polisi: Kep/23/IX/2010 tanggal 30 September 201fiarg Organisasi dan Tata
Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri pada Tingkatilayahan, pada Lampiran
"C", maka daftar susunan personil yang seharusmgragawaki sebanyak 1620
personil (untuk Polres 900 personil dan Polsek &0Rwlsek). Kondisi riil jumlah
personil Polres Metro Tangerang Kota saat ini sghlanl455 personil atau
dengan kata lain masih kekurangan 165 personilkubtsa memenuhi jumlah
sesuai dengan DSP sebagaimana dimaksud dalam &apukapolri tersebut
diatas. Komposisi penempatan personil sesuai dekayadhisi riil saat ini sebagai
berikut:

Data penempatan personil Polres Metro Tangerang Kattahun 2011

No Sat fung / Polsek Pamen Pama Ba Ta  JmiHoli  PN$mI Polri/PNS | Ket

1 | KA/WAPOLRES 2 - - - 2 - 2

2 BAG OPS 4 3 7 - 14 1 15

3 BAG REN 3 1 2 - 6 1 7

4 BAG SUMDA 4 7 20 - 31 13 44

5 | SIWAS 1 2 2 - 5 1 6

6 | SIPROPAM 1 2 24 - 27 - 27

7 | SIKEU - 1 3 - 4 4 8

8 SIUM 1 2 3 - 6 8 14

9 SPKT 1 4 15 - 20 - 20

10 | SAT INTELKAM 1 7 49 - 57 1 58

11 | SAT RESKRIM 2 15 88 - 105 1 106

12 | SAT RES NARKOBA 2 4 24 - 30 1 31

13 | SAT BINMAS 5 4 10 - 19 1 20

14 | SAT SABHARA 2 5 192 - 199 3 202

15 | SAT LANTAS - 6 164 - 170 9 179

16 | SAT TAHTI 1 1 3 - 5 1 6

17 | SITIPOL 1 - 6 - 7 - 7

18 | PA/BAGUGAS 1 2 3 - 6 - 6
JUMLAH 32 66 615 0 713 45 758
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1 SEK TNG

71

76

78

2 | SEKBT.CEPER

66

71

73

3 SEK CILEDUG

108

114

118

4 SEK JT UWUNG

98

105

110

5 SEK CIPONDOH

100

104

107

6 | SEKBENDA

63

67

67

7 | SEKNEGLASARI

58

62

63

8 SEK KARAWACI

3

74

78

3

81

JML POLSEK

8

33

638

0

677

20

697

JML POLRES

32

66

615

0

713

45

758

JML RES+SEK

40

99

1253

0

1390

65

1455

Tabel. 10 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangefatay 2011

Karena Polri bertanggung jawab untuk melindungiajivharta
benda dan hak-hak dari seluruh penduduk maka pasiah anggota Polri
dan jumlah penduduk harus dijadikan pedoman, ustakdar PBB rasio
ideal perbandingan polisi dengan masyarakat adildf0, sedangkan
untuk kota Tangerang rasio perbandingan jumlah Beligan masyarakat
saat ini 1:1200 jumlah itu masih jauh dari starfdBB. Tapi di Indonesia
menganut sistem keamanan swakarsa dimana masyariket
berpartispasi mengamankan lingkungannya sendiritu yadengan
mengadakan Satuan Pengamanan (Satpam) di lingkungahna atau
industri dan pelaksanaan ”Siskamling” bagi lingkangpemukiman
warga. Dengan berkembangannya sistem pengamanarkarsaa
sebenarnya tidak perlu perbandingan Polri dan nnakgh seperti yang
distandarkan oleh PBB atau yang sudah berkembapgrtseli negara
maju dengan perbandingan 1:400 meskipun demikibaraipkan secara

bertahap dapat ditingkatkan karena di beberapaaegka yang 1:250.

Sebagian besar anggota kepolisian bertugas sepatisi tugas

umum @eneral police duty) yang di Polri dikenal sebagai Sabhara. Pada

umumnya anggota polisi dididik sebagai polisi tugasum dalam
pendidikan pembentukan, dan setelah itu ditambatgate kemampuan

kejuruan seperti Polantas, Reserse, Intel dan ldan-di pusat-pusat
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pendidikan. Untuk anggota Polres Metro Tangerarigysdahun secara
bertahap mengikut sertakan personilnya mengikutdkkan kejuruan di
pusat-pusat pendidikan Polri. Data personil benttasa kualitas

kejuruannya akan di bahas pada uraian fungsi-fuspggiasional Polri.

Pada organisasi Polres Metro Tangerang kompossrigkatan
personil lebih banyak pada kepangkatan Bintaranggh bentuk struktur
kepangkatan menjadi menggelembung dibawah tidagopsmnal. Prof.
Awaloedin Djamin mengatakan bahwa : sebagai organiguasi militer,
kepolisian dari dulu terdiri atas Tamtama, Bintdian Perwira (zaman
hindia Belanda Agent, Hoofdagent, Inspectur de Ca@sanis van Politie).
Walaupun Undang-undang nomor 2 tahun 2002 menyatakggota Polri
berpendidikan paling rendah SMA, tidak berarti patgTamtama di
hapus. (Djamin, 2010). Selanjutnya menurut Djanyiang perlu diatur
adalah pendidikannya misalkan untuk tingkat Tamtgmeesyaratannya
tidak terlalu berat dan lama pendidikan enam bulatuk tingkat Bintara
syarat lebih berat lama pendidikan satu tahun,rggdan untuk perwira
( Akpol) syarat lebih berat lagi dengan lama peikaiad tiga tahun.

Yang perlu disesuaikan setelah Polri pisah dengsih ddalah
jumlah pangkat Tamtama dan Bintara pada TNI. Perselpakat dengan
apa yang disarankan oleh Prof.Awaloedin Djamin ggarlah pangkat
Tamtama cukup dua dan pangkat Bintara cukup tigamgkat perwira
untuk Pama, Pamen dan Pati Polri tidak perlu diul@ngan demikian
tujuh pangkat dapat dihilangkan tanpa mengurangn daahkan
meningkatkan mutu anggota Polri dari Tamtama sangragan Perwira.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan organisasi PMietso
Tangeran membagi personel Polres Metro Tangeramg Kalam

penugasan — penugasan sesuai fungsinya sebadaitberi
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No Fungsi Jumlah Polri| Jumlah PN$ Keterangan
operasional
1 | Sat Intelkam 57 1
2 | Sat Reskrim 105 1
3 | SatNarkoba 30 1
4 | Sat Sabhara 199 3
5 | SatLantas 170 9
6 | Sat Binmas 19 1
7 | Jajaran Polsek 677 20
Jumlah 1257 36 88,8 %

Tabel. 11 Sumber : Bag Ops Polres Metro Tangeranig,R011

Karena keberhasilan Polri umumnya diukur dari keasitan

pelaksanaan tugas pokok seperti diatur dalam uRrdadang nomor 2

tahun 2002 serta semua peraturan perundang-und#igaga yang

terkait dengan tujuan Polri, sehingga fungsi ut&®aolisian adalah

bersifat operasional. Oleh karena itu kekuatangmélrsebagian besar

(88,8%) ditempatkan pada bidang operasional.

Namun tidak ada manajemen operasional yang bertzamph di

dukung oleh manajemen pembinaan yang tepat daaiseth karena

itu sebagian kekuatan personil digunakan untuk mengruktur

organisasi bidang pembinaan sebagai berikut :

Data personil yang bertugas pada fungsigoesan

No Fungsi pembinaan| Jumlah Polrij Jumlah PN$  Keterangan
1 | Kapolres/Wakapolres 2 -

2 | Bag Ops 34 1

3 | Bag Sumda 31 13

4 | Bag Ren 6 1

5 | SiUm 6 8

6 | SiPropam 27 -

7 | SiWas 5 1

8 | SiKeu 4 4

9 | SiTipol 7 -

10 | Dokkes 1 1

Jumlah 121 29 11,2 %

Tabel. 12 Sumber : Bag Ops Polres Metro Tangerantg,KR011
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Susunan organisasi yang sudah tepat harus disitehaga-tenaga
yang tepat pula, baik jumlah, kualitas, tempat daktunya. Hal ini
yang dimaksud dengan manajemen sumber daya maryasig
mencakup nilai, sikap dan perilaku manusia. Stiuétganisasi Polres
Metro Tangerang Kota berdasarkan keputusan Kapoimor Polisi :
KEP/23/1X/2010 tanggal 30 September 2010 merupakanktur
organisasi yang dianggap tepat sesuai dengan tmmamang dihadapi
Polri saat ini sebagai Polres tipe Metropolitan KAl Struktur
organisasi tersebut saat ini di Polres Metro TaamygrKota secara
bertahap telah diisi sesuai dengan personil-pdrsgang secara
kualitas baik kemampuan maupun ketrampilan sudanggap layak
oleh dewan kebijakan karier (Wanjak), meskipun mmlipersonil
masih kurang 162 personil dari daftar susunan pdrdSP) namun
pelaksanaan tugas tetap dapat berjalan baik meskitoarapkan

secara bertahap kekurangan personil tersebut dapatuhi.
4.2.4. Fungsi — fungsi operasional.
4.2.4.1. Fungsi Sabhara

Tugas pokok Sabharégeneral duty police) adalah pengaturan,
penjagaan, pengawasan dan patroli, atau dapablédmpelaksanaan tugas
polisi umum. Sebagai anggota Polri yang memiliknkenpuan mengetahui
secara terbatas tugas-tugas polisi lalu lintas Rieserse maka jika terjadi
kemacetan lalu lintas maka anggota Sabhara dapsganenya, demikian
halnya bila terjadi TKP maka anggota Sabhara dapstgamankannya

sambil menunggu kedatangan anggota Reserse.

Tugas-tugas penjagaan anggota Sabhara di MakesPidetro
Tangerang Kota dilaksanakan oleh 42 personel yanggasannya dibagi
menjadi 3 (tiga) regu dengan kekuatan 14 orang/réggas penjagaan ini
dilaksanakan dengan pola setiap regu bertugas a€l2njam sehari atau

dengan kata lain tugas penjagaan dilaksanakan desigéem 2 shift
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sehari. Jumlah anggota sudah cukup, hal ini teniarg tepat karena
untuk produktifitas kerja adalah 8 jam sehari.

Mereka seharusnya bertugas 24 jam sehari, 7 $&minggu
dengan pembagian tugas terdiri dari 3 siuifodg), atau 3 x 8 jam sehari.
Dengan kata lain mulai bertugas dari pukul 06.0§1 pampai pukul 14.00,
pukul 14.00 sampai pukul 22.00, dan dari pukul @2s@mpai dengan
pukul 06 pagi. Pembagian waktu ini sudah berlakakseaman Hindia
Belanda.

Tugas-tugas Sabhara (turjawali) dikenal sebggphice patrol,
termasuk mengamankan TKP, pelayanan dan membardyanafat atau
secara umum tugasnya adalako “protect and to serve’. Dalam
perkembangannya tugas Sabhara juga menyelesaikéikaja® warga,
membantu masyarakat yang meminta bantuan penga@alasebagainya
yang kemudian berkembang menjaoimmunity policing.

Data pengawalan Polres Metro Tangerang Kota taBaf 2

No Pemohon pengawalan Barang yang dikawal Ket

1 Bank Uang 1883 kali

2 Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narapidana 6 kali

3 Kejaksaan Terdakwa 240 kali

4 Dinas P & K Soal — soal ujian 1 kali

nasional

5 KPU kota Tangerang Surat suara dan kotak| Pilkada

suara Walikota
tahun 2008

Tabel. 13 Sumber : Sat Sabhara Polres Metro Tangdtata, 2011

Patroli dilaksanakan untuk mencegah bertemunyat man
kesempatan agar tidak terjadi kejahatan. Kegiatdrolp Sabhara Polres
Metro Tangerang Kota dilaksanakan oleh 54 persomelg terbagai
menjadi 3 (tiga) regu patroli dengan menggunakand&san roda 4
(mobil) dengan penugasan 12 jam/hari dalam setiapilrada 2 petugas
sabhara(two man patrol). Patroli juga dilaksanakan dengan kendaraan

roda 2 (dua)/ sepeda motor oleh udiahgkal” yang berjumlah 20 orang
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dengan pola setiap sepeda motor dikendarai 2 ¢tangnan patrol). Pola
patroli Sabhara yang dilaksanakan sebagai berikut :

No Jenis patroli Jumlah Waktu Keterangan
Personel Tiap regu kerja

1 Patroli mobil 54 14 pers/regu 12 jam/hari  Two rpatrol

2 Patroli spd motor 18 6 pers/regu 12 jam/hari Twan patrol

3 Patroli bersepedal - - - Tidak

dilaksanakan
4 Patroli jalan kaki - - - Tidak

dilaksanakan

Tabel. 14 Sumber : Sat Sabhara Polres Metro Tangéd¢ata, 2011

Bila dihadapkan dengan kondisi nyata di masyarakatrusnya
pelaksanaan patroli Sabhara lebih ditingkatkan,imal bertujuan untuk
menjaga hubungan kedekatan antara Polri dengan anaksy dalam
rangka memberikan perlindungan dan pelayanan, unméncegah
terjadinya kejahatan. Patroli Sabhara seharusrsa roenyentuh tempat-
tempat pemukiman warga, pusat-pusat pertokoanteraiasuk di pasar-
pasar tradisional dimana masyarakat banyak berkudgrumelaksanakan
aktifitas. Dengan kehadiran polisi ditengah-tengasyarakat diharapkan
dapat memberikan rasa aman. Untuk itu pelaksanagilipdengan jalan
kali (foodpatrol), patroli dengan bersepedbidycle patrol) harus tetap
dilaksanakan disamping kegiatan patroli denganepexda motor, atau
dengan kendaraan roda empat. Karena tidak munghiisi pakan
berpatroli di pasar-pasar tradisional dengan casepeda motor atau
mobil. Di kota-kota besar dunia seperti New Yorlgilagan patroli polisi
dengan berjalan kaki dan bersepeda mereka masikulldn, karena
mereka menyadari bahwa kegiatan patroli tidak adaihgannya dengan
kemajuan jaman, tetapi lebih ditekankan bagaimaehadiran dan
kedekatan polisi di tengah masyarakat. Oleh kaitenaelaksanaan patroli
Sabhara di Polres Metro Tangerang Kota hendaknyanb&k

mengaktifkan kegiatan patroli jalan kaki dan ataatrg@i bersepeda
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khusunya untuk tempat-tempat yang padat dan haisgadialui dengan
cara berjalan kaki atau bisa dilalui dengan bexdap

Pelaksanaan patroli dengan care man patrol, two man patrol
atau lebih dalam kendaraan roda empat juga perakdanakan kembali,
mengingat saat ini sudah jarang patroli dilaksanagatroli one man
patrol. Babinkamtibmas yang ada di tiap-tiap kelurahamas@mya
dijadikan Sabhara yang bertugas patroli sekaligalsnd rangka tugas
community policing.

Pembagian wilayah patroli sesuai dengan beatnyangas masing

sebagaimana tergambar dibawah ini :

Peta. 2 Ploting wilayah patroli Sabhara Polres M@&angerang Kota

PETA PLOTING STRONG POINT & ROUTE

UNIT PATROLI KOTA SAT SABHARA
) "Ny

BEAD |- (6001)

BEAD IV - (6008)
STRONG POINT SMA 1 TNG
ROUTE PATROLI STRONG POINT JL. GARUDA

ROUTE PATROLI :
JL.PEMBANGUNAN 1, JL.PAP 2, JL.
GARUDA, JL. DARUSSALAM, LEO BARU

JL. KISAMAUN, JL. MT HARYONO, JL.P.
KEMERDEKAAN, JL. VETERAN, JL. TMP

TARUNA, JL. M. YAMIN, JL.
JEND.SUDIRMAN

__/
(o)

BEAD Il - (6002 )
STRONG POINT MASJID A. YANI
ROUTE PATROLI :

BEAD XV I- (6007)
STRONG POINT PRAPATAN KANTOR
ROUTE PATROLI :
JL. PROKLAMASI, JL. CEMPAKA, JL
KAVLING PEMDA, JL. IMAM BONJOL, JL.
GATOT SUBROTO, JL. LETDA SUPRAPTO,
JL. M. TOHA, JL. GALEONG, JL. ASRYA

SANTIKA, JL. SASMITA

BEAD XV - (6006)

STRONG POINT MALL TANG CITY

ROUTE PATROLI :

JL.OTISTA RAYA, JL. KS TUBUN, JL.
BAYUR, JL. M. TOHA, JL. ARYA KAMUNIMH,
JL. SANTIKA

JL. DAAN MOGOT, JL. HPK
KEBON BESAR, JL. AMPERA,

JL. PERUM SIMPRUG, JL BENTENG
BETAWI JL. M. HASANUDIN.

BEAD IX - (6003)

STRONG POINT CIPONDOH MAKMUR
ROUTE PATROLI :

JL. KH. HASYIM ASHARI, JL. RASUNA SAID,
JL. KBN, NANAS, JL. MAULANA HASANUDIN
JL. PERUM PORIS PLAWAD, JL. TAMAN
ROYAL, JL. BANJAR WIJAYA

_

BEAD XV - (6005)

STRONG POINT TL TANAH TINGGI
ROUTE PATROLI

JL. BOUROQ KARANG SARI, JL.
PEMBANGUNAN 2, JL. DR. SITANALA

DUTA GARDEN

BEAD X - (6004)

STRONG POINT PERGUDANGAN NUSA DU,
ROUTE PATROLI

JL.JL. ADI SUCIPTO, JL. YOS SUDARSO,
KP. RAWA BAMBAN, PERUM ALAM RAYA,
KOMP. PERGUDANGAN NUSA DUA, PERUM
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Terkait tugas tugas Sabhara maka harus ada bukw-pedoman /

petunjuk yang dapat dijadikan pedoman bagi anggbl@pangan. Buku-buku

petunjuk fungsi teknis yang dimiliki satuan SabhBrdres Metro Tangerang Kota

selama 5 tahun terakhir sebanyak 14 buah dengamciger sebagai berikut :

No No. Juklak/Juknis Tal Tentang ;L Ket
Skep Kapolri No.Po Pedoman sistem pengamanan
L] Skep/738/X/2005 13-10-2005 obyek vital nasional
Sebutan, penggunaan baret
Skep Kapolri No.Po sebagai tutup kepala pada
: Skep/582/1X/2006 Satu
2 28-09-2006| pakaian dinas Samapta Polri buku
Skep Kapolri No.Po Sebutan, penggunaan pakaian
: Skep/584/1X/2006 dinas seragam Samapta Polri
yang bersifat khusus
3 Perkapzlggépol N 5-12-2006 | Pedoman pengendalian massa
Dari Dir
4 - 2007 Buku panduan Dalmas | Samapta
PMJ
Tata cara penyelenggaraan
pelayanan, pengamanan dan
5 Perkap No: 9 /200§ - penanganan perkara
penyampaian pendapat di
muka umum
Pedoman
6 | pelaksanaan No.Paol 21-01-2009 Police quick respon PMJ
: Domlak/03/1/2009
Peraturan Pengaturan kegiatan
7 Kababinkam Polri | 31-12-2009 masyarakat dan kegiatan
No: 08 / 2009 pemeritah
Peraturan
8 Kababinkam Polri | 31-12-2009 Penjagaan
No: 09 / 2009
Peraturan
9 Kababinkam Polri | 31-12-2009 Pengawalan
No: 10 / 2009
Peraturan
10 Kababinkam Polri | 31-12-2009 Patroli
No: 11 /2009
Peraturan . .
11 | Kababinkam Polri | 31-12-2009| ' /n02kanperiama d tempal
No: 12 / 2009 jadian perkara ( )
Peraturan
12 Kababinkam Polri | 31-12-2009 Penanganan Tipiring
No: 13 /2009
Himpunan peraturan Kapolri
13 - 2010 bidang operasional tahun
2008-2010
14 Plg?ﬁgpljsgggll\éo' 08-10-2010 Penanggulangan anarki

Tabel. 15 Sumber : Sat Sabhara Polres Metro Tangétata, 2011
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Dari data tersebut belum ada buku petunjuk yanggeten tentang
pembagian shiftploeg) dalam tugas pejagaan, sehingga hampir seluruh
kesatuan kewilayahan baik Polres maupun Polsek are$ Metro
Tangerang masih melaksanakan penjagaan dengams¥sieift sehari atau
2x12 jam.

Kemampuan teknis fungsi Sabhara yang dimiliki anggBabhara di
Polres Metro Tangerang Kota pada umumnya masihakerttal ini dapat dilihat

dari data jumlah anggota yang pernah mengikuti joécah kejuruan (Dikjur)
adalah sebagai berikut :

) Dikjur
No Uraian Jumlah

Belum Sudah

Serse 9

Lantas 5

Sabhara/perintis 3
Sandi
Tipiring

Anggota| 199 177

. . Binmas
Sabhara| personil Personil

Brimob

RN R N e

Polmas

Laka lantas 1
TPTKP 1
AWC 1

Tabel. 16 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangdfais 2011

Dengan kondisi masih banyaknya anggota Sabhara lgahgn
mengikuti pendidikan kejuruan, maka fungsi pembmngzeriu segera
merencanakan untuk mempersiapkan anggota tersefuk ditingkatkan
kemampuannya agar dipersiapkan mengisi unsur-wsenasional lainnya
seperti Reserse, Intel, dan Lalu lintas.

4.2.4.2. Fungsi Reserse

Tingkat kemampuan anggota Reserse Polres Metroefamg Kota
dalam rangka tugas penyelidikan dan penyidikan tddipiéhat dari kualitas
pendidikan yang pernah di ikuti.
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Jumlah anggota Dikjur Keterangan
105 Sudah Belum 51,4 % yang sudah mengikuti
54 Pers 51 Pers Dikjur

Tabel. 17 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangdfais 2011

Dengan gambaran tingkat kemampuan/kualitas dagBeserse
tersebut di atas maka produktifitas dalam penyelagserkara dalam kurun

5 tahun terakhir bisa di gambarkan sebagai berikut

No | Tahun CT cc Tunggakan %
Jml | SP-3 | P.21] Limpah Cabut

1 2005 | 1966 | 779 22 757 0 0 1187 40%
2 2006 | 2118 | 808 0 804 0 0 1310 38%
3 2007 | 2509 | 967 5 967 0 0 1542 39%
4 2008 | 2835 | 113( 109 988 19 0 1705 40%
5 2009 | 2502 | 135( 22 514 55 759 1152 54%
6 2010 | 2307 | 1014 4 466 12 513 1293 44%
JML | 14237| 6048 162 4495 86 1272 8189 42%

Tabel. 18 Sumber : Sat Reskrim Polres Metro Tamgekata, 2011

Buku pedoman yang dimiliki oleh Sat Reskrim Polidgetro
Tangerang Kota hanya ada 2 (dua) buku yaitu “Pedgmeayidikan tindak
pidana (Skep Kabareskrim No.Pol : SKEP/82/XII/2BYSRESKRIM)”
dan “Pedoman penyelenggaraan administrasi penyid&kep Kabareskrim
No.Pol : SKEP/82/X11/2006/BARESKRIM)”. Sedangkantuk pengawasan
dalam rangka proses penyidikan perkara belum diledsan sebagaimana
mekanisme yang diatur Peraturan Kapolri Nomor 1furta2009 tentang
pengawasan dan pengendalian penanganan perkarza piddingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini teatidengan belum adanya

pejabat yang ditunjuk sebagai pengawasan penyidik.

KUHAP tidak mengenal istilah Polri sebagai penyidiknggal,
karenanya ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNSiilah yang
digunakan Menteri Kehakiman dalam Keputusan Mentéto. M-
01.PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksakbdidAP, Bab |
bidang penyidikan adalah Penyidik utama. PPNS laeddzhwah koordinasi
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dan pengawasan serta petunjuk dan bantuan perBadiik(pasal 7 ayat (2)
dan pasal 107). PPNS bila telah selesai melakulenyigikan segera
menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntunumelalui penyidik
Polri (pasal 107 ayat (31)). Dalam rangka pelakaanagas koordinasi dan
pengawasan (Korwas) PPNS yang sudah dilaksanalen $dt Reserse
Polres Metro Tangerang Kota adalah sebagai berikut

No Instansi Jumlah Keterangan
PPNS
1 Dinas Kesehatan 3 orang Instansi
Otonomi
2 Dinas Industri, perdagangan dan 2 orang Instansi
koperasi Otonomi
3 Dinas Lingkungan Hidup 4 orang Instansi
Otonomi
4 Kantor Imigrasi 1 orang Instansi
Otonomi
5 Disnaker 3 orang Instansi
Otonomi
6 Dinas Trantib 5 orang Instansi
Otonomi
7 Dinas Perhubungan 19 orang Instansi
Otonomi
Jumlah 37 orang

Tabel. 19 Sumber : Sat Reskrim Polres Metro Tamgekata, 2011

Kegiatan koordinasi dengan PPNS tidak rutin, basbats
penanganan kasus—kasus yang terjadi sesuai deing&og tugas instansi
masing-masing, kegiatan dalam rangka pembinaaatiip&h maupun rapat
koordinasi) belum pernah dilakukan mengingat kdsabumasing-masing

instansi.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PP8eam rangka
mendukung tugas-tugas kepolisian hanya sebataskukala penyidikan
kejahatan terhadap peraturan perundang-undangag lpadaku dalam
lingkup instansi/departemennya, dengan adanya Wpdadang otonomi
daerah (Undang-undang nomor 32 tahun 2004) makanavgan yang
dimiliki instansi pemerintah yang ada di kota Tanage bersifat otonom,
oleh karena itu kewenangan penyidikan yang dilaRuR®NS di tingkat
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daerah/kota perlu di tinjau kembali legalitasnyaaré¢ha kewenangan
penyidikan tidak termasuk dalam kewenangan yangtainomikan maka
sudah sepatutnya kewenangan PPNS untuk menyidiahaaa di tingkat
pusat atau departemen. Di kota Tangerang keberd&fES hanya ada di 7
(tujuh) instansi pemerintah dengan jumlah sebar8/&lorang. Sejauh ini
pembinaan oleh Polri terhadap PPNS masih kurarakukibn dan hanya
sebatas koordinasi dalam penanganan kasus yangditedj lingkup

instansinya.

Reserse kriminal atacriminal investigation atau sekarang lebih di
kenal dengarscientific criminal investigation karena baik taktik maupun
tehnologi yang digunakan oleh para pelaku kejah#tteth berkembang
pesat sehingga pengungkapannya sangat memerlukakungin
laboratorium forensik dan identifikasi forensik. Mgngat keberadaan
laboratorium forensik dan identifikasi forensik ukitPolda Metro Jaya
masih mengandalkan dari Mabes Polri sehingga @sokituk permintaan
bantuan dari Polres cukup panjang dan lama, akibatPolres Metro
Tangerang Kota lambat dalam pengungkapan kasus-kasg memerlukan

bantuan pengungkapan secara ilmiah.

Dalam rangka penyidikan kasus-kasus Narkoba &oMetro
Tangerang Kota memiliki satuan fungsi Reserse Nmkdengan jumlah

anggota sebagai berikut :

Data kualifikasi anggota Sat Narkoba Polres M&angerang Kota

Jumlah anggota Dikjur Keterangan
) Sudah Belum 60 % yang sudah
Polri: 30 | PNS: 1 S
18 Pers 12 Pers mengikuti Dikjur

Tabel. 20 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangdfaia 2011

Jumlah kasus yang ditangani oleh Sat Narkoba Pdlteso Tangerang
Kota tahun 2010 adalah sebagai berikut :
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No Keterangan Jumlah
1 Crime Total 188
2 Crime Clearence 163
3 Jenis Tindak Pidana

a. Narkotika 152
b. Sabu 34
c. Baya 0
d. Lain —lain 0

Tabel. 21 Sumber : Sat Narkoba Polres Metro Tamgeikata, 2011

Dalam pengungkapan kasus-kasus Narkoba perlu adargraitas
dan sharing informasi antara Polres, Polda dan Mabes Polrir aga
pengungkapan kasus-kasus Narkoba dapat lebih malksiRerlunya
peningkatan komitmen kepada seluruh penyidik untmemberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat mengingat kaygskomplen dari
masyarakat kepada Polri di bidang penyidikan disaghpemberdayaan
Pengawas Penyidik. Dalam rangka pencegahan peredidaekotika dan
obat-obatan terlarang di masyarakat kota Tanger&ajuan Reserse
Narkoba Polres Metro Tangerang Kota bersinergi denBNNK (Badan

Narkotika Nasional Kota) Tangerang

Masih besarnya tunggakan perkara dari tahun kentadelain
karena belum didukungnya kegiatan penyidikan adéimalogi yang baik di
samping terbatasnya dukungan anggaran juga kemamgwaber daya
manusia yang masih kurang, oleh karena itu dipariulpeningkatan
anggaran maupun pelatihan bagi penyidik sesuai aterkgndala yang
dihadapi dan pengadaan peralatan yang dapat mekaqurkgsus dengan

menggunakan tehnologi informasi dan komunikasi.

Cara-cara pemeriksaan yang bersifat penyiksaanna¢agabaikan
hak-hak tersangka harus dihindarkan, maka pemahaemang KUHAP
bagi anggota Reserse harus terus di tingkatkannikgfemeriksaan dan
interogasi harus dilakuakn dengamvithin sight dan within hearing”
karenanya perlu peralatan sendiri seperti kacausrpandang, CCTV dan
lain-lain. Tersangka wajib didampingi pengacara datuarga berhak
mengetahui perkembangan penyidikan melalui surambpetahuan
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perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), demikian-esk tersangka dan
keluarganya wajib diperhatiakan bila merasa prpsayidikan tidak adil.

4.2.4.3. Fungsi Intelkam

Intel sebagai mata dan telinga pimpinan melaksandegiatan
deteksi dini dalam rangka mencegah timbulnya skefadian sejak awal.
Pada Polres Metro Tangerang Kota kegiatan Inteljgaksanakan oleh

anggota sebanyak 58 personil dengan data sebagaitbe

L DIKJU
DIKJUR INTEL R 0
NO KESATUAN PER | BA | BA PA PA PA | LAIN- &

S DAS | LAN | DAS | LAN | SEN | LAIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sat Intelkam Polres
Metro Tangerang

1 | Kota
a. PAMEN 1 - - - 1 - - 100%
b. PAMA 8 - - 2 - - 6 25%
c.BA 48 41 2 - - - 5 89.58%
d. PNS 1
JUMLAH 58 41 2 2 - - 11

Tabel. 22 Sumber : Sat Intelkam Polres Metro TaarygKota, 2011

Untuk mendukung kegiatan deteksi dini di tingkatisek belum
ada unit Intel yang beroperasional penuh, saakdgiatan deteksi dini di
tingkat Polsek hanya dilaksanakan oleh 1 (satuygBintara pengumpul
data (Bapuldata).

Kewajiban bagi setiap anggota Polri membuat lapondormasi
(LI) sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 01 taH8D7, telah
dilaksanakan dengan jumlah laporan informasi selaan 2010 datanya
hanya sebanyak 2444 laporan informasi.
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Data produk yang dibuat Sat Intelkam Polres Metatngerang Kota tahun

2010

No Jenis Produk Target Riil
1 LHI (Laporan Harian Informasi) 365 365
2 KIRHAR (Perkiraan Harian) 365 365
3 LI (Laporan Informasi) 2400 2444
4 INFOSUS (Informasi Khusus) 120 96
5 LHK (Laporan Harian Khusus) 1800 1537
6 LA (Laporan Atensi) 6 3
7 LAPSUS (Laporan Khusus) 6 1
8 TELIN (Telaahan Intelijen) 6 0
9 | KIR TAHUNAN (Perkiraan Tahunan) 1 1
10 | TELMING (Telaahan Mingguan) 48 48
11 | TELBUL (Telaahan Bulanan) 12 12
12 | KIRSUS (Perkiraan Khusus) 6 13
13 | KIRKAT (Perkiraan Singkat) 6 55
14 | KIRPAT (Perkiraan Cepat) 6 9
15 | LAPGAS (Laporan Penugasan) 240 194
16 | INDAS (Intelijen Dasar) dl 1

Jumlah 5388 5144

Tabel. 23 Sumber : Sat Intelkam Polres Metro TaanygKota, 2011

Pelayanan Intelijen yang dilaksanakan di Polresrd¢/&angerang
Kota antara lain penerbitan Surat Keterangan Gatidegpolisian (SKCK)
namun kendala yang ada belum adanya pusat datatganiggrasi antara
Baintelkam Polri dengan Bareskrim Polri secaraorediyang bisa di akses
oleh satuan kewilayahan untuk mengetahui masyargkaiy sudah
mempunyai catatan kepolisian (pernah terlibat perkédana). Pemberian
jin keramaian/kegiatan masyarakat dilaksanakan gaen melakukan
kordinasi dengan penyelenggara dan peninjauan dapasebagai bahan
pemberian perijinan. Dalam kaitan penanganan unfsia Sat Intelkam
Polres Metro Tangerang Kota bertugas menerima t gemberitahuan
rencana aksi unjuk rasa dan melakukan penggalangan kerawanan

dapat ditekan seminimal mungkin.

Sejak dulu Polres wajib membuat Analisa Daerah @pgADO)
dengan mengumpulkan data yamgp to date tentang keadaan dan
perkembangan wilayah tugasnya, menganalisi datar adapat
memperkirakan kerawanan kejahatan apa yang mungkjadi pada
tingkat Polreqcriminal inteligence). Di sinilah pentingnya peran intelijen
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kepolisian dan intelijen kriminal dikaitkan deng&mgsi utama Polri,
yaitu represif, preventif, dan binmas (pre-emtif).

Intelijen kepolisian (istilah intelijen keamananaat intelkam
sebetulnya kurang sesuai) tentu dapat dikaitkan dikerjasamakan
dengan BIN, Intel TNI, dan Intel Kejaksaan agaratapendeteksi secara
dini ancaman kemanan dan pertahanan negara seesghitkihan. Kerja

sama sangat diperlukan dalam menghadapi ancanuaishee.

Dalam kondisi masyarakat kota Tangerang saapeénan satuan
intelkam Polres Metro Tangerang sangat penting, skéiya bila
penekanan tugas-tugas Polri mengedepankan pencedahnaventif).
Informasi yang cepat dan akurat sangat diperlukampipan untuk segera
mengambil langkah-langkah antisipatif. Kalau datadyang ada saat ini
di Polres Metro Tangerang Kota produk Laporan mi@si masih sangat
kecil, maka kedepan perlu di sosialisasikan lagi dmiatkan kewajiban

pembuatan laporan informasi bagi anggota Polri.
4.2.4.4. Fungsi Lantas

Dalam rangka menjaga keamanan ketertiban keselancda
kelancaran lalu lintas di kota Tangerang, dilakkanaoleh satuan Lalu
Lintas Polres Metro Tangerang Kota dengan kekuataggota seperti
dalam data sebagai berikut :

Jumlah anggota Dikjur/Lat Keterangan

) Sudah Belum 45 % yang sudah
Polri: 170 PNS:9

93 Pers 77 Pers mengikuti Dikjur

Tabel. 24 Sumber : Sat Lantas Polres Metro Tangefata, 2011

Bidang Dikmas Lantas(Traffic Education and Information)
hampir tidak dilaksanakan karena dukungan anggaatam DIPA untuk
kegiatan bimbingan masyarakat terpusat pada fuBigsnas pada tahun
2010 kegiatan Dikmas Lantas hanya dilaksanakamtl)(&ali pada acara

penyuluhan terpadu antara Sat Binmas, Sat Narkah&dt Lantas.
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Bidang Traffic Enginering Sat Lantas dilaksanakan bersama-sama
pemerintah kota Tangerang (Dishub) mengingat pe@n hanya sebatas
memberikan masukan dan saran tentang pemeliharaapum pengadaan
rambu-rambu, marka — marka jalan di dalam kota €egy. Untuk
memantau situasi lalu lintas pada lokasi — lokasiehtu yang rawan
kemacetan dan kecelakaan Polres Metro Tangeranga Ketah
membangun sarana pusat informasi lalu lintas (QuRelspon Center)
melalui pemasangan kamera CCTV sebanyak 7 unitigstian 1 kamera
CCTV (Mobile) dan untuk kecepatan informasi kepadasyarakat telah
melakukan kerjasama dengan stasiun — stasiun radig ada di kota
Tangerang untuk menyiarkan situasi lalu lintas yakigial, informasi lalu
lintas disampaikan juga melalui situs jejaring abBiacebook dan Twitter.
(Facebook : Quick Respon Center dan Twitter : QREREOTNG)

Bidang Traffic Law Enforcement penegakan hukum dilaksanakan
dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas (Lakaasardan penindakan
terhadap pelaku pelanggar lalu lintas (Tilang),ulinpenyelesaian kasus
kecelakaan yang menimbulkan korban meninggal ddita&kukan proses
penyidikan sampai tuntas di serahkan ke Jaksa RénUmum (JPU)
apabila posisi tersangka / sopir bersalah, sedangkhadap kasus — kasus
kecelakaan yang hanya menimbulkan kerugian matet kika ringan
pada umumnya masyarakat lebih senang diselesaikaaras diskresi

kepolisian (musyawarah atau melalui ganti rugirdBe).

Data penyelesaian kasus Laka Lantas tahun 26041 sebagai berikut:

Selesai
No Tahun Jumlah Laka i . _
Proses hukum Diskresi kepolisian
1 2009 470 395 75
2010 524 419 105
3 2011
_ 162 157 5
(Jan s/d Mei)

Tabel. 25 Sumber : Sat Lantas Polres Metro Tangefaa, 2011
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Penegakan hukum pada pelaku pelanggar lalu lintagku@&an
dengan mempedomani Skep Kapolri No. Pol : SKEP3 A&/ / 1998
Tangal 17 April 1998 “Tentang Buku Petunjuk Tekri®enggunaan
Blangko Tilang” dalam impelementasinya belum adapgunjuk khusus
menyangkut pelaksanaan ketentuan penunjukan pdthgass yang dapat
menerima uang titipan denda pelanggaran, sehinggpadgan sering
menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, seolatpetalgas polisi lalu

lintas melakukan pemerasan kepada pelanggar faasli

Bidang Traffic Registration and Identification pada Polres Metro
Tangerang Kota dilaksanakan khususnya pada pelayppanohonan
pembuatan dan perpanjangan SIM (Surat ljin Meng@mudengan
mempedomani Keputusan Menterti Pendayagunaan Apafdegara
Nomor : 63 / KEP / M.PAN / 7 |/ 2003 tentang Pedoniamum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Petunjuk Tekmigolki No.Pol :
JUKNIS /02 / 1/ 1994 tentang tata cara pelaksangian teori dan ujian
praktek terhadap pemohon surat ijin mengemudi (Slkénhdaraan
bermotor, dan Petunjuk Lapangan No.Pol : Juklagh210993 tentang
tata cara penyelenggaraan laporan dan informasi puterisasi

administrasi surat ijin mengemudi.

Polisi lalu lintas (Polantas) juga merupakan cerbagi kepolisian,
karena sehari-hari bersentuhan dengan masyarakat. i8i Polantas
mempunyai semboyan Kamseltibcar (keamanan, kestlamketertiban
dan kelancaran) Lalu lintas, arti kata "keselamatearena memang di
seluruh dunialraffic safety merupakan tugas yang penting dari Polantas.
Mengingat pentingnya tugas fungsi lalu lintas dalanembangun
kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mematwaiugzn tertib lalu
lintas di wilayah kota Tangerang perlu peningkatasai-hal sebagai
berikut:

- Kegiatan traffic education and information perlu di tingkatkan
anggaran sehingga kegiatan bimbingan masyarakah leptimal
dilaksanakan, selama ini anggaran yang ada di karsgtada Satuan
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Binmas sehingga dalam pelaksanaannya kurang fakiuk kegiatan

binmas lantas.

- Kegiatan traffic enginering perlunya meningkatkan kerjasama dan
sinergitas antara Sat Lantas Polres Metro Tangekatg dengan
Dinas Perhubungan (Dishub) kota Tangerang, mengidgeungan
anggaran untuk kegiatan tersebut pemerintah kotdah te
mengalokasinya dari APBD.

Kegiatantraffic law enforcement terhadap kasus kecelakaan lalu lintas
telah dilaksanakan proses penyidikan sebagaimanae®rdalam
criminal justice system namun dalam beberapa kasus perlu adanya
pengaturan yang lebih jelas terhadap proses pesajaie kasus
kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan di luargpe€lilan élternatif
dispute resolution) / ADR, mengingat mekanisme ini dalam
prakteknya lebih dapat diterima dan memberikan rkeadilan
masyarakat. Terhadap pelanggar lalu lintas dilakuk&negakan
hukum dengan mempedomani Skep Kapolri No. Pol :BKE43 / IV

/ 1998 Tangal 17 April 1998 “Tentang Buku Petunjdleknis
Penggunaan Blangko Tilang” dalam impelementasirglarb adanya
petunjuk khusus menyangkut pelaksanaan ketentuarunpean
petugas khusus yang dapat menerima uang titipasiadeglanggaran,
sehingga dilapangan sering menimbulkan kesalahpamam
masyarakat, seolah-olah petugas polisi lalu lintaelakukan
pemerasan kepada pelanggar lalu lintas. Hal inihlelisebabkan
belum adanya petunjuk tentang siapa yang berwemamgbuat surat
keputusan penunjukan petugas khusus yang menetipaa tdenda.

- Kegiatan Traffic Registration and Identification pada Polres Metro
Tangerang Kota dilaksanakan khususnya pada pelaysranohonan
pembuatan dan perpanjangan SIM (Surat ljin Mengémuwbengan
mempedomani Keputusan Menterti Pendayagunaan Apdxgara
Nomor : 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 tentang Pedondmum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Petunjuk Tekamoki No.Pol :
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JUKNIS / 02 / 1/ 1994 tentang tata cara pelaksangen teori dan
ujian praktek terhadap pemohon surat ijin mengem(@iM)

kendaraan bermotor, dan Petunjuk Lapangan No.Pol
Juklap/210/VII/1993 tentang tata cara penyelenggafdaporan dan
informasi  komputerisasi administrasi surat ijin @emudi.

Permasalahan yang terjadi masih terjadinya praptektek korupsi
atau pungutan diluar ketentuan yang berlaku meniabupenilaian
masyarakat bahwa Polri belum mau mereformasi mepejayanan
yang prima. Hal ini disebabkan belum adanya komitntentang
pelayanan prima oleh anggota lalu lintas dan kurbagperannya
fungsi pengawasan yang ada di Polres, disampinghmeganya
mekanisme pengurusan yang antara pemohon dan pebegeemu
langsung, kedepan mekanisme itu harus dirubah depgmanfaatan
tehnologi, yang dapat mencegah bertemunya pemadgad petugas

polisi.

4.2.4.5. Tugas dan wewenang operasional Polri yanglak termasuk

tugas unsur-unsur operasional.

Dalam pasal 14 (1) Undang-undang nomor 2 tahun Ziil&h
“membina masyarakat” dari kata pembinaan masyargaag dulu
dianggap fungsi utama Polri dan disingkat Binmass dihapus.
Istilah bimbingan masyarakat saat ini telah dikelikba menjadi
pembinaan masyarakat (BINMAS) dengan Perpres No.T&Run
2010 yang mempunyai tugas melakukan koordinasigg&asan, dan
pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, p#énydgawail
negeri sipil, dan bentuk — bentuk pengamanan swak#arena tugas
dibidang penyidikan berada pada fungsi Reserse rkakadinasi,
pengawasan dan pembinaan terknis terhadap PPN&hkaa kepada
fungsi Reserse sedangkan koordinasi, pengawasanpeiainaan
teknis terhadap Polsus dan bentuk — bentuk pengamswakarsa
terutama satuan pengamanan (SATPAM) diserahkan dkepa

Direktorat Binmas.
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Pada Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentangtst
organisasi Polri tingkat Polres, keberadaan satidmbingan
masyarakat (Binmas) telah diadakan kembali (dulundrea
Binamitra) dan dipimpin oleh Kasat Binmas dan digkiat Polsek

dipimpin oleh Kanit Binmas.

Data bentuk pengamanan swakarsa yang ada di Taggera
kota dan mendapat pembinaan teknis dari PolresoMiEangerang
Kota adalah sebagai berikut :

a. Satuan Pengamanan (SATPAM)

Satuan pengamanan (Satpam) adalah satuan ataupkd&l@®atugas
yang di bentuk oleh instansi/badan usaha untuk ksatekan
pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamaa&arsa
dilingkungan kerjanya.

Data Satuan pengamanan (SATPAM) di kota Tangerang

Kualifikasi Pendidikan Belum penempatan tugas
No Polsek Dasar| Diklan| Diklan dik Obvitnas kwsn | pusat| tempat| Pemukiman| Jml
i ii industri | niaga | wisata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Cipondoh 95 i - 198 1 11 - 1 4 293
2. | Batuceper| 190 - - 957 - 137 4 - 3 1.147
3. Benda 54 - - 193 - 15 - 1 4 247
4. Ciledug 108 - - 263 10 2 6 - 14 371
5. | Tangerang| 173 - - 145 15 7 - - 2 318
6. Karawaci 143 - - 498 13 63 4 - - 641
7. | Neglasari 29 - - 39 - 4 1 - - 68
8. | Jatiuwung| 517 1 - 1.091 - 171 10 2 13 1.609
Jumlah 1.309 1 3.384 39 410 25 4 40 4.703

Tabel. 26 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangeikara, 2011

Dari sejumlah satuan pengamanan tersebut diatas mmasyak
ditemukan ketidak seragaman khususnya dalam peagguseragam
Satpam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalestuRan Kapolri
nomor 27 tahun 2007. Hal ini dikarenakan kurangpgagawasan

terhadap para badan usaha jasa pengamanan yangpiaerignaga
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satuan pengamanan pada objek-objek di wilayah Katagerang.
Sejauh ini peran Polres dalam ikut mengawasi kegiadtbdan usaha
jasa pengamanan khususnya bidang perijinan belurmphla
mengingat belum ada aturan yang jelas mengenairaewan Polres
dalam melakukan pengawasan terhadap badan usaha jas
pengamanan. Oleh karena itu penting penataan bidangawasan
pemberian ijin operasional bidang usaha jasa peagam seperti
usaha konsultan, usaha dagang alat pengamanama asakutan
uang, usaha pelatihan Satpam, usaha menyewakajat8agpam dan
sebagainya. Hal ini penting agar kesatuan seperRottes Metro

Tangerang Kota dapat ikut berperan melakukan peaggv

Persoalan terkait keberadaan satuan pengamanan di
perusahaan-perusahaan pengguna jasa Satpam biasanyangkut
status Satpam dalam perusahaan. Dilihat dari statatam
pekerjaannya maka data keberadaan Satpam di parmipahusahaan

sebagai berikut :

Jumlah y Pendidikan Dasar KTA Jumlah
No. Polsek Satpam Inhouse | Outsorching BUJP | Keterangan
Sudah Belum Sudah Belum
Neglasari,
1 Sekta 479 20 9 323 156 428 51 26 | Cipondoh
) Batuceper Jatiuwung
( Data nihil
2 Sekta 644 56 6 300 344 523 121 62 )
) Karawaci
3 | SektaBendal 204 13 2 62 142 164 40 15
4 Sekta 611 41 5 279 332 407 204 46
) Ciledug
5 Sekta 758 29 6 548 210 556 202 33
) Tangerang
Jumlah 2696 159 28 1512 1.184 2.078 618 182

Tabel. 27 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangeikara, 2011

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin attika
dalam pelaksanaan tugasnya sebaiknya para tenagans
pengamanan itu di tetapkan sebagai karyawan pexasatdengan
demikian rasa ikut memiliki dan tanggung jawab daleekerja akan
lebih baik dibanding bila berstatus sebagai termagsorching.
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Data badan usaha jasa pengamanan yang mempekerjakan

satuan pengaman (Satpam) di kota Tangerang kebamyadada di

Jakarta, sehingga menjadi kendala dalam berko@idikilaususnya

dalam pembinaan Satpam di wilayah Tangerang. Datkrb usaha

jasa pengamanan yang beroperasi di wilayah Tangesatagai

berikut:
- ) Jumlah
No Nama BUJP Alamat ljin Operasional Penugasan Ke
satpam
JI. Putra Kalimantan Kav. 13 BCA dan CWD
1 TAG (Tunas Arta Ganda) - 1000 .
Jaksel Niaga
PT. Garda Pratama Jl Irian Jaya Condet Jaktjm - 130 PDAN
3 PT. GBN JI Raya Daan Mogot Km. 196 - 348 -
) . JI Kesehatan 16 Cijantung Giant dan Pom
4 PT. Wira Sandi - 400
Jaktim Bensin
5 3 Matrix Mitra Sentosa Perum kota mas Bandun| - 50 PT LKS
JI'Halim Perdana Kusuma nag.
6 Heri Arta Sedana . - - BPR
12 Jurumudi Tangerang
7 PKSS JI Buncit Raya no. 75 Jaksel - 60 BRI Syaria
PT. PPU JI Sudirman Jakpus - 50 BNI 46
PT Garda Nasional Utama JI Fatmawati Jaksel - 18 Bank Mandiri
10 PT Bahata NSP JI Kuningan Barat Jakse] - 40 BNIDaan Mogot
JI Kuningan Barat Jaksel
11 PT Bhawata NSP - 15 BNI Tangerang
. . PT Eagle Indo
12 PT. Bravo Humanika Perkasa Rs. Fatmawati 7Jelaks| - 500
Pratama
Pt Inter Warl
) Ruko Modern Kelapa 2 )
13 PT. Garda Cipta Pratama - 532 Steel Mills
Tangerang .
Indonesia
) ) JI Terusan Bahrudin 9 Kebor
14 Tri Tunggal Bakti Arta - 3000 PT. Indah Jaya
Jahe Tangerang
) _ PT Panca Prima
15 Multi Perkasa Kalibata Jaksel - 20
Eka Brothers
) B PT Trapindo
16 PT. Jaya Sakti Mandiri Unggul JI Daan Mogot Keddkbar - 35 )
Prima Perkasa
) ) Perum Griya Ciledug
17 Kesatria Wicaksana - - Perumahan
Sudimara Bintaro, Tangerang
. Sentra Menteng Blok MN
18 Jayamahe Semesta Security ) - - Perumahan
885 Bintaro Jaya Tangerang
JI Benda Barat no. 8
19 JASPAMINDO - - Perumahan
Pamulang Tangerang
) ) JI Rawa Buntu BSD City
20 Bazcorp Citra Indonesia - - Perumahan

Tangerang
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SI1 No.1440
) JI Imam Bonjol No 35E /Opsnal/lV/2008
21 | Garda Benteng Satria Jaya ) - Perumahan
Karawaci Tangerang SI No.
1441/Diklat/IV/2008
o JI HOS Cokroaminoto Kreo
22 | Lumbi Sejahtera - - Perumahan
Larangan Tangerang
. . i JI Raya Serpong Km.8 blok
23 | Rajawali Arta Mandiri . - - Perumahan
Sutra Niaga Tangerang
. JI. Daan Mogot Km 19.6 BloK R/871/111/2008/Datro
24 | Garda Bakti Nusantara - Perumahan
f BA Tangerang Maret 2008
JI Betet Raya Blok IIA
25 | Garmapala ) ) - - Perumahan
Cibodas Sari Tangerang
. . . No.SI/3033/VI11/2002
26 | PDAM Tirta Kerta Raharja JI Kisamaun kota Taager - Perumahan
No.S1/3033/VI11/2002
. . JI Daan Mogot Raya Km 19.
27 | PT Kurnia Adi Sentosa - - Perumahan
Tanjung Duren Jakarta Barat
4 . JI Mampang Prapatan No. 96
28 | PT Putratama Bhakti Satria - - Perumahan
Jakarta Selatan
Golden Plasa Blok C No 15 S1/1182/IV/2008
29 | PT Nawakara Perkasa . . - Perumahan
Fatmawati Jaksel Mabes Palri
) B Perum Taman Poris Gaga| Skep/1138/X/1999
30 | PT Krisna Jaya Mandiri . Perumahan
Batuceper Tangerang Mabes Palri
Komplek Graha Sunter
31 | Ring Aman Sejati Agung Pratama Blok F No 12 - - Perumahan
A Jakut
32 | PT Rajawali Pamulang JI Pondok Benda | Tangerang - - Perumahan
JI Penjernihan | Tanah Abang
33 | Metro 911 - - Perumahan
Jakpus
34 | PT Satria Buana Karya JI Petojo Jakpus - - Perunahan
. JI Dewi Sartika No. 4 C
35 | PT Bravo Satria Perkasa . - - Perumahan
Jaktim
Ji Daan Mogot Km 19.6 Pori
36 | PT Cakra Yudah - - Perumahan
Gaga Batuceper Tangerang
JI Daan Mogot Km 19 Poris
37 | PT Multi Bintang Indonesia - - Perumahan
gaga Batuceper Tangerang
JI Daan Mogot Km 19 Poris
38 | PT Polari Limunusa Inti - - Perumahan
Gaga Batuceper Tangerang
) Komp Perkantoran Buncit
39 | PT Satsena Bravo Security v S1/1440/111/2008 - Perumahan
as
) JI Raya Pasar Minggu No. 25
40 | PT Tegap Mitra Nusantara - - Perumahan
Jakarta
Yayasan Anugerah Mitra JI Sirsak Blok C 5 Cikarang
41 ; . . - - Perumahan
Sejahtera Abadi Utara Bekasi
42 | PT Securindo Garda Patria Atrium Senen No.BdI2B/1/2008 - Perumahan

Tabel. 28Sumber Sat BinmasPolres Metro Tanaerana Ko2011
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Mengingat kendala dan hambatan yang terjadi lapamgaka
perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Kapolri aro&% tahun
2007, khususnya perlu dipisahkan peraturan ten&atgam sendiri

dan peraturan tentang badan usaha di bidang jagmipanan sendiri.

Sebab sasaran kebijakan publiknya tidak sama. WaratKapolri

tentang Satpam ini juga dengan pasal 15 (2)g ydkmemberi

petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisiandus dan petugas

pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.

Mengenai

Tangerang di jumpai pada beberapa instansi araara |

istilah  Kepolisian Khusus (POLSUS) di wah

Data Polsus yang ada di instansi pemerintah diafi&kota Tangerang

NO.

LOKASI

JUMLAH

STATUS

DIKLAT

PNS

HONOR

KONTRAK

SDH

BLM

JUMLAH
SENPI/GAS

KET.

LP Anak Pria
Tangerang

19

19

LP Anak Wanita
Tangerang

52

52

14

LP Pemuda Klas
IIA Tangerang.

101

101

52

LP Wanita
Tangerang

LP Klas | / Pria
Dewasa
Tangerang

183

183

16

Diklat
Samapta

Dishub Kota
Tangerang

21

21

21

JUMLAH

376

376

21

82

Tabel. 29 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangekara, 2011

Sesuai dengan pasal 14 (1) f Undang-undang nontah@n
2002 tugas Polri adalah melakukan koordinasi, pgagan, dan
pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, pgnyp@gawali
negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Khusus mengenai status dari Satuan Polisi Pamomgp Pr
(Satpol PP) yang ada samapai sekarang belum dalshal dalam
sehari-harinya tugas mereka tidak terlepas denggasttugas Polri,
oleh karena itu akan lebih baik jika Satpol PP rkadalam Polsus
sehingga Polri dapat melakukan pembinaan agar smialen tugas
terkait dengan penegakan hokum peraturan daerahlelen terarah.
Sebaiknya Polri memprakarsai pembuatan surat kepatlersama

anatara Kapolri dan Menteri Dalam Negeri untuk meaag pedoman
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bagi satpol PP , termasuk hubungan kerjasama SaBdkengan Polri
di tingkat Polres.

Data Sat Pol PP wilayah Polres Metro Tangerang Katey ada di

kota Tangerang sebagai berikut :

No Lokasi

Kewenangan
PPNS

satpol pp

kemampuan

Pns

Honorer

lain lain

Banpol Linmas

Diklat

Bim

Senpi

jmih Pistol

Satpol PP
1. Kota Tng

137

7

214

Sekta Jtu

50

67

117

Polsek
Karawaci

9

17

Sekta
4. Neglasari

Sekta
5. Cipondoh

5

13

18

Sekta
6 Benda

2

Sekta
7. Bt.ceper

6

49

60

Sekta
8 Ciledug

5

7

986

5

12

17

JUMLAH

5

327

173

2

1.035

18

17

45(

Tabel. 30 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangekarta, 2011

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang ada dalayaraiat

Tangerang sangat membantu tuga-tugas Polri datangka pencegahan
kejahatan, namun perlu terus menerus mendapatkabimpean dari Polri.
Keberadaan perpolisian masyarakat dengan Babinbaras yang berada di
tiap kelurahan telah mengaburkan fungsi “patrold@ridSabhara tingkat
Polsek yang dulu membina Siskamling di wilayah peiman. Kalau di
desa pelaksanaan kegiatan Siskamling dilakukanraegatong royong
diantara warga secara bergantian, namun masyarakgerang nilai-nilai
kegotong royongan antar warga dalam satu kampudghsluntur karena
faktor kesibukan kerja masing-masing perorangahmngga untuk kegiatan
Siskamling saat ini lebih  banyak menggunakanadan Satpam

pemukiman, yang di gaji melalui iuran warganya.

Pada wilayah tertentu kegiatan Siskamling dilakkana oleh
sekelompok warga yang menamakan dirinya kelompalars&amtibmas
(Pokdar Kamtibmas). Kelompok ini terdiri dari oramgng yang berasal
dari berbagai profesi namun mereka memiliki keiagiryang sama untuk

membangun kesadaran dan kepeduliannya membants-tiuggs polisi
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melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan membaniyad polisi. Data

Pokdar Kamtibmas wilayah Polres Metro Tangeran@glsebagai berikut :

wo| rousec | DESA | MLEQOM | aecom i T
KEL. AKTIF TIDAK
1. TANGERANG 8
2. CIPONDOH 21 27
3. CILEDUG 23 10 110 10
4. JATIUWUNG 17
5. BATUCEPER 7 7 50
6. BENDA 5 9 133 9
7. NEGLASARI 7 1 20 1
8. KARAWACI 16 32 32 32
JUMLAH 104 86 345 52 - -

Tabel. 31Sumber Sat BinmasPolres Metro Tangerang Koi2011

Kelompok lainnya yang dapat dikatakan sebagai peagan
swakarsa adalah forum kemitraan polisi dan masgarékKPM).
Seperti halnya kelompok sadar Kamtibmas diatasankalompok ini
di bentuk juga berorientasi pada kepedulian meakgt rasa aman
pada masyarakat dengan bermitra dengan polisi. B wilayah

Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut :

JUMLAH JML JML BALAI
NO POLSEK DESA/ ANGGOTA | JUMLAH | ANGG. | BKPM | POLMAS | KET.
KEL KEC. POLMAS FKPM FKPM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | SAT BINMAS - - - 1 44
2. | TANGERANG 8 1 8 10 1 8
3. | CIPONDOH 21 2 21 27 144 4 21
4. | CILEDUG 23 3 23 27 73 1 23
5. | JATIUWUNG 17 3 17 22 159 - 17
6. | BATUCEPER 7 1 7 10 110 2 7
7. | BENDA 5 1 5 8 30 2 5
8. | NEGLASARI 7 1 7 8 56 - 7
9. | KARAWACI 16 1 16 18 80 1 16
JUMLAH 104 13 104 131 696 13 104

Tabel. 32 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangekara, 2011
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Dalam rangka mengajak, mendorong dan membina ipagis
masyarakat untuk pembinaan Kamtibmas maka dips&edurahan
ditempatkan seorang anggota polisi bintara Pembieramanan
ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) yang bestugaelakukan
koordinasi dengan aparat pemerintahan di kelurdhBsdV dan RT
tentang masalah-masalah warga dan menyelesaikauieyayan
masyarakat sendiri, disamping itu tugasnya adalahgmformasikan
kepada kesatuan bila memperoleh informasi atau roisngetahui

kejadian yang perlu segera mendapatkan pelayarin po

Sebagaimana disinggung di atas bahwa keberadaan

Babinkamtibmas ini mengaburkan fungsi patroli dgabhara Polsek.
Sejauh ini belum ada peraturan yang jelas yang ateangperapa jam
tugasnya, siapa yang mengendalikan tugasnya, dimaneka harus
bekerja (kantor), akibatnya pelaksanaan tugas Bakankamtibmas
ini tidak bisa terkontrol dan sejauh ini belum a@@mg mengevaluasi
efektifitas tugas-tugas Babinkamtibmas. Bila belaaen kejelasan
tentang pengendaliannya sebaiknya para Babinkasibmgarik

menjadi anggota Sabhara dan bertugas melakukawmlismbang di
pemukiman warggone man patrol), atau keberadaannya langsung
dikendalikan oleh Kasat Binmas untuk tugas-tugasnbas yang lebih
luas. Data Babinkamtibmas yang ada di kota Tamggeisaat ini

sebagai berikut :

No Polsek Jumlah Kelurahar Jumlah Keterangan
Babinkamtibmas

1 | BATUCEPER 7 Kelurahan 7 Personel

2 | NEGLASARI 7 Kelurahan 7 Personel

3 | JATIUWUNG 17 Kelurahan 17 Personel

4 | CILEDUG 23 Kelurahan 23 Personel

5 | TANGERANG 8 Kelurahan 8 Personel

6 | KARAWACI 16 Kelurahan 16 Personel

7 | CIPONDOH 21 Kelurahan 21 Personel

8 | BENDA 5 Kelurahan 5 Personel

Tabel. 33 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangeiarta, 2011
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Sebagai perwujudan ikut berpartisipasi dalam lgdan
keamanan khusunya dalam rangka mengamankan diri dan
lingkungannya maka masyarakat telah membangurrasasgeadaya
pos-pos siskamling di pemukiman warga masyarakattisipasi

masyarakat ini menjadi kewajiban bagi para petigmsnkamtibmas

untuk membinanya. Data pos kamling yang ada @i Kaihgerang

. Jumlah Type Jumlah
Wilayah Jumlah
No Pos ket
Polsek Kelurahan RW A B C . petugas
kamling
1 Tangerang 8 106 - - 2 21 42
2 Batuceper 7 - - 3 21 24 117
3 Jatiuwung 17 - - 1 27 28 221
4 Cipondoh 21 - 2 6 4 12 101
5 Benda 5 42 - - 11 11 57
6 Neglasari 7 50 1 4 9 14 35
7 Karawaci 16 51 - - 17 17 65
8 Ciledug 23 256 2 26 58 86 277
Jumlah 104 505 5 40| 1694 213 915

Tabel. 34 Sumber : Sat Binmas Polres Metro Tangekanta, 2011

Palri sejak semenjak semula menganut sistem keamahgat
semesta, dan pada tahun 1980 dikenal dengan sk&emanan dan
ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa (sisBmas
swakarsa). Pada tahun 1988, sistem ini ditegaslkdamd GBHN.
Pelaksanaan siskamtibmas Swakarsa ini dilaksand&agan sistem
keamanan lingkungan dengan cara ronda di daerahulqpeamn,
terutama daerah perdesaan dan satuan pengamat@an{bdi sektor
modern, seperti pabrik, perusahaan, isntansi petaéri ataupun
swasta, perbankan dan sebagainya yang di pimpih sdeurity
managers dengan berbagai sebutan menurut organisasi yang

bersangkutan.

Melalui siskamtibmas swakarsa ini, pelaksanaan stuBalri
dapat dibantu karena kurangnya personil Polri dibagkan dengan

jumlah penduduk. Oleh karena itu Polri berkewajibamut membina
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pelatihan Satpam serta pembinaan dan koordinasi seurity
managers organisasi yang bersangkutan. Pembinaan Satpam dan
koordinasi security managers ini harus terus ditingkatkan agar
pengamanan pembangunan kota Tangerang secararibaelapat

terjamin.

Termasuk dalam rangka pengamanan objek vital, Eairntut
untuk mampu memberikan pengamanan berdasarkan ghutalang
nomor 2 tahun 2002, Kepres RI nomor 63 tahun 208&#tahg
pengamanan objek vital nasional, dan Skep Kapoloi.pai;
Skep/738/X/2005 tentang pedoman sistem pengamabpek wital
nasional. Namun sejauh ini belum ada petunjuk yates tentang
penunjukan objek vital di tingkat Polres, sebaikrdalam hal ini
Polres diberikan kewenangan untuk menentukan objekyang ada
di wilayahnya, dan yang lebih penting dalam rangkagamanan
objek vital Polri perlu mengedepankan pam swakad&mgan
membentuk satuan pengamanan yang akan bertugasamamigan

objek vital tersebut.

Pengamanan swakarsa adalah terkait dengammunity
policing. Community policing merubah pemolisian tradisional yang
mendikte ~masyarakat menjadi pemberdayaan (empogyerin
masyarakat dengan keyakinan bahwa hanya dengaas&era polisi
dan masyarakat dapat tercapguélity of life” dari warga masyarakat.
Tumpuan keberhasilan progracommunity policing di Polres Metro
Tangerang terletak pada peran para Babinkamtibnaag yada di
kelurahan-kelurahan yang langsung bersentuhan demgsyarakat.
Oleh karena itu bila prograsommunity policing ingin berhasil maka

perlu dibenahi dulu mekanisme penugasan para Baiitikmas.
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4.2.5. Fungsi pembinaan

4.2.5.1. Bidang Sumber Daya Manusia

a. Rekruitmen

109

Untuk rekruitmen di tingkat kewilayahan (Polregjasna

ini mengacu kepada kebijakan dari tingkat pusatb@éaPolri)

di dalam pelaksanaannya proses seleksi dan pemnectlan

anggota Polri sepenuhnya oleh Kapolda berdasarlekamsme

dan standar kelulusan yang telah ditetapkan (urgalon
anggota Bintara Polri). Untuk Akpol (Akademi Kegadin) dan

PPSS (Perwira Polri Sumber Sarjana) sepenuhnya adienj

kewenangan Mabes Polri. Peran Polres dalam peremiicelon

anggota Polri (Bintara) hanya sebagai panitia depemerimaan

sebatas berwenang untuk:

1.

Sosialisasi

2. Menerima pendaftaran

adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan administrasi calon anggota Polri balksama

dengan Dinas P & K

Pemeriksaan tinggi dan berat badan

Data animo pendaftar calon anggota Polri (Bintga)itia
daerah Polres Metro Tangerang Kota tahun 2009 6D 2

Seleksi tingkat Polda
JumlahPendaftar
No Tahun Lulus Tidak lulus
P w P w P W
1 2009 601 39 77 2 524 37
2 2010 199 6 5 2 194 4

Tabel. 35 Sumber : Bag Sumda Polres d/MEfingerang Kota, 2011

Anggaran untuk kegiatan rekruitmen calon BintarhiRo

tingkat daerah (Polres) dalam setiap kali kegiattragai berikut :
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No Tahun Indeks / orang  Alokasi Jml Keteran
penerimaan pendaftar gan
1 2009 Rp. 79 640 Nihil
1.650.000,-
2 2010 Rp. 7 205 Nihil
1.650.000,-

Tabel. 36 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangdfartey 2011

Untuk penerimaan Akpol dan PPSS Polres Metro Tamger
Kota hanya bertugas membantu panitia daerah (Pohddakukan
kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini kiikan dengan
pembuatan pamplet (selebaran), spanduk sosialiaagi di pasang
pada tempat — tempat yang mudah dilihat dan di baleh
masyarakat, disamping itu kegiatan sosialisasikdikan melalui
stasiun radio yang ada di kota Tangerang. Untuk duleimg

kegiatan sosialisasi ini tidak didukung dengan ang.

Data perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatasialisasi
Akpol dan PPSS tahun 2010 dan 2011 di Polres MEammgerang

Kota
Sumber anggarar
- Kebutuhan
No | Tahun| Frekuensi Keterangan
anggaran Dinas | Swadaya
2009 2 kali Rp. 9.000.000, X v Akpol dan PPSS
2010 2 kali Rp. 9.000.000, X v Akpol dan PPSS

Tabel. 37 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangdfartay 2011
b. penempatan

Untuk mengisi struktur organisasi Polres Metro Jemang Kota
sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol : KEP/220X0
tanggal 30 September 2010 tentang organisasi dian kierja
satuan-satuan organisasi Polri pada tingkat kewalilag, maka

kewenangan penempatan personil sebagai berikut :
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1. Untuk penempatan unsur pimpinan (Kapolres dan Walkes)
kewenangan Mabes Polri.

2. Untuk penempatan unsur pengawas dan pembantu @Empin
(Pamen) menjadi kewenangan Polda, sedangkan uraoia P
dan Bintara menjadi kewenangan Kapolres.

3. Untuk penempatan unsur pelaksana tugas pokok uranken
menjadi kewenangan Polda, sedangkan Pama dan a@intar
menjadi kewenangan Kapolres.

4. Untuk penempatan unsur pendukung untuk Pamen menjad
kewenangan Polda, sedangkan Pama dan Bintara menjad
kewenangan Kapolres.

5. Untuk unsur pelaksanaan tugas kewilayahan (PolBek)en
menjadi kewenangan Polda, sedangkan Pama dan @intar

menjadi kewenangan Kapolres.

b. Pelatihan
Untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme
anggota Polri maka di perlukan pelatihan secarm kepada
anggota sesuai dengan fungsi yang diembannya, jdiatiah
personil yang mengikuti pelatihan di Polres Metrangerang
Kota sebagai berikut :

No Jenis Pelatihan Tahun Dukungan Keterangan
2009 | 2010| Anggaran

1 | Dikjur / latihan 45 338 Dinas Lemdikpo
2 | Rutin Nihil Polres

- Menembak 642 | 1271

- Dalmas 431 706

- Fungsi teknis /VCD 1168 | 283

- UU HAM 1272 | 1272

- Armor water canon - 10

- Ketrampilan

mengendarai R2 Trail| - 20

Tabel. 38 Sumber : Bag Sumda Polres d/Eiingerang Kota, 2011
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d. Perawatan

Perawatan personil di Polres Metro Tangerang Kota

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pemenuhan hak-hak personil seperti gaji, tunjangan-
tunjangan dengan tepat waktu dan sesuai dengaksinde
yang telah di atur.

2. Hak cuti dan ijin diberikan dengan tingkat keweramg
untuk pengajuan cuti / ijin ke luar negeri dari Mab
Polri kemudian untuk dalam negeri dari Polda (untuk
Kapolres), dan Kewenangan Kapolres untuk

memebrikan cuti / ijin kepada personil di lingkunga

Polres.
Cuti
No Tahun ljin
DN LN
1 2009 128 7 115
2 2010 317 18 187

Tabel. 39 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang
Kota, 2011

3. Perawatan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan
pembinaan olahraga secara rutin setiap hari Juarat d
memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota yang
sakit dan keluarganya oleh fungsi Urdokkes Polres
Metro Tangerang Kota.

Data perawatan kesehatan anggota oleh Urdokkes

Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut:

Jumlah Personil yang berobat  Jumlah Paramedis

No | Tahun ) )
Perwira | Bintara PNS Dokter  Perawat

1 2009 126 411 96 2 3
2 2010 117 502 103 2 3
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Tabel. 40 Sumber : Urdokkes Polres Metro Tangerang
Kota, 2011

4. Pembinaan moral dilaksanakan melalui kegiatan
keagamaan untuk muslim setiap hari Kamis
dilaksanakan pengajian dan ceramah agama di masjid,
sedangkan bagi anggota yang beragama nasrani
diadakan kebaktian bersama setiap hari Jumat dengan
mendatangkan Pendeta / Pastur yang ada di kota
Tangerang.

5. Penghargaan dan hukuméreward and Punishment),
pemberian penghargaan diberikan kepada anggota-
anggota yang berprestasi dan menunjukan kinerjg yan
baik, sedangkan kepada anggota yang melakukan
pelanggaran displin atau kode etik kepolisian akan
dikenakan sanksi melalui mekanisme dan penjatuhan
hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data Reward and Punishment tahun 2009 s/d 2010
sebagai berikut :

Punishment
No | Tahun | Reward : i
Disiplin Kode etik Pidana PTDH
1 2009 141 7 2 - 2
2 2010 51 47 - 7 1

Tabel. 41 Sumber : Sie Propam Polres Metro Tangeran
Kota, 2011

e. Pengakhiran

Pengakhiran tugas personil terjadi karena berakhimasa
pengabdian sebagai anggota Polri sesuai batas waog
ditentukan, dan terjadi karena berhentinya masagai®han
personik karena hal lain (meninggal dunia, mengdkatu diri
atau diberhentikan dengan tidak hormat). Untuk pkhgan

tugas menjadi kewenangan Mabes Polri, dalam haPuoires
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Metro Tangerang Kota hanya membantu menyiapkan
kelengkapan administrasi untuk proses pengakhirgaust

Data pengakhiran tugas anggota Polri di Polres dvetr

Tangerang Kota sebagai berikut :

. Meninggal
No | Tahun| Pensiun . PTDH | Keterangan
dunia
1 | 2009 9 7 2 -
2 | 2010 7 3 1 -
Tabel. 42 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangekanig,

2011
4.2.5.2. Bidang sarana dan prasarana

1. Pengadaan
Untuk pengadaan peralatan utama maupun peralateugh
kepolisian masih terpusat di Mabes Polri, sedangkatuk
peralatan yang bersifat bantuan dari instansi kedrtdiluar
Polri maupun dari masyarakat dilakukan melalui mé@e
hibah untuk dimasukan didalam daftar inventarisabgr
kekayaan milik negara (BKMN).

Data pengadaan Alut dan Alsus di Polres Metro Tearge
Kota sebagai berikut:

. Keterangan
No | Tahun Jenis Barang Jumlah Hibah Dinas
1. Kendaraan roda 4 41 unit
2. Kendaraan roda 2 15 unit
3. Kendaraan water canon 1 unit
4. Meja computer 1 buah
5. Tape recorder 1 unit
6. Wireless 2 buah
7. Camera digital 1 unit
1 2009 8. Pesawat telephone 1 buah i 73
9. Printer 1 unit
10.Conection cable 23 1 buah
11.Stabilizer / UPS 1 buah
12.Kaset suara 3 buah
13.Battery charge 2 buah
14 .Kursi besi / metal 1 buah
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15.Adaptor 1 buah
1. Bangunan Mess 66.881 M/2
2. Kendaraan roda 4 2 unit

3. Kendaraan roda 2 1 unit

4. Kendaraan Derek 1 unit

5. UPS 1 buah
6. Printer 1 unit

2 2010 | 7. Komputer 8 unit 15 unit | 22 unit

8. Tenpat ibadah permanen 1 buah
9. Gedung pertemuan permanen 1 buah
10.Rumah negara Gol Il tipe B 8 buah
11 Asrama semi permanen 2 buah
12 Rusun permanen 2 buah
13.Laptop 3 unit

Tabel. 43 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangefantaj,

2011

Pemeliharan dan perawatan

Pemeliharan dan perawatan di Polres Metro Tangerang

Kota meliputi gedung, kendaraan dinas, alat komasiiklan

alat tulis kantor (Komputer) untuk kegiatan pemaldan dan
perawatan ini didukung dengan anggaran dinas (DI&#Y)

dilaksanakan

berlaku.

sesuai

dengan mekanisme ketentuan yang

Data biaya harwat tahun 2010 di Polres Metro Teaanygr

Kota sebagai berikut :

Jenis Tahun 2010
No Perawatan| Alokasi Anggaran Kebutuhan riil Keterangan
1 Gedung Rp. 148.250.000, Rp. 189.000.000,- Kurang
2 Ranmor Rp. 397.800.000, Rp. 831.600.000,- Kurang
3 Alkom Rp. 56.500.000,- Rp. 60.000.000,- Kurang
4 | Komputer nihil Rp. 24.480.000,- Swadaya

Tabel. 44 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangeana,

2011

Penghapusan

Proses penghapusan barang

inventaris milik negara

dilakukan melalui mekanisme yang cukup panjang nudai

pengusulan oleh Kasatwil (Kapolres) berjenjang sardpngan
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Mabes Polri mengingat keputusan penghapusan barang
inventaris negara harus dengan persetujuan mdsetgsingan.

Data barang inventaris milik negara yang ada dreBo
Metro Tangerang Kota dalam keadaan rusak beratntesih

dalam proses pengusulan penghapusan sebagai berikut

No Jenis Barang Jumlah Kondisi Keterangan

1 Kendaraan roda § 2 uni Rusak berat  Dalam prosas

2 Kendaraanroda4 13 unjt Rusak befat Dalam prosds

3 Kendaraanroda 2 81 unjt Rusak befat Dalam prosds
Tabel. 45 Sumber : Bag Sumda Polres Metro Tangerang
Kota, 2011

Manajemen material dan logistik, dalam mengelde-alat
khusus kepolisian seperti borgol, senjata api, &eah alat-alat
pengendalian huru-hara dan sebagainya termasuklatdtantor yang
pada umunnya ada di kantor kepolisian tetap berpadokepada
tahap-tahap pengadaan, pemeliharaan/perawatan,pelaghapusan.
Kedepan perlunya kepolisian Polres Metro Tangekotg melakukan
pendekatan kepada pemerintah daerah untuk memkebtiiuhannya
terutama dukungan untuk biaya perawatan dan perfenbzeralatan
khusus kepolisian seperti kendaraa patroli maugan talis kantor
melalui proses hibah mengingat anggaran yang d#éerioleh
pemerintah terbatas.

4.2.5.3. Bidang anggaran

Untuk dukungan anggaran yang di terima dari pertarin
telah di atur sesuai dengan DIPA dan dipertanggawgbkan sesuai

dengan penggunaan mata anggaran yang telah daetapk

Data dukungan anggaran untuk kegiatan kepolisiaRatlies
Metro Tangerang Kota sebagai berikut:
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No

Tahun

Jumlah anggaran

Yang terserap

Kembali ke
negara

Ket

2009

Rp. 66.193.759.000

Rp. 70.383.916.0(

Di
kembalikan
anggaran
kegiatan
PAM pemilu
Presiden dan
Wapres tahun

2009

1,- . 6RP.579.806,

2010

Rp. 69.723.133.000

Rp. 72.413.529.78

Di
kembalikan
anggaran Gaj
PNS,
Transito,
Honor SIM,
daya dan Jas
dan Har
Kendaraan
Khusus

8,- . 6Rp.220.764,-

52

Tabel. 46 Sumber : Kasi Keu Polres Metro Tangetaoig, 2011

Manajemen keuangan, sebagai pelaksana dari anggaren sudah

ditetapkan oleh pemerintah perlu dikelola dengaik lslan dapat

dipertanggungjawabkan sehingga prinsip-prinsip &ifitas dan

transparasi tetap dijunjung tinggi dan mampu metapankan status

wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah dicaphi.P

4.2.5.4. Bidang pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisimes Po

Metro Tangerang Kota dilakukan sebagai berikut:

1. Pengawasan internal terhadap fungsi-fungsi operakidan

pembinaan dilaksanakan berjenjang oleh Kapolres ma

Kabag, Kasat, Kapolsek kepada anggota pelaksaapadigan.

Dalam kegiatan sehari-hari fungsi pengawasan iatech

emban oleh Kasi Was untuk bidang manajemen daneKasi

Propam untuk bidang disiplin dan kode etik.

2. Pengawasan

internal

dari kesatuan

atas melaluiateayi

Wasrik, Supervisi,Coaching Clinic baik dari Polda Metro Jaya

maupun dari Mabes Polri dengan tujuan menghilangkan

memperbaiki

kesalahan-kesalahan

prosedur  maupun
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administrasi dalam kegiatan operasional maupun perab di

Polres Metro Tangerang Kota.

Data pengawasan internal dari kesatuan atas diePoMetro

Tangerang Kota tahun 2010 sebagai berikut:

Polda

Jenis Mabes Jumlah Jumlah
No : Metro Keterangan
Pengawasan| Polri Temuan Jaya Temuan
1 Wasrik ltwasum 8 ltwasdg 24 Rutin
- Ro .
2 Supervisi - - Rembang 8 Rutin
3 | Coaching | Bareskri 1 . - | Tidak rutin
Clinic m
Tabel. 47 Sumber : Bag Ren Polres Metro Tangerao@, K
2011

3. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK (Badan flsae
Keuangan) untuk melakukan pengawasan terhadap peaauq
anggaran dinas maupun sumber-sumber penghasilag yan
bukan pajak seperti penggunaan aset Polri untuyanakat,
biaya pengurusan SKCK (Surat Keterangan Catatan
Kepolisian), biaya pengurusan SIM (Surat ljin Memgeli). Di
samping itu pengawasan eksternal juga dilakukanh ole
Kompolnas melalui pengaduan masyarakat atas dugaan
penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang oleh

anggota Polri.

Data pengawasan BPK di Polres Metro Tangerang Kota

sebagai berikut :

No Tahun Jumlah Temuan Tindak lanjut  Keterangan
1 2009 1 kali Nihil Nihil
2 2010 1 kali Nihil Nihil

Tabel. 48 Sumber : Bag Ren Polres Metro Tangerao@,K
2011
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Data pengawasan Kompolnas melalui ltwasum Polmwvasda
di Polres Metro Tangerang Kota sebagai berikut:

No Tahun Jumlah Temuar Tindak lanjut Keterangan
Perbaikan ]
1 2009 1 7 Terjawab
pelayanan
Perbaikan _
2 2010 1 6 Terjawab
pelayanan

Tabel. 49 Sumber : Bag Ren Polres Metro Tangeraoi@,K
2011

Manajemen pengawasan, pengawasan atas pelaksargemn
pokok, tugas-tugas dan wewenang yang diatur dah thtelegasikan
kepada kesatuan bawah dari Polda sampai Polsek gitaksanakan
dengan baik terutama dibidang penyidikan dan peiarbgyerijinan
ataupun pelayanan yang sering timbul penyalahgumeéamenang.
Pengawasan internal maupun eksternal yang telgaldreiselama ini
akan lebih efektif dengan didukung pengawasan lamgpengawasan

melekat melalui pengecekan langsung dilapangan.
4.3. Tehnologi kepolisian.

Sebagaimana diketahui yang dimaksud dengan ledino
kepolisian adalah semua peralatan (hardware) khysusy membantu
kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya teaitadalam
pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, e@aegpkkan hukum.
Alat-alat itu dipergunakan oleh perorangan dan tkesa seperti kendaraan
kepolisian, laboratorium forensik dan identifikésiesik. Untuk jajaran Polda
Metro Jaya masih memerlukan dukungan/ bantuanlaasratorium forensik
dan identifikasi forensik Mabes Polri, sehingga imagrasa panjang dan
memakan waktu lama untuk meminta bantuan dukungayigikan secara
ilmiah (scientifik investigation). Kedepan perlunya Polda Metro Jaya
memiliki peralatan khusus atau alat utama yang ntamempercepat dalam
proses criminal investigasi, khususnya peralatarg @erbasiskan tehnologi

informasi dan komunikasi mengingat saat ini kejahdtanyak menggunakan
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tehnologi informasi dan komunikasi maka pengungkagapun harus

didukung dengan peralatan yang sesuai.

Peralatan bagi perorangan antara lain pentungamertg, borgol,
senjata api laran pendek maupun laras panjang tsaregelukung tugas-tugas
kepolisian Polres Metro Tangerang Kota, mengingatsi saat ini semakin
maraknya aksi anarkhisme massa yang secara teeanggan berani
menyerang kepada petugas polisi, untuk itu perltindiju lagi kelayakan
peralatan perorangan itu dan dukungan penambahanisirsenjata api dari

kesatuan atas (Polda)

Penggunaan CCTV sebagai tehnologi informasi scuglah
dimanfaatkan oleh Polres Metro Tangerang Kota unteknantau keamanan
internal, maupun situasi lalu lintas dibeberapausdata Tangerang. Untuk
mendukung kecepatan informasi dari dan kepada analsyt Polres Metro
Tangerang Kota telah membuat MoU dengan beberali@ seasta yang ada
di kota Tangerang untuk secara rutin menyiarkaarselangsung situasi lalu
lintas maupun situasi keamanan di masyarakat. Pe@gg Ssarana twitter
maupun program "Info Polres” dengan Fleksi 021-83@ll sebagai inovasi
yang dikembangkan secara swadaya pemanfaatan @ghoatuk menunjang
operasional Polres Metro Tangerang Kota. Kedepamggenaan sarana
tehnologi informasi dan komunikasi perlu terus dikangkan disamping
untuk mempercepat respon Polri terhadap laporanyarasat , sekaligus
sebagai sarana yang dapat lebih mendekatkan Folgath masyarakat yang

dilayaninya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan.

Kesimpulan dalam hasil penelitian tentang pelaksanadministrasi
kepolisian di Polres Metro Tangerang Kota, ini magikan sintesa analisa hasil
dan temuan penelitian sehingga diperoleh kesimpykamg lebih esensial di
dalam menjawab permasalahan penelitian. Adapun hasiisa temuan hasil

penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Perkembangan Kota Tangerang

Kota Tangerang adalah sebuah kota yang akan tezdserhbang
menuju kota modernnfetropolitan), dan sarat dengan permasalahan
sosial seperti kurangnya lapangan pekerjaan, koképentingan antar
komunitas, dan kriminalitas. Kuatnya nilai-nilaligeous (Islam) yang
berkembang di tengah kehidupan masyarakatnya tsggenuhnya
mampu menahan pengaruh perubahan lingkungan abklghasional
maupun lokal termasuk akibat-akibat pembangunaa kat sendiri.
Permasalah sosial bila tidak dikelola dengan bdiknaberubah
menjadi kejahatan yang dapat menghambat prodalstifihasyarakat
dan pada akhirnya program-program pembangunan ggaalgnkan
pemerintah kota Tangerang meningkatkan kesejalmensasyarakat

tidak akan tercapai.

b. Polres Metro Tangerang Kota sebagai kesatuan opeehsdasar
(KOD) Polri kota besarnfetropolitan) adalah bagian dari organisasi
Kepolisian Nasional Negara Republik Indonesia, yamgmpunyai
tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang yang diatlamdUndang-
undang nomor 2 tahun 2002, termasuk peraturan gengaundangan
lainnya seperti undang-undang terorisme, undanigwm anti
korupsi, undang-undang kepegawaian dan lain sebggaiSebagai
kesatuan kepolisan yang paling dekat dengan mastaPalres Metro
menyelenggarakan administrasi  kepolisian yang rmgllipi
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manajemen operasional dan manajemen pembinaanrdeidigkung

tehnologi kepolisian untuk mencapai tujuan tugapoksian yakni

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat daregakkan
hokum di kota Tangerang, meskipun dengan sumbex gayg masih
terbatas baik personil, peralatan maupun anggaran.

c. Manajemen operasional di Polres Metro Tangerarg Kidaksanakan
oleh fungsi-fungsi operasional kepolisian sepeudbltara, Reserse,
Intel, Lalu Lintas, termasuk fungsi pembinaan meakat (Binmas)
yang bertugas melakukan pembinaan kepada pengansavekarsa,
melalui kegiatan-kegiatan pre-emtif, preventif aepresif. Titik berat
kegiatan operasional di utamakan pada pre-emtifpdamentif sesuai
dengan pepatahits better to prevent than to cure’ serta lebih
mendekatkan hubungan polisi dan masyaragatrfunity policing).
Kegiatan operasional dalam bentuk pelayanan kepadayarakat
masih sarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotiski€N] karena
belum memanfaatkan tehnologi yang dapat membaserbunya
masyarakat yang memerlukan pelayanan dan petugias pang
memberikan pelayanan. Terhadap pelaksanaan tugasr-umsur
operasional dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Sabahara, tugas penjagaan masih berjalan sistéift 2ehari,atau
2x12 jam sehari.ldealnya tugas penjagaan adaldfift3asau 3x8
jam sehari sesuai standar normal jam kerja yangwgaitu 8 jam.
Patroli jalan kaki dan bersepeda sudah tidak &gifdilaksanakan
padahal kondisi masyarakat kota Tangerang masibkcoatuk
dilakukan patroli Sabhara dengan jalan kaki dansdpeda
khususnya di pemukiman warga yang sempit atau {pesar
tradisional.

2) Intelkam, pembuatan analisa daerah operasi massifdidahunan,
seharusnya selalu di mutahirkan sesuai denganmpbdagan yang
terjadi di masyarakat.

3) Polantas, pelaksanaan tugas dengan menekankangmsmtiaspek

keselamatan berlalu-lintas masih sangat kurangyu perus di
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sosialisasikan dan dicarikan terobosa-terobosanateey untuk
meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

4) Reserse, dalam rangka pembinaan terhadap PPNS dam
koordinasi dan pengawasan perlu di tingkatkan lagimasuk
dalam hal kewenangan penyidikan oleh PPNS yang dida
Tangerang Kota perlu dilakukan penelitian lanjuteentang
kewenangan penyidikannya mengingat kewenangan gi&agi
tidak termasuk kewenangan yang di otonomisasikan.

5) Binmas, pelaksanaan tugas para Babinkamtibmas ItesPletro
Tangerang Kota masih banyak hal yang belum jelasm@nya
anatara lain: dibawah pengendalian/koordinatorasiaprapa lama
jam kerjanya, kantornya dimana, apakah cukup satmgo per
kelurahan, dan lain-lain yang masih perlu pengatiehih lanjut.

6) Keberadaan pengamanan swakarsa antara lain sangarpanan
(Satpam), BUJP, AMSI belum terkoordinir dan teraw@sngan
baik, demikinan halnya keberadaan Polsus, dan SaRdalisi
Pamong Praja yang dalam pelaksanaan tugas sehiamdiaat
dengan Polri.

7) Pengamanan objek vital, sampai saat ini belum atiznpuk yang
menentukan objek vital yang berada di wialayah €aagg kota.

d. Pelaksanaan manajemen pembinaan di Polres Metrgefamy Kota
sebagai berikut :
1). Bidang sumber daya manusia, masih perlu dikegian lagi baik
segi jumlah (kuantitas) agar sesuai dengan daftaur&n personil
dalam struktur organisasi yang baru. Disampingsicara kualitas
perlu ditingkatkan lagi untuk mengikuti program-gram pendidikan
kejuruan bagi anggota dan pelatihan dalam lingkugsatuan
mengingat kewajiban pimpinan salah satunya adalaélatin
anggotanya.
2). Bidang material atau peralatan, belum memjbi&ralatan khusus
yang berbasis teknologi informasi dan komunikasigbal kejahatan

saat ini banyak menggunakan teknologi, akibatnydri Pangat
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kesulitan dalam memenuhi harapan masyarakat selvesgiaisi yang
membantu persoalan warganya.

3). Anggaran, kebutuhan anggaran untuk mendukungiatea
operasional dan pembinaan sudah dialokasikan desatp sehingga
satker Polres Metro Tangerang Kota tinggal mengiama
pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan keteyatng ada.

4). Pengawasan, meskipun upaya-upaya pengawasaah tel
dilaksanakan baik dari internal Polri maupun ekskePolri, namun
masih terjadi pelanggaran disiplin / etika angdeddri, hal ini terjadi
karena masih lemahnya pengawasan melekat darap@san anggota
tersebut.

5) Hubungan dan tata cara kerja , Polres Metro @i@my Kota secara
internal sudah berjalan baik, namun secara ekdtedemgan
Pemerintah kota Tangerang maupun instansi terkagimada jarak
mengingat posisi kesatuan Polres Metro Tangeranga Kalak
melekat pada wilayah administrasi Banten (Poldad&gn

52. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa rekiasieyang bisa
peneliti berikan untuk perbaikan pelaksanaan adimasi kepolisian Polres Metro

Tangerang Kota di masa akan datang adalah sebagaita

a. Perlunya segera dilakukan pembenahan sistem tugas-t ke
Sabharaan, penjagaan hendaknya dilaksanakan § 3hif8 jam)/ hari
dengan pembagian waktu kerja dari pukul 06.00 sadgaan 14.00,
kemudian dari pukul 14.00 sampai dengan pukul 22dah pukul
22.00 sampai dengan 06.00. Pelaksanaan patroln jkéki dan
bersepeda perlu dihidupkan kembali karena bukamlaiagetinggalan
jamannya namun lebih dititik beratkan bahwa tugadri Padalah

melindungi dan melayani warganya.

b. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan untuk efigk$ tugas-tugas

Babinkamtibmas dalam rangka kegiataommunity policing, atau
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patroli, dan perlu di atur lebih lanjut siapa yangngkoordinir tugas-
tugas Babinkamtibmas.

c. Perlunya Kapolres Metro Tangerang membuat kerjasgiiaU)
dengan Walikota Tangerang tentang pembinaan Satp&l
sebagaimana Polsus yang telah berjalan tentangaels. Sambil
mengusulkan agar Kapolri segera membuat MoU dengentri
Dalam Negeri agar satpol PP dimasukkan menjadiuBatehingga
pembinaannya dibawah Polri mengingat di kewilayahabungan
antara Polri dengan Satpol PP sudah sangat dekasalmg terkait

dalam penanganan ketertiban masyarakat.

d. Perlunya Polres Metro Tangeran@® melakukan perubahan alih
tehnologi dari pelayanan Polri yang manual digdethgan tehnologi
yang lebih modern agar pelayanan prima Polri yatahtdicanangkan
dalam reformasi birokrasi Polri dapat terwujud yathigndai dengan
tidak adanya lagi kolusi, korupsi, dan nepotismd&NK Terutama
pada bidang-bidang penyidikarmriminal investigation), pelayanan
SKCK, Pelayanan SIM.
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PEDOMAN WAWANCARA

KEPADA MUSPIDA : WALIKOTA / KET.DPRD/ DANDIM/ KAJARI/

KET.PN
(Penelitian administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota)

. Sudah berapa |lama Bpk/Ibu memegang jabatan yang saat ini ?

. Apakah lingkup tugas-tugas yang Bpk/Ibu kerjakan ada terkait dengan
tugas polisi ?

. Dalam hal apa sgja lingkup tugas Bpk/Ibu sangat terkait dengan tugas-
tugas polisi ?

. Bagaimana mel aksanakannya tugas-tugas tersebut agar menjadi mudah
dilapangan ?

. Apakah sgauh ini sudah melakukan kerjasama dengan kesatuan polisi
(Polres) setempat, dalam bentuk apa saja dan bagaimana hasilnya ?

. Apakah sgauh ini Bpk/ibu sebaga peabat pemerintahan dapat merasakan
dampak dari tugas-tugas kepolisian baik dari Polres maupun dari Polsek
khususnya yang terkait dengan rasa aman ?

. Bagaimana hubungan koordinasi institusi yang Bpk/Ibu pimpin sekarang
ini dengan kesatuan kepolisian yang ada di sini (Polres maupun Polsek) ?
. Ceritakan pengalaman Bpk/lbu yang pernah terjadi terkait penanganan
masal ah-masal ah keamanan di kota Tangerang ?

. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang dinamika operasional polisi (Polres
maupun Polsek) saat ini dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat?

10. Apasga ha-ha yang Bpk/Ibu rasakan tentang kelebihan dan kekurangan

dari pelayanan polisi yang adadi kota Tangerang saat ini ?

11. Seandainya Bpk/Ibu akan membuat suatu kebijakan terkait bidang

keamanan atau yang terkait dengan organisasi polisi di kotaini, apayang
perlu prioritas Bpk/Ibu lakukan ?

12. Menurut Bpk/lIbu bagai mana sebaiknya polisi dapat memberikan

pelayanan dibidang keamanan , di waktu yang akan datang sesuai dengan
perkembangan kota Tangerang saat ini ?
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PEDOMAN WAWANCARA

KEPADA : TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA/ KETUA ORMAS
(Penelitian administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota)

1. Sudah berapalama saudara bertempat tinggal di kota Tangerang ?

2. Bagaimana menurut pendapat saudara situasi keamanan secara umum di
kota Tangerang saat ini ?

3. Adakah saat ini permasal ahan-permasalahan di masyarakat yang perlu
segera ditangani polisi ?

4. Bagaimana pendapat saudara tentang tugas-tugas polisi yang ada di kota
Tangerang apakah sudah memenuhi harapan masyarakat ?

5. Bilapelayanan polisi masih dirasakan kurang , menurut yang saudara
rasakan bidang apa saja ?

6. Apakah kehadiran polisi dalam menyelesakan persoalan warga sudah baik
saat ini ?

7. Bagaimana hubungan komunikas saudara dengan pejabat polisi atau
dengan anggota polisi di Tangerang ?

8. Menurut saudara apakah polisi saat ini cukup mendengar aspirasi dari
masyarakat ?

9. Dari posisi ketokohan saudara di masyarakat, apakah saudara dengan
senang hati bila sewaktu-waktu diminta bantuan oleh polisi ?

10. Menurut saudara hal-hal apa yang harus segera di perbaiki atau
ditingkatkan terkait dengan tugas-tugas polisi di Tangerang kedepan ?
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PEDOMAN WAWANCARA

KEPADA : KABAG/ KASAT/ KAPOLSEK
(Penelitian administrasi kepolisian Polres Metro Tangerang Kota)

Sudah berapa lama saudara menjabat dalam fungsi ini ?

Latar pendidikan saudara di kepolisian apa?

Apakah jabatan yang saudara emban saat ini sesuai dengan keinginan
saudara?

Apakah saudara memahami tugas-tugas yang harus saudara kerjakan ?

5. Apakah semuatugas yang menjadi kewajiban saudara sudah

10.

11.

12.

13.

dilaksanakan sesual aturan atau petunjuk yang berlaku ?

Adakah tugas-tugas yang tidak berjalan atau berjalan namun tidak
maksimal padafungs yang saudara pimpin saat ini ?

Mengapatidak bisadi kerjakan tugas tersebut ?

Apakah saudara pernah melaporkan dan memberikan saran kepada
pimpinan tentang kendalanya ?

Apakah pimpinan saudara telah memberikan solusi dan apakah sudah
dikerjakan ?

Bagai mana upaya saudara untuk menghilangkan kendal a-kendala yang
saudara alami dalam pelaksanakan tugas pada fungsi saudara ?
Apakah saudara mempunyal cukup buku-buku petunjuk sebagai
pedoman dalam bertugas, dari mana sgja ?

Bilatidak ada buku petunjuknya, apakah adainisiatif pimpinan
saudara membuat buku petunjuk ?

Bagaimana tugas pelayanan Polri kedepan agar lebih baik pada fungsi

yang saudara pimpin saat ini ?
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